PEMERINTAH KABUPATEN NGAN]JUK

¥ DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- MPP NY AW Jalan Brantas Kelurahan Werungotok

Telp./Fax/ (0358) 3510097, Email : dpmpispi@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 188/ il_a JK/411.308/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NGAN]UK,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar
tepat sasaran serta terjamin efektifitas dan efisiensi serta
berkualitas dengan bersendikan pada norma-norma
pelayanan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu S5Satu Pintu
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayvanan Perizinan
dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Timur [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Z Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 61, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Nomor 82, Tambabhan Lembaran HMNegara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagalmana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2J19
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan {(Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1083, Tambahan Lembaran
Negara Republik [Indonesia Nomer 6398);

5 Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Noemor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Womoe 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja {Lembaran Negara Republik [ndeonesia Tahun
2020 Nowmor 245, Tambahan Lembaran Negara Republilc
Indonesla Nomor 657 3);

& Undang-Undang HMNomor & Tahum 2023 tentang
Penctzpan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-
Undang Nomeor 2 Tahup 2022 tentmng Cipta Kerja
manjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomar 96 Tabhun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20909
tentang Pelayanan Publik [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun2012 Nomer 215, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesla Nomor 5357);

A Perzturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran HNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Noemor 73, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 6041);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tabun Z01Y teatang
Pengelolaan Kewangan [Daerah [Lembaran  MNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Megara Republlk Indonesia Momor 632 2):

10. Peramurats Pemerintab Momor § Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ferizinan Berusaha Berbasis Risiko
{Lembaran Negara Bepublik Indonesia Talun 2021 Nomor
15, Tamhbhahan Lsmbaran Megara Republik Indonesia
Nomor 661 7);

11. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2021 tentang
Penyelenggarzan Perizinan Berusaha di  Daerah
{Lembaran Negara Republik induvmesia Tahun 2021
Nomor 16, Tambahan Lembaram MNegara Republik
Indonezia Nomor 6618);

12, Peraturan Presiden Momor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadn Satu Pintu



(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221%;
13.Peratuwran Menteri PAN RE Nomor 14 Talhwn 2015 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

14. Peraturan Deerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 08 Tahun
2016 rentang Pembentukan dan Snmunan Perangkat
Dagrah Kabupaten Nganjuk;

15 Peraturan Bupati Nganjuk Nuvmor : 41 Tahuno 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setta
Tata Kerja Peranghat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1aPerauran Bupati Nganjuk Nomor @ 43 Tahono 2023
tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Eepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

: Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan

Non-perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam
Lampiran |, Lampiran [I, Lampiran [II, Lampiran [V,
Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII,
Lampiran [X, Lampiran X, Lampiran Xl, Lampiran XII,
Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI,
Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran
XX, Lampiran XXI, Lampiran XXIl, Lampiran XXIII,
Lampiran XX1V, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran
XXVIL Lampiran XXVII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX,
Lampiran XXXI, Lampiran XXXIl, Lampiran XXXIII,
Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI,
Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVII]l, Lampiran XXXIX,
Lampiran XL, Lampiran XLI, Lampiran XLII, Lampiran
XL, Lampiran XLIV, Lampiran XLV, Lampiran XLVI,
Lampiran XLVIlI, Lampiran XLVIIl, Lampiran XLIX,
Lampiran L, Lampiran LI, Lampiran LII, Lampiran LIII,
Lampiran LIV, Lampiran LV, Lampiran LVYI, Lampiran LVII,
Lampiran LVIll, Lampiran LIX, Lampiran LX, Lampiran LXI
Lampiran LXll, Lampiran LXIll, Lampiran LIV, Lampiran
LXV, Lampiran LXVI dan Lampiran LXVIl serta Lampiran
LEXVIll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan inl.

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapican di NGANJUK
pada tanggal | & Juni 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODALDAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTLU

KABUP

NIP. 196709121997031004



LAMPIRAN |
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43.
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS [(SIPF)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
FELAYANAN
TERPADU SATU

Hnmnr S0P

188/49 /K/411.308.1

Tanggal Pem hua'té_l:l'

meraaroa

19 Juni 2024

19 Juni 2024

- | Tanggal Efektif
Disahkan oleh

FINTU
KABUPATEN
NGANJUK

Nama SOP

19 Juni 2024

wuas

2 MODAL DAN

SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS
(SIPF)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Z

Undang-Undang MNomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No, 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;
Undang-Undang Nomaor
2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam  Negeri

17 Tahun

1.

2.

Kualifikasl Pendidikan DII/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan. dan santun);
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;

e e r————




Nomer 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

—-_— e

tertulis dengan balk;
Mampn  berkoordinasi
efekril dan afsien;

denpan

5. Peraturan Bupaki Nganjuk Nomoar: 43 | 7. Memiliki kemampuan kerjasama
Tahun 2023 rentang Pendelegaclan timy;
Wewenang Penyelenggaraan | 8. Mampu mengoperasikan
Perizinan dan Non Porizinan Kepada komputer:dan
Kepata Dinas Penanaman Modal dan | 9. Memahaml penggunaan aplikasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pelayanan khususnya Aplikasi
Kabupaten Nganjuk: Pragram Pelayanan Perizinan Non
7. Keputusan Bupati Nganjuk MNemer Usaha SIPENTOL.
186/46/K/411.308/2018  tentang
Kode Etik Aparatur Sipll Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Fenanaman Modal;
B. Memperhatikan SE No.
HK.32.01.fMENKES/6/2024 Tentang
Fenyelengggaraan Perizinan Bagl
Tenapa Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UL Ne. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Keterikaitan: Pﬂnlhl:anﬂ’:rlenﬂgg
. Layanan bagi
MasyarakatBerckebumhan
Khusus;
2. Ruang Tunggu;
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan:
4, Ruang Laktasi;
5. Tempat lbadah/Mushola;
6. Ruang Rapat;
7. Kendaraan Operasicnal;
B. Alat Komunikasi;
9. Koneksi fjaringan internet;
10 Pusat data server;
11.Kotak pengaduan;
12. Perangkat ¥omputer, printer, dan
SCAnner;
13. Mesin antrian;
14.Alat pengukur kepuasan layaran;
15.Laman weksite (SIPENTOL) dan
e-rnail;
16 Alat Tulis Kantor
17.Brasuar;
18 Banner dan
19. Alat/fasilitas  pendubung
lainnyasesual dengan kebutuhar. |
| Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:
lika Standar Operasional Prosedur ini | Disimpan sebagai data elektronik
tidak dilaksanakan akan berdampak | danmannal
padatahap pelayenan berikutnya belum
dapat diproses.




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
5 Kepala [ |
Tim _ : SIPEN | Persyaratan [ |
| Pemohon Teknis Hnwmﬁ”wﬁ TOL Kelengkapan Waktu _ Output _
) — 3 5 6 1 8 9 10 . u |

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | lzin Non | Aplikasi SIPENTOL |
mengajukan | 4 — SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui

_ permohonan | r behum https: [/ perizinan.n |
melalui Aplikasi ; berlaku ganjukkab.goid/ |
SIPENTOL efektif (Draf)

2. | Pemohon —— o N 1. lzin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah -+ belum berlaku persvaratan | Perizinan Non
dokumen 4 7 efektil (Draf) yang telah | Usaha SIPENTOL
persvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi https:// perizinan.n

_ SIFENTOL | ganjulkckab go.id/
i
| 3. | Front Office Dekumen L Jam | Hasil | a. Apabila
| memvenfikasi Pemenuhan verifikasi _ dokumen
kelengkapan Persvaratan kelengkapan | persyvaratan
berkas berkas dinvatakan
permohornan lengkap,
permohonan
_ diteruskan kepada
| Tim Teknis;
h. Apahila
_ | dokumen
” persyaratan

dinyatakan tidak




lengkap,
permohonan
ditslak dan
dikembakkan
kepada pemohon
dissttai dengan
alasan penolakan
serta diberikan
fasilitasl pelayanan
Euna meancukupi
kekurangan

. | Tim T=knis
toémverikaai
Persyaratarn

Verifikasi
kelenghapan

Berita ACARTR
FPemetiksaar

persyaratan.
Apabika dalam
rangka kiariflkasi
dan vernifikasi
dokumen
persyvaratan teknis
dinyatekan telah
memenuhi
persyaratan f
belum menenshi
petsyaratan teknis,
maka permehonan
diteruakan

kepada Kepala
Dinas umiuk
THENAR T
perattujuar /
perralakan

Rekome ndasd
Teknis yang
diseral deopan
Berita Acara,




6.

Kepala Dinas Berita Acara 1Jam | Persetujuan Pengesahan [/
Kesehatan Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
menguploac Fermohonan | Kepala Dinas
Surat Kesehatan secara
Persetujuan elektrondk
Permohonan .

(Rekomendasi) |

Verifikasi dan Izin Terbit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi | Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Lzin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL _ Terpadu Satu Pintu

9 Hani__ |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

EANAN TERPADU SATU PINTU

VA HIPAS .




LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYAMAN
TERPADL  SATU  PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK NUTRISIONIS

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

: Nomor SOP 1e8/ 49 /K/4113082
DTN ‘Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 S
Tanggal Revisi 19 Juni 2024
R Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan oleh
KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTL
KABUPATEN
MGAN|UK
MNama SOP

Dasar Hukunm:

" 7
=

3.

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun |
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang

Dalam Negeri | ™

1. Kualifikasi Pendidikan DII1/DIV/SI

linear dengan bidang tugas;
2.
salam, sapa, sopan, dan santun);
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;
Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publik;
Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;
6. Mampu  berkoordinasi

3.

tentang

dan

5

dengan

Berpenampilan menarik (senyum, |




;?r

?enyelengara_a-ﬁurelaﬁnan Terpadu
Sam Pinm Daerah;

. Paraturan Bupati Mganjuk Nomor : 43

Tahun 2023 tentang Pondelegasian
Wewenany Penyelengyaraan
Perizinan dan Men Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
Kabupatan Mganjuk;

Keputusan Bupati Ngamjuk Womor
188/46/K/411.308/2018 Lenlang
Kod+ EHk Aparatur Sipit Negara di
Lingkungan DFMPTSP Kabupaien
NganjukPeraturan Fresiden HNomor

8. Hampu

efektif ¢an elsien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama

tim;
mern goperasikan
komputer.dan

9. Memahami penggunaan aplikasi

pelayanan khususnya  Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;
8. Memperhatikan 5E Ho.
HE.02.01.fMENKES/6/2024 Tentang
Penvelenpgparaan Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya VU Me. L7 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Keterkcaltan: Peralatan /Pertengkapan:
1. Layanan bhagi
WasyarakatBerkebutuban
Khusus;
2. Ruang Tunggu;
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
4. Ruang Lalktasi;
5. Tempat Thadah/Mushola;
6. Ruang Rapat;
7. Kendaraan Operasional;
8. Alat Komunikasi;
9. Koneksi f jaringan internel;
12.Pusat data server;
11.Kotak pengadaan:
12. Perangkat komputer, printer. dan
scanmer;
13.Mesin antrlan;
14. Alat pengukur kepuasan layanan;
15, Lamanfwebsite [SIPENTOL) dan
e-mif;
16. Alat Tulis Karntor
17.Brosur;
18.Banner dan
19, Alat/fasilltas  penduokung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.
. Peringatan: Pancamatan dan Pendataan:
lika Standar Cperasional Prosedur ini | Disimpan sebagai data elekuronik
tdak dilaksanakan akan berdampak)danmanual
padatahap pelayanan berikwinya belum
dapat diproses.




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK NUTRISIONIS

No| egiawn Pelaksana ~ Mutu Baku Keterangan
, Kepala
Tim SIPEN | Persyaratan /
Pemohon FO ; Dinas : Waktu Output
Teknis KEnchatsn TOL Kelengkapan -
| 1 __ 3 4 5 6 7 8 9 10 11
| 1. | Pemohon _ Akun 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ — “ _ 4 SIPENTOL Usahn yang | diakses melalui
permohonan | * belum httpa: )/ perizinan n
melalid Aplikasi .. | ) beerlaku panjukkal @il f
SIFENTOL _ efektif {Draft)
1 |
' 2. | Pemohon . 1. Izin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah j&l belum berlaku persyvaratan | Perizinan Non
dokumen efekuf (Draft) yang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melahai
melalui Aplikasi dokumen dalam | laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi https:/ f perizinan.n
_ SIPENTOL ganfukkab.go bd/
3. | Front Office Dokumen 1.Jam Hasil . Apahila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi | dokumen
kelengkapan 10 Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan | lengkanp,
permahonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
. b. Apabila
_ dokumen
persyaratan

dinyatakan tidak




. | Tim Teknis Verifikasi § Hari | DPerita Acara | Apahils dalam
| memveriikasi kelenpkapan Femeriksaan | rangka klandfikasd
PETSYATALEN berkas At verifikaad

taknis 4 dakyumen
peroyaratan tekmis
dinyatakat Lelah
memennhbi
perayargtan f

diteraskan
kepads Kepala
Dinas untulk
merslapat
persetijuan f
penclakan
Rekomendasi
Tekxiis vang
.— disartal dengan
Betizs Acatn,




3. | Kepala Dinas _ Berita Acara | Jam | Persetujuan | Pengesahan /
Kesehatan Pemeriksaan [ Penolakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas
Surat 4 Kesehatan secara
Persetujuan elekironik
Permohonan _

_ | [Rekomendasi)

T e — H :

_ 6. | Verifikasi dan Izin Terhit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi | Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin 4 ~ 4 — Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL = | = — Terpadu Satu Pintu

_ _ 19 Hari | ==

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAR NGANJUK

URWO BUJONO, 5.Hut
PEMEINA TINGKAT |
NIP. 196709121997031004




LAMPIRAN 111
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON 1USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADLU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SURAT IZIN PRAKTIK

OKUPASI TERAPIS

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP | 188/ 4] /K/411.308.3
L _Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
@ | Tanggal Revisi 19 Juni 2024
R Tanggal Efektif 19 Juni 2024
| Disahkan oleh I
KEPALA DINAS A JLA NMODAL DAN
PENANAMAN |
MODAL DAN a0 |
PELAYANAN :
TERPADU SATU x
PINTU SUIONO, S.Hut
KABUPATEN SenthifiaPingkat |
NGANJUK . NIP. 196709121997031004
SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI

Ih Nama SOP

TERAFIS

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23
2014 tentang Pemerintahan Dacrah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UL No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

2,

3.

Tahun _

1. Kualifikasi Pendidikan DII/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
Menguasai  Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha:

Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publilk;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan

2.

3.

tentang |

|
dan




5,

B.

Peraturan Menterhk Dalam  Negerj
NMomar 134 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah:

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ; 43
Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan
Parizinah dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Palayanan Terpadu Sam Pintu
Kabupaten Nganjuk:

Keputusan Bupadd Nganjuk Nomor
186/46/K/411.308/2018 tenktang
Kode Edlk Aparatur 5Sipll Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden HNomor
10 Tahun 2021 entang Bidang Usaha
Penanaman Modal,

Memperhatikan SE L Ti
HK.CZ2.01./MENKES/6/2024 Temang
Penyelengggaraans  Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbimya UU Moo 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

tertulis dengan baik:

Mampu berkoordinast
efektlf dan efisien;
Memliliki kemampuan kerjasama

Eim:

dengan

8. Mampu mengaperasikan
komprarer:dan

J. Memahami penggunaan  aplikasi
pelavanan  khususnya Aplikass

Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIFENTOL.

Keterkaitan:

Peralatan / Pertenghkapon:

L. Lavanan bagi Masyarakat

Berkebutuhan Khusus;

Ruang Tunggw;

Ruang Kongultasi dan Pengaduan;

. fuwang Laktasi;

. Tempat [badah/Mushola;

6. Ruahg Rapat;

7. Kendaraan Operasional;

2. Alat Komunikasi;

2. Koneksi fjaringan intaynes;

10, Pusat data server;

11. Kowak pengaidwan;

12. Perangkat komputer, printer, dan
AT

13. Mesin antrian;

14, Alat pengukur kepuasan layanam;

15. Laman/website (SIPENTOL ) dan
eamuil;

16. Alat Tulis antor

17. Brosur;

18. Banner dar

19, Alat/fasilitas pendukunglainmya
sasual dengan kebutuhan,

2,
3.
4
5

Peringatan:
lika Standar Operasional Prosedur ni

tidak dilaksanakan akan
padatahap pelayanan berikutnya balum
dapat diprases.

Pencatatin dan Pendataan:

herdampak

Disimpan scbagal data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS

dinvatakan tidak

No | Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan |
Kepala
; Tim _ SIFEN | Persyaratan f
.. Pemohon FO Teknis Rnﬁﬂ.ﬂ“ﬁ TOL Kelerghkapsn Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 A 9 [ 10 11

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan 4 7 SIPENTOL Usaha vang | diakses melahui
permghonan " beham https: )/ perizinan.n
melalui Aplikasi ¥ _ berlaku ganjukkab. go, id
SIPENTOL efekctif (IDraf)

v |
2. | Pemohon 1. lzin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
| mengunggah _A belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
| dokumen efekul (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan . 7 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi https: // perizinan.n
_ | SIPENTOL. ganjukkalr.go id/
| i -

3. | Front Office _ Dokumen 1Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaraian
berkas berkas dinyatakan
permohonan lengkap,

permohonan _
diteruskan kepacla
Tim Teknis;

b, Apabila

dokumen
pPersyaratan



kengkap,
permohoenan
ditoak dan
dikem ba ik an
kepada pemohmn
disertn detgan
atasan penodakan
£Tia diberilean
fasilitasi pelayanan
guna mensukupd
kekurangen
PersyAratan.

. | Tim Teknis
memverifikas]
PErSYAIALan

Verifikcasi
kelenglapan

Bertita Acara
Prmeciksaan

Apahila dalam
rangka klerifkasi
dan verilikasi
dokimen
perayaratan teknis
dinyatakan 1elah
Ene nwenahi
prrayaratan
belum meamenuki
precayaratan tekngs,
maka permohonin
diseruskan

kepada Kepala
Dinas untuk
mendapat
persetajuan f
pennlkan
Rekomendasi
Teknis yang
disertai dengan
Berita Acara.
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LAMPIRAN 1V
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTL

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADL SATU PINTL
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANESTESI (SIPPA)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- Momor SOP 188/ Y9 /K/411.308.4

A N Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024

_ |  Tanggal Revisi 19 juni 2024

s o ‘Tanggal Efektif 19 Juni 2024

Disahkan oleh r,.r‘ ﬁﬁFMﬂ]NAS

PENANAMAN .-"" : ;
MODAL DAN f:
PELAYANAN e
TERPADU SATU I W
Ll HONO, S.Hut
NGANJUK NIP. 196709121997031004

Nama SOP

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT
ANESTESI [SIPPA)

Dasar Hukum:
1.

2.

| 5.

| Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Undang Hnmur 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang MNomor 2Z3 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun

2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nemor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV /S]
linear dengan hidang tugas;

2. Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun};

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

tentang




— —ma —rm

Nomotr 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Saha Pintu Daarah;

. Peraturan Bupati Ngan]uk Nomer : 43
Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenanyg Penyelenggaraan
Perizinan dan Nom Peritinan Kepada

f. Mampu berkoordinast dengan
afektif dan efisien;

7. Memiliki kemampuan  Kerlasama
m;

8. Mampu
komputer;dan

9. Memahami penggunaan  aplikasi

mengoperasikan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan khususnya  Aplikasi
Polayanan Terpadu Satu  Pinbe Program Pelayanan Perizinan Non
Kabupaten Nganjuk: Usaha SIPENTOL.
7. Keputusan Bupati Mganjuk Nomeoer
180/46/K /4112082014 tertan g
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTEP Kabupaten
HganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tabun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;
8. Memperhatikan SE No.
HK.02.01./MENKES/6/2024 Tentang
Penyelenpgpgaraan Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbimya UU Ko 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebutyhan
Khusus;
2. Ruang Tunggu;
3. Ruang Konsuttasi dan Pengaduan;
#. Ruang Laktasi;
5. ‘Tempat Ibadah/Mushola;
6. Ruang Rapat,
7. Kendaraan Operasional;

fA. Alat Komunikasi;

2. Koneksi / jaringan internek

10, Pusat data server:

11l.Kotak pengaduan;

12. Ferangkat komputer, printer, dan
SCHRNE;

13. Mesin antrian;

14.Alat pengulur kapuasan layanan;

15. Laman /website [SIPENTOL} dan
e-mail;

16, Alat Tuliz Kantor

17.Brosur;

138. Banner dan

19, Alatjfasilitas  pendukung
Tainmyasesuai dengan kebutuhan.

Pencatatan dan Pendataan:

Ferlngatan:

DHsimpan sebagai data elektronik
danmanual

lika Standar Operasional Prossdur imi
bdak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses.




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT ANESTESI (SIPPA)

No Kegiatan ~ Pelaksana Mutu Baku Kelerangan
_ . Kepala
Pemohon FO ,_.,nu_”u_. Dinas mﬁmp,.z T-MMMEHNMEH / Waktu Chunt paak
] cknis | o batan ngkapan - -
| 1 2 | 3 | 4 5 6 7 8 g 10 11
1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL |

_ mengajukan _ 4 __ SIPENTOL Usaha yang | diskses melalui

permohonan _ & belum hitps: / f perizinan.n
_ melalui Aplikasi _ berlaku panjukkab. go.id/

SIPENTOL efektl (Drall)

2. | Pemohon _ 1. Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi |
mengunggah 4 T belum berlaku persyaratan | Perizinan Non _
dokumen efektif (Diraft) vang telah Usaha SIPFENTOL |
persvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalni Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hitpe: / [ peririnan. o

7 SIPFEMNTOL ganjuklab. g id f

3. | Front Office Dokumen [ 1 Jam IHasil a. Apabila

| memverifikasi Pemenuhan “ verifikasi dokumen
kelengkapan _ Persyaratan | kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan _ _ lengkap,
. permohonan
diteruskan kepada
_ Tim Teknis;
h. Apabila
dokumen
[ persyaratan
_ (O - dinyatakan tidak




lengkap,
permohonan
ditolak dan
dike m balikan
kepads pemohon
disertai dengan
alasan penolikan
serth diberikan
fasilitasl pelayensan
una mencukupi
kekurangan
perayAratan.

. | Tim Teknis
memvernifikasai
Perayveratan

Verifllasi
kelengkapan

Berita Acara
Pemerikaaan

Apabila delam
rangks Llarifikas]
dan verifkeasi
tokunmen
perayaratan rknis
dinyatakarn telan
memenuhi
persyaratan |
beluom memenuhi
perayaratan teknis,
meka permoehonan
diteruskan
kepada Kepala
Dings untuk
mendeapat
peractuman
pemulakan
Rekomendasi
Teknia yang
disertai dengan
Berita Acara.




0.

' Kepala Dinas

Kesehatan
mengupload
Surat
Persetujuan
Permohonan
(Rekomendasi)

.. Verifikast dan

Validasi
Penerbitan Izin
melalul Aplikasi
SIFENTOL

_ Berita Acara 1 Jam Persetujuan | Pengesahan /
| Pemeriksasn [ Penolakan | Penolakan oleh
Permohonan | Kepala Dinas
Kesehatan secara
elektronik
_
[zin Terbit 1 Jam | lzin telah Diterbitkan oleh
Berlaku Kepala Dinas

Penanaman Modal
dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu

9 Harl |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

E%E TERPADU SATU PINTU

NIP. H.m_m_q_n_m_ 121997031004



LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYAMAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
/K/411.308 /2024

TAHUN Z024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU  PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTEK PFEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

g Nomor SOP | 188/ Y9 /K/411.308.5
Ao Tanggal Pembuatan | 19 juni 2024
B@ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
| i Tanggal Efektif 19 juni 2024

Disahkan oleh
KEPALA DINAS

PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUFPATEN
NGANJUK

‘Nama SOP

SUIULT 1ZIN PRAKTEK PEREKAM
 MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN |

Dﬂsar Hukum: |

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun |
2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
Undang-Undang Nomor 06 Tahun |
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor
2023 tentang Kesehatan;

2.

3.

17 Tahun

2.

3. Menguasai

Kualifikasi Pelaksana:

1. Kualifikasi Pendidikan DIII}DIU’;SI
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
Standar Operasional
Prosedur pelavanan perizinan Non
Uzsaha:

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan




Peraturan Menter] Dalam Negeri
Nomor 138 Tabun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

tertulis dengan baik;
Mampu berkoordinasi
efeknl dan efislen:

dengan

Satu Pintu Daerahy; 7. Memiliki kemampuan kerjacsama
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 43 tim;
Tabun Z023 tentang Pendelegasian | 8. Mampu mengoperasikan
Wewenang Penyelenggaraan komputer; dan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada | 9. Memaham| penggunaan aplikasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelavanan  Khususnya  Aplikasi
Pelayapnan  Terpadu  Satu Pintu Program Pelavanan Perinan Mon
| Kabupaten Nganjuk; Usaha SIPEWTDL.
7. Keputusanr Bupatlh Nganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kodes Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSEP Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bldang Usaha
Penanaman Modal;
B. Memperhatikan SE Mo,
HE.02 01, /MENKES/6/2024 Tentang
Penyclengggaraan Perizinan Bag
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
FPasca Terbitnya UU No, 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Feterkaitan: Peratatan /Perl n:
1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus:
2. Ruang Tungpgwu;
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
4. Ruang Laktaci:
5. Tompat lbadah/Mushola;
. Ruang Rapal;
7. Kendaraan Operasional;
8. Alat Komunikask
9. Koneksi / jaringan interned:
10.Pusat data server:
11.Kotak pengaduan;
1Z.Ferangkat komputer, printer, dan
sScanna;
13.Mezin antrian;
14 Alat pengulkur kepuasan layanan;
15.Laman fwebsite (SIPENTOL} dan
e-muail;
16. Alat Tuliz Kantar
17.Brosur;
18.Banner dan
19 Alarffasilitas  pendukung
lainnyasceuai dengan kebutuhan.
Pa tan: Pencatatan dan Pendataan;

Jika Standar Operaslonal Prosedor nil
tidak dilaksanakan akan berdampak

pa
da

datshap pelayanan berikutnya balum
pat diproses.

Disimpan sebagai data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTEK PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN

| Nao _ Kegiatan Pelaksana - _ Mutu Baku ~ Keterangan
| | = —ﬁ.wmﬂ-.._.m. “ _
_ Tim : SIPEN | Persyaratan [
_ Pemohon | FO : Dinas _ Wity Output
— _ Teknis Kendhatan TOL _ Kelengkapan .
13 2 5 3 5 6 77— 8 | 9 10 | '
| 1. | Pemohon _ | Akun | 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ | SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
permohonan belum hittps:/ / perizinan.n
melalui Aplikasi _._ “. . berlaku ganjukkab go i/
SIPENTOL efektif (Draft)

2. |Pemohon : ~ lL.lzinvang | 0,5Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah ‘ belum berlaku persvaratan | Perizinan Non
dokumen efelktif (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL

| persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplileasi dokumen dalam laman
SIPENTOL perasyaratan Aplikasi https:// perizinan.n
SIPENTOL ganjukkab.go.id/
Front Office Dokumen 1 Jam Hasil &, Apabila
memverifikasi Pemenuhan | verifikasi dokumen
kelenghapan Persyaratan | kelengkapan | persyaratan
berkas | | berkas dinvatakan
permohonan lengkap,
permohonan _
diteruskan kepada
Tim Teknis;
h. Apahila
dokumen
persyaratan
dinyatakan tidak




kengkap,
pemaohoinan
ditolak dan

! dikembalikan
kepada pemolon

dizertai dengen
alasan penolakan
serta dibetikan
Tagilith 5 pelayanan
Funa mencukupi
Kekurangan

perayaratan,

+ | Tim Teknis Yeriikas! & Hari | Berita Acara

= —

: . Apabila dalam
nemvenifiikasl kelengkapan Peinerlh : ka klarifikasl
perayeratan berkas dan verlfikasi

teknis doloumen
perayanatan teknis
dinyatakan telah
memenil
perayaomatan /

by lien imeoaeniht
perayarptan wkonls,
maka permohonan
diteryakan

kepada Kepala
Dinas untuk
meiapat m
persetu|van [
penolalan )
Pekomerndas

Teknla vang

] disertai dengan

L Berita Acorn. |




J. _ Kepala Dinas Berita Acara 1Jam | Persetujuan _ Pengesahan /
Kesthatan Pemeriksaan | / Penolakan | Penolakan oleh
menglpload Permohonan | Kepala Dinas
Surat | Kesehatan secar
Persetujuan _ clektronik
Permohonan

% (Rekomendas) [

6. | Verifikasi dan L lzin Terbit lJam | lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin Penanaman Modal
melahn Aplikasi | dan Pelayanan
SIPENTOL I Terpadu Satu Pintu

| = | 9 Hari |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

09121997031004



DOKUMEN STANDAR OPE

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
MOMOR 188/ Y¢
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
FPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADL SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

RASIONAL PROSEDUR

SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER [SIKRAD)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

== Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.3086 —— 1
LN ‘Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 |
@ Tanggal Revisi | 19 juni 2024 |
R Tanggal Efektif 19 juni 2024
: Disahkan oleh
KEFPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU 5ATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK NIP. 196709121997031004
Nama 50P SURAT IZIN KER]JA RADIOGRAFER
[SIKRAD)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-undang Nomar 75 el 1. Kualifikazi Pendidikan Df![fﬂ]\l’fﬂl
2009 tentang Pelayanan Publik; 2 :;:Eﬂr dE"EE.'l" bidang tﬁfa:"' "
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun |™ i fm mena.n [S'iuru_m"
2014 tentang Pemerintahan Daerah; salam. i ity iy dan santun}; |
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 3. Menguasai Standar ﬂ_perasinna
2023 tentang Penetapan Peraturan Emiedur pelayanan perizinan Non
. i 4 0. 2 Tahun e
2023 tomang Cipta Kerla Menjad |+ Memilt_ pengetabuan _ tentang
Undang-Undang; per;u?dang—u:dﬂngar; : d
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun ] ?Ef a1 sFan h?'l;c' eI
2023 tentang Kesehatan; R ieasi 1 d
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri S, Mampu berkomunikasi Hsan can

tertulis dengan bailk;




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Toerpadu
Satu Pintu Daecrah;

6. Peramuran Bupatl Hganjuk Noemor: 43
Tahum Z023 tentang Pendalagasian
Wewenang Penyelengparaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Meodal dan
Pelayanan Terpadu 3Satu Piotu
Kabupaten Npanjuk;

7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
18B/46/K/411.308,2018  tentang
Kode Etik Aparawr Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTEP Kabupaten
MganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 entang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

& Memperhatikan SE Ho.
HK.02.01. /MENKES/ 6/ 2024 Tentang
Penyelengggaraan Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU No. 17 Tahup
2023 Tentang Kesehatan

&, Mampu barkoordinasi dengan
7. Memiliki kemampuan kerjasama
8 Mampu mengoperasikan

9. Memahami penggunaan aplikasi

clektll dan efisien;

um;

kom puter;dan

pelayanan khwsusnya Aplikasi

Program Pelayanan Perizinan Non
Uszaha SIPENTOL.

| Keterkaitan:

Paralatan/Ferlenpgkapan:

 10.Pusat dala server;

1. Layanan hagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus;

Ruang Tunggu;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan; .
Ruang Laktasi;

Tempat 1badah /M ushula;
Ruang Rapat:

Kendaraan Operasional;
Alat Kamunikasi;

Koneksl / jaringan internet;

WS

9

11.Kotak pengaduan;

12.Perangkat kamputer, printer, dan
SCATRE

13.Mesin antrian:

14 Alat pengulkur kepuasan layanan;

15. Laman/website {STPENTOL} dan
e-rail:

16 Alat Tulis Kantor

17 . Brasur;

18 Banner dan

19 Alat/fasilitas pendukung
lainnyasasaai dengan kebutuhan.

Paringatan:

Fencatatan dan Pendataan:

Jika Standar Operasional Prazsedur inl
tidak dilaksanakan akan herdampak
padatabap pelayanan berlkumya belum

dapat diproses. _

Disimpan sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN KER]JA RADIOGRAFER (SIKRAD]

dinvatakan ticdak

No |  Kegiatan Pelaksana el | ~ Mutu Baku Keterangan
. Kepala
_ Tim SIPEN | Persyaratan /
| FEmOIon | FO | meknis keonar | TOL | Kelengkmpen | Vo | Output
1 2 3 | 4 5 6 B 2 8 o | 10 11

L. | Pemohon Akun 0,5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan . SIPENTOL Usaha vang | diakses mclahai
permohonan | _; _ | belum hitps: /[ perizinan n
melalui Aplikasi 5 | berlaku ganjukkab. go.id/

 SIPENTOL clekiif (Draft)

2. | Pemohon 1. Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | EE..E Informasi
mengunggah - belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektif (Draft) vang telah | Usaha SIPENTOL

| PETSYATAtan 2. Berkas diunggah ke  diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIFENTOL persyaratan Aplikasi | bitps:/ fperizinan.n
_ _ SIPENTOL | ganjukkab go.id/

3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil ' a. Apabila
memverifilkasi _ Pemenulian verifikasi dokumen
kelengkapan Persvaratan kelengkapan @ persyvaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan  lengkap,

permohonan
| diteruskan kepada
“ Tim Teknis;
L h. Apabila
. n__ur:.Enu
/l\_ _unﬁ.____nﬁnﬁn

| lengkap,




- | Tite Teknis Veriflkari g1llari | Derita Acara | Apabila dalam

memverifikasi kelengkapan Peneriksasn | rangka klarifikas
peravaratan berkas dan verifikasi

teknis dokumen
: persyaratan eknia
_ dinmvatakan telah -
mementhi
peisyeiatan |




. | Kepala Dinas Berita Acara 1 Jam Persetujuan | Pengesahan /
Kesehatan Pemeriksaan { Penolakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepals Dinas
Surat Kesehatan secara
Peractujuan elektronik

[ Permohinnan
[Rekomendasi] I | = i
Verifikasi dan _ Izin Terhit 1Jam | lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan 1zin 4 _ . D Penanaman Modal
..=n._.m_=._ Aplikasi dan Pelavanan
SIPENTOL Terpadu Satu Pintu
| 3 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NAN-TERPADU SATU PINTU

NIP. H ..u.__,m_ 709121997031004




LAMPIRAN V1I

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
JK/411.308 /2024

TAHUN Z024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU  PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OFTISIEN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

| 2.

4,

5.

2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Dacrah;

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomer 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

= Nomor SOP 188/ Y49 /K/411.308.7
o Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
_ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
s Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan oleh KEF.M..A DINAS
KEPALA DINAS : ™
PENANAMAN
MODAL DAN
| PELAYANAN
TERPADL SATU
PINTUL
KABUPATEN ¥ :
NGANJUK o | - HIP 195‘?{:912199‘?{:«31(104.
MNama SOP SURAT IZIN HER]H REFRAKSIONIS '
OPTISIEN
Dasar Hukum: LA Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1. Kualifikasi Pendidikan DI /DIV /5]

linear dengan bidang tugas;
2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Momor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Felayanan Terpadu
Satu Pintu Daerak;

f. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 43
Tahun 2023 rentang Pendelegaszian
Wewenang Pzpyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu S5atu Pintu
Kabupaten Nganjuk;

7. Keputuzsan Bupati Nganjuk WNemor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etk Aparatur Sipfl Negara dl
Lingkungan DPMPTSF  Kabupaten
NganjukPeraturan Preslden MNomoer
10 Tahun 2021 t2ntang Bidang Usaha
Fenanaman Modal;

H. Memperhatikan SE Ho.
HK.02.01 /MENKES/6/2024 Tentang
Penyelenpgggaraan Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Keschatan
Pasca Terbitnya UU No. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

6. Mampu berkoordinazi denpgan
efektif dan efizien:

7. Memiliki kemampuan kerasama
tim;

BE. Mampu mengaperasikan
kamputer; dan

. Memahami  penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengicapan:

1. Layanan bagi

Masvaraka Berkebuluhan

Khusus;

Ruang Tungau;

. Ruang Konsultasi dan Pengaduan:

Fuang Laktasi;

Tempat [hadah/Mushaia;

Ruang Rapat;

Kendaraan Operasional;

Alat Komunikasi:

Koneks=i [ jaringan internet;

1 l‘_l Pusat daca server.

11. Kotak pengaduan;

12. Perangkat komputer, printer, dan
SCANnern;

13. Mesin anirian;

14.Alat pengukur kepuasan layanan:

15.Laman fwebsite (SIPENTOLY dan
e-mail;

16.Alat Tulis Kanter

L7. Brosur;

18.Banner dan

1%, Alat/fasilitas  penduliung
lainnyasesnal dangan kehuruhan,

T

LRND

Peringatan:

Pancatatan dan Pendstaan:

lika Standar Operaslenal Frosedur ini
tidak dilakzanakan akan berdampak
padatabap pelavanan berikumya belum
dapat diproses.

Dizimpan scbagal data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN

| No | _ Kegiatan 1 Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kepala
. Tim SIFEN | Persvaraian /
| |-exete: || 5 Teknis | mmw.m_.””wmu TOL | Kelengkapan Welita . Qg
1 2 3 4 5 | 6 r 1 8 9 10 11
1. | Pemohon _ Akun 0,5.Jam  Izin Non | Aplikasi SIPENTOL
| mengajukan _ _ SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
| permohonan — _ . belum hitps;//perizinan.n
melalui Aplikasi | berlalku | ganiukkab.go.id/

_ SIPENTOL efektif (Draft]

2. | Pemohon 1. lzin yang 0,5 Jam  File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - _ belum berlaku | persvaratan | Perizinan Non
dokumen _ efeketif (Draft) vang telah | Usaha SIPENTOL
persyaratan | 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melahui Aplikasi dokumen | dalam - laman
SIFENTOL persyaratan | Aplikasi | bttps:/ /perizinan.

SIPENTOL | ganjukkab, go.id/

3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil a. Apabila
memverilikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan O. Persyaratan kelengkapan | persvaratan
berkas _ berkas dinyatakan
permohonan lengkap,

permohonan
diteruskan kepada
] Tim Tecknis;
/\_ | b. Apahbila
dokumen
persyaratan
: | - - dinyatakan tidak |




_ permohonan
| ditolak dan
_ dikembelikan

kepade pemohon
disertai dengan
aloson penolakan
aerts diberikan .
fagilitasi pelayenan
gune menculkupi
kekurangan
perayaTuian.

.| Tim Teknis Vertkani % Hari | Berita Acara Apahila delam

memverifikasi kelengkapan Pemeriksaan | rangks klarifikesi
PRTSVATR (AN berkay dan verifikasi

teknis dokurmen
persyamtan teknls |
dinvataken telabh |
metnenahi
perayaratan f

I Belum memenuhi

_ persyaratan teknls,
maks pemrohornon

diteruskan

kepada Kepala

Dinas untgk

mendapat

persetujuan f

penolakan

Rekomendasi

Teknis vang

! distitau dengan

Berita Acara.




=1

Kepala Dinas _ Berita Acara [ Jam | Persetujuan | Pengesahan /
Kesehalnn Pemeriksaan J Penolakan | Penolakan oleh
| mengupload _I | Permohonan | Kepala Dinas
Burat | Keschatan sccara
Persetujuan clektronik
Permohonan
[Rekomendasi) | [ .
Verfikasi dan _ [zin Terbit | Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelavanan
SIPENTOL . Terpadu Satu Pintu
0 Hai

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NIP. 196709121997031004



A,

LAMPIRAN V111
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAMN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTL

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ M
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIDONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTEK SANITARIAN

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEFALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

"'i_"ﬁ.,"'

@

Nomaor SOP 188/ 49 /K/411.3088
Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
Tanggal Revisi 19 Juni 2024
Tanggal Efektif 19 Juni ZﬂEﬂ'—"" .
| Disahkan oleh EPALA DINAS

’,..n
i MAN MODAL DAN

=
F'e.-m bina Tingkat I
NIP. 196709121997031004

Pl ST

Mama SOP

SURAT IZIN PRAKTIK SANITARIAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publile;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti ULl No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang

1. Kualifikasi Pendidikan DIIT/DIV /51
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan  dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

6. Mampu  berkoordinasi dengan




Penyelenpparaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah:;

0. Peraturan Bupatl Hganjuk Homor - 43
Tahun 2023 rentang Pendelegasian
Wewenang Penyeleanggaraan
Parizinan dan Non Perizioan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nganjuk;

7. Keputusan Bupati Nganjuk Nemor
185/46/K/411.308/2018 entang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
MganjukPeraturan Presiden Noemor
10 Tahun 2021 tenlung Bidang Usaha
Penanaman Modal;

8. Memperhartikan SE Na.
HEK.0Z.01./MENKESf6/2024 Tentang
Penyelengggaraan Perizinon Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU MNe, 17 Tahun
2023 Tentang Keschatan

efelktif dan efisien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama
timg

8. Mampu mengoperasikan
Komputer;dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya  Aplikasi
Program Pclayanan Perizinan Nen
Usaha SIPENTOL.

Karariaitan:

Peralatan/Perlenpltapan:

1. Layanan bagi

MasyarakatBerkebutuhan

Khusus;

Ruang Tunggu;

Ruang Kensultasi dan Pengaduan;

Ruang Laktasi;

Tempat |badah /Mushola;

Euang Rapat;

Kendaraan Operasional;

Alat Komunikasi;

9. Koneksi fjaringan internet

1M Pusat daka sarver:

11.Kotak pengaduan:

12, Parangkat komputer, printer, dan
SCANNer;

13.Mesln antrian;

14.Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Laman/website (SIPENTCL) dan
e-mail;

16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

19 Alat/fasilitas pendubkung
lainnyasasuail dengan kebutuhan.

MNP N

Feringakan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika Srandar Operasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diprosas.

Dizimpan sebagai data elektronii
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK SANITARIAN

'No | Kegiatan Pelaksana ! Mutu Baku Keterangan |
. : Kepala 2 .
Tim : SIPEN | Persyaratan /
Pemohon _ FO Telnis | Hmw.wﬁwﬂwm.: TOL | Kelenghspan Waktu nEEE |
1] 2 8 —1 4 5 6 7 8 ] 10 11
| 1. | Pemohon . Akun 0.5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
| mengajukan — m _ _ SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
[ permohonan “ _ belum hitps: | / perizingn.n
melalui Aplikasi 1 berlaku ganjukkab.go. id/
7 SIPENTOL efekul (Draft)

2. | Pemohon _ 1, Izin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem [nformasi
mengunggah “ belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen _ efektil {Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hitps: |/ perizinan.n

SIPENTOL _ manjukkab go.id /

3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil | &, Apabila
memverifikasi Pemenuhan | werifikasi | dokumen
kelengkapan Q Persyaratan | kelengkapan _ persvaratan
berkas berkas dinyatakan
permohonan lengkap,

permohonan
_ diteruskan kepada
_ 1 Tim Teknis;
b. Apahila
dokumen
persyvaratan
_ B dinyatakan tidak




alesan penolakan
setia dikerikan
fasflitasi pelayanan
EUna mencukupi
kekurangan
perwyatratan,

4. | Tin Telmis

ﬂm...mﬂﬁ& m:.i TEHE&?EIEE
EnEﬁ..E_E& rn_nﬂmr.mmab ?Eniwutmninmrnrriuﬁu_
pérIvaratan b rkas dan verifikaai

ek s dokumen
persyaratan =knis
dinyatakar telak
memenuwhi
perayaratan /
belum metoenubi
peravaratan B2knis,
méaka permohonan
diteruskan

kepada Kepala
Dipas untuk
mendapat
persetujuan /
penglakan
Relomendaxsi
Teknis yang
diwertai dengan
Bercita Acare.




_u.

Kepala Dinas
Kesehatan
mengupload
Surat
Persetujuan
Permohonan
(Rekomendasi)

Verifikasi dan
Validasi
Penerbitan lzin
melalui Aplikasi
SIPENTOL

Berita Acara 1 Jam Persetujuan @ Pengesahan [
_ Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
— Permohonan | Kepala Dinas
_ Kesehatan secara
_ elektronik _
Izin Terbit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Berlaku Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelavanan

Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN [X
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/

JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAN|UK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

A. DDKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADLU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

= Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.9
SN Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 -
@ Tanggal Revisi | 19 Juni 2024
i Tanggal Efektif 19 Juni 2024

Disahkan oleh

MNama SOP

AKEPALADINAS
ﬁ ANAMAN MODAL DAN
&

MIF l'}ETDQIEIQQTﬂSlﬂﬂ#
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA
TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK])

: Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

y
| 2.

3.

. Peraturan Menteri

Undang-Undang MNemor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nemor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2023 tentang Kesehatan;
Dalam Megeri

1. Kualifikasi Pendidikan DIl /DIV /5]
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik; .
5. Mampu berkomunikasi lisan dan

tertulis dengan baik;




Noemeor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Plotu Daerah;

6. Peraturan Bupatl Nganjuk Nomor ; 43
Tabun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Palavanan Terpadu Sam  Pintu
Kabupaten Nganjul;

7. Keputusan Bupati Nganjuk Hamor
1889/46/K/411.309/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan [DPMPTSP  Kabupatsn
KeganjukPeraturan Presiden HNomor
10 Tahun 2021 tentang BEidang llsaha
Penanaman Modal;

8. Memperhatikan sSE Mo,
HK.02.01. /MENKES/6/2024 Tentang
Penyelengggaraan Perizinan Bagi
Tanaga Medis Dan Tenaga Kezsharan
Pasca Terbitnya UU No. 17 Tahun
2423 Tentang Kesehatan

6. Mampu  berkoordinasi  dengan

efektif dan eflsien;

7. Memiliki Kemampuan kerjasama
Lim;

2. Mampu mengoperasikan
komputer; dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan  khususnya Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan;:

1. Lavanam bagi
MasyarakatBerksbutuhan
Khusus;

2. Ruang Tunggu;

3. Ruang Konsullasi Jdan Pengaduan;

4. Ruang Laktasi;

5. Tempat Ibadah/Mushola;
6. Ruang Rapat:

7. Hendaraan Operasional;

8. Alat Komunikasi;

9. Koneksi f arngan internaf;
10.Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12, Perangkat kamputer, printer, dan
seanner;

13. Mesin antrian;

14, Alat penguiur kepuasan layanan;

15.Laman fwebsite [SIPENTOL} dan
e-maif;

16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Hanpner dan

19.Alat/fasilitas  penduakung
lainnyasesuai dengan kebutuhan,

Poringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

l[tka Standar Operasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses,

Disimpan sebagai data clektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)

No Kegiatan Pelaksana o = Mutu Baku Keterangan
; Kepala .
Pemohon FO _ ._H.HE, Dinas SR | Peravenaban./ _ Waktu Output
| TEkS | kewehargn | O | Kelongiapen B
il 3 4 | 5 6 7 & 9 10 1
| 1. | Pemohon ' Akun | 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL Usaha vang dinkses melalui
permohonar ?4 7 belhum hitps:/ / perizinan.n
melalui Aplikasi N berlaku ganjukkalb, go.id/
SIPENTOL efektfl [Draft) |
2. | Pemohon _ NN || 1 1zinyang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
_ mengunggah | _ T belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektif (Draft} vang telah Usaha SIPENTOL |
_ persvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hitps: / / perizinan.n
SIPENTOL ganiukkab. go.id/
3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan . A V Persyvaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinyatakan
permoloian lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila
dokumen
Persyaratan
dinyatakan tidak




lengkap,
permchonan
dilnlak dan
dikembalikan
kepada pemonon
disertai dengan
alaaan penolakan
st diberikan
{asllitasi pelayanan
guna mencukupl
kekurangan

peTEYAratan.

4,

Tie Teknia
memverdiiasi
perayaratan
teknis

Vieriblagyi

kelengkapan
berican

4 Hari

Berita Acara
Pemeriksaan

Apabila dalam
rangka klatifikasi
dan werifikasi
dokumen
persyaratan tekois
dinyvatakan telah
memenuhl
persvaratan f
belupd memenihi
persyaraian knis,
maka permohonan
diterizakan
kepada Kepaln
Dina® untuk
mendapat
persctujuan [
penGlakan
Rekomendasi
Teknis vang
fAfgeriai dengan
Rerita Acara,




[5. _ Kepala Dinas
Kesehatan
mengupload
Surat
Persetujuan
Permohonan

(Rekomendasi)

Berita Acara
Pemenksaan

| Jam Persetujuan | Pengesahan /

J Penolakan | Penalakan aleh
Permohonan | Kepala Dinas
Kesehatan secara

i, Verifikasi dan
Validasi
Penerbitan lzin
melalul Aplikasi
SIPENTOL

]“3 EHF -.—...ﬂ.n..-u.:“
[

elektronik
1 Jam | lzin telah Diterbitkan oleh
Berlaki Kepala Dinas

Penanaman Modal
dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

TERPADU SATU PINTU
PN NGANJUK

. rmmgm_ A TINGKAT |
NIP. 196709121997031004



LAMPIRAN X
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 449,
/K/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STANDAR
CPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

"Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.10
L e _Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
' | Tanggal Revisi 19 Juni 2024
- | Tanggal Efeletif | 19 Juni 2024 -

| Disahkan oleh
KEPALA DIMAS

KEPALADINAS
“PENANAMAN MODAL DAN

PENANAMAN |

MODAL DAN "

PELAYANAN

TERPADU SATU ——

PINTU MIRWO BUJONO, 5.Hut

KABUPATEN Wekat |

NGANJUK 1 OE709121997031004
MNama SOP SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI

DAN MULUT
Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti U No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17
2023 tentang Keschatan;

Tahun

1. Kualifikasi Pendidikan DHUDW,.’SI
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santunj;
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan  tentang |
perundang-undangan |
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan |

A

3.




5. Peraturan Menteri Dalam Neperi
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Panyelenggaraan Pelavanan Terpadu
Satu Pintu Daerah:

6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor: 43
Tahun 2023 tentang Pendeiegazian
Wewenang Panyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

tertulis dengan baik;

4. Mampu berkoordinasi dengan
elektif dan efizien;

7. Memiliki kemampuan kerfasama
tim;

B. Mampu mengo perasilan
komputer;dan

9. Memahami pengeunaan apllkasi
pelavanan Khususnya Aplikasi
Program Pelayvanan Perizinan Non

Kabhupaten Nganjuk: Uszaha SIPENTOL.
7. Keputusan Bupati Nganjuk MNomor
103/46/6,/411.308 /2018 wentang
Kode Eok Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NeanjukPeraturan Presiden Nomeor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;
8. Memperhatikan S5E Ho.
HK.02.01./MENKES/6/2024 Tentang
Penyelengggaraan Periziran Bapi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Fasca Terbitnya UU No. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Keterkaitan: Fﬂmhﬂn!?crlmgk&pﬁn
. Layanamn bagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus;
2. Ruang Tunggw:
3. Fwang Kon=ultasi dan Pengaduoan;
4. Ruwanyg Lakrasi;
5. Tempat Ibadah/Mushola;
6. Ruang Rapat:
7. Kendaraan Operasional;
8. Alat Komunikasi;
2. Honcksi / jaringa inkernet;
10. Fusat data server;
11.Kotak pengaduan;
12, Parangkat kompuker, printer, dan
ECANNET,
13 _Mesin antrian:
14.Alat pengukur kepuasan layanamn:
15.Laman/website {SIPENTOL) dan
g-mail;
16 Alkat Tulis Kantor
17 Brosul;
18.Banner dan
19. Alatffazilitas pendulung
lainnyasesuai dengan kebutwhan.
Perlngatan: Pemcatatan dan Pendataan:

Jika Stardar Operasienal Prozedur inf
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikuthya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT

No | Kegiatan Prlaksana _ Mutu Baku Keterangan
_ Kepala _
Tim . SIPEN | Persyaratan /
- Pemohon FO | Teknis Hmmuﬁ“”mh TOL | Kelengkapan | Waktu Cratput
1 4 2 . 3 4 B (5] T ) 8 . 10 11
1. _ Pemohon Akun | 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL _ Usaha yang | diakses melalui
permohonan r belum bttps: [/ perizinan.o
_ | melalui Aplikasi . _ berlaku gunjukksab po id /
_ _ SIPENTOL _ efektif (Draft)
| 2. | Pemohon 1. lzin yang | 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah . belum berlaku | persyaratan | Perizinan Non
dokumen efekul (Drafl) _ yvang telah Lisaha SIPENTOL
persyaratan o 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persvaratan | Aplikasi https: / /perzinan.n
._ SIPENTOL ganjukkab.go.id /
3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil a. Apahila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan JO Persyaratan kelengkapan | persyaratan
herkas herkas dinyatakan
permohonan _ | lengkap,
_ _ permohonan
_ diieruskan kepada
¥ _ | Tim Teknis;
| b. Apabila
dokumen
_ 7 7 persyaratan
. dinyatakan tidak




lenghap,
permohonan
ditolak dat

dikem batikan
kepada pemotwom
disertal dengan
alaaan penolalin
serte diberikan

fasilitas] pelayanan
Funa mencukopi
kekurangan

DETHVArA AL

- | Tim Telmis Verllikasd 8 Hard Berita Acara | Apabila delam

memvétifiicasi kelengkapan Pemerikaaan | rangks klariflkcesi
persyaratan berkas dan vecifikasl

teknis dokumen
petayaratahn tekhnis
dinyadalkan talah
me nrenuhi
persyaratan |




5. | Kepala Dinas _ Berita Acarn | 1 Jam | Persetujuan | Pengesaban |

Kesehatan Pemeriksaan / Penolakan | Penclakan oleh
mengupload | Permohonan @ Kcepala Dinas
Surat _ Kesehatan secara
| Persetiujuan _ | elektronik
Fermohonan _
{Rekormendasi| =
' 6. | Verifikasi dan lzin Térhit 1 Jam Izin telah | Diterbitkan oleh
Validasi | Berlaku ' Kepala Dinas
Penerbitan Izin _ | Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
BIPERTOL Terpadu Satu Pinta
| 9 Hari

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

"PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
~ _KAHUPATEN NGANJUK

Necly E»
=\ ot

) RUFNG, 5 Hut
BINA TINGKAT |
NIP. 196709121997031004




LAMPIRAN X1

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/

/K/411.308 /2

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAM
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTLU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT LZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

= Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.11
P, Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
_ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
B Tanggal Efeletif 19 Juni 2024 "=

Dizsahkan oleh
KEPALA DINAS

PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTLU
KABUPATEN
NGANJUK '

Mama SOP

PembBina T'mgkat I |
NIP. 196709121997031004
SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS '
WICARA '

Euallﬁkasi Feiaksana.
''1. Kualifikasi Pendidikan DEII,.:’[:II'-.-',.FS!

Dasar Hukum:

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun |
2009 tentang Pelayanan Publik;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 3. Menguasai

linear dengan bidang tugas; .

| 2. Berpenampilan menarik (senyum,

salam, sapa, sopan, dan santun}; |
Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Fenyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Bupati Hganjuk Nomor - 43
Tahun 2013 tentang Pandelegacian
Wewenang Penyelenggaraan
Ferizinan dan Nen Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu  Pintuy
Kabupaten Nganjuk;

7. Keputusan Bupad Nganjuk Nemor
192/46/K/411.308/2018  tonkang
Kode Etik Aparatur 3ipil Negara o}
Linglkumgan DPMFPTS? Kabuparen
NganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Uszaha
Penanaman Madal;

8. Memperhatikan SE Ho.
HELDZ.01 . /MENKES /62024 Tenptang
Penyelenggparaan PeriZinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitmya 1M1 No. 17 Tahun
2023 Tentahy Kesehatan

4. Mamrpu berkourdinasi  dengan
afektf dan &% ken;

V. Memilllid kemampuan kerjasama
tim;

8. Mampu mengoperasikan
komputer;dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya Aplikasi
Program Pelayapnan Perizinan Non
Uszaha SIPENTOL.

Koterkaltan:

Peralatan/Ferlengkapan:

1. Layanan bagi

MasyarzkatBerkebutuhan

Khusus;

Ruang Tungpu;

Ruang Konsultagi dan Pengaduan:

Ruang Laktasi;

Tempat lbadah/Mushola;

Ruang Rapat;

Kendaraan Operaslonal;

Alat Komunikasi;

9. Koneksi fjaringan inkeTnet;

10, Pusat data server:

11.Kotak pengaduan;

12 Perangkat komputer, prioter, dan
SCallbBer;

13. Mesin antrian;

14. Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Laman /website (FIPENTOL) dan
e-maif;

16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18 Banner dan

19 Alatffasllitas  pendukung
kinnyasesuai dengan kebutuhan.,

e

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataamn:

lika Standar Operasional Prosedur ini
| tidak  dilaksanakan akan herdampak

Disimpan sebagai data elektronik
Jdanmanual

i padatahap palayanan berikuthya belum
dapat diproses,




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA

| No Kegiaian _Pelaksana Mutu Baku Keterangan
. Kepala |
n Tim SIPEN | Persyaratan /
| Pemiohon i) Telenis Hmwmwﬁu TOL | Emﬁbmwm_.ﬁn Chatpait -
1 2 3 | 4 5 6 | 7 A 10 11
L. | Pemohen . | Akun lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan | | SIPENTOL _ Usaha yang | diakses melalui
permohonan . .5 belum hittps: // pertzinan,n
melalui Aplikasi 5 . berlaku njukkab go. i
SIPENTOL efektif (Draft)

' 2. | Pemohon (1, Izin yang | 0, File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen _ efektifl (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
PErSyaratan ; 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi bitps://perizinan.n

SIPENTOL ganjukkeb.go.id/
3. | Front Office Dokumen | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen

_ kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas _ berkas dinvatakan
permohonan lengkap,

_ permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b, Apabila
dokumen

persyaratan
dinvatakan tdak




lengkan,
permohonan

ditolak dan
dikembalikan
kepeda pemohon
discrtai dengan
alazan pcholakan
serta diberikan
tazilitasi prlayanan
Euna mets: ukupi
kekurangan
perayAatatan,

Berita Acara
Pemeriksaan

- | Tim Teknis
memverifikasi
persyaratan

Verlhkasi
kelengkapan

Apalila dalam
tangks klarifikasi
dan verifikasi
dokumen
persyvaratan teknis
dinyatakan telnh
mamenuhi
persyaratan
belum mementhd
perramatan toknis,
maka permghonan
dileniskan
kepadla Kepala,
Dings untuk
merxlapat
persetiljuan f
penclakan
Rekomendasi
Teknds vang
disertal dengan
Betita Acara.




| 5. | Kepala Dinas Berita Acara 1 .Jam Persetujuan | Pengesahan [/
Keschatan Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
mengupload 7 Permohonan | Kepala Dinas
Surat . Kesehatan secara
Persetujuan _ elelktronik
Perinohonan |
(Rekomendasi)

6. | Venfikasi dan " l#in Terbit | 1 Jam lzin 1elah Diterbitkan oleh

Validasi |l.._ 7_ _ Berlaku Kepala Dinas

_ Penerbitan Izin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelavanan
SIPENTOL | | | Terpadu Satu Pintu

| | |9 Hari |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NIP. 196709121997031004



LAMPIRAN XI1

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAN]UK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU S5ATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

Disahkan oleh

'I"-Iarna S0P

Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.12

Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 -
| Tanggal Revisi 19 Juni 2024

Tanggal Efektf

| 19 Juni 2024

: _NIP. 196709121997031004
SURAT 1ZIN PRAKTIK TENAGA
KESEHATAN TRADISIONAL

Dasar Hulkum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor Z3 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nemor 138 Tahun 2017 Tentang

1. Kualitikasi Pendidikan DII1/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun});
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

2

3.

4, Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

Mampu  berkoordinasi




— - e

Fen yelenggaraan Pelay:anan Terpadu efekdl dan efisien;
Satu Fintu Daerah; 7. Memiliki kemampuan EkKerjasama
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor: 43 timy
Tahun 2023 tentang Pendelagasjan |8 Mampu mengoperasikan
Wewenang Penyelenggaraan komputer;dan
Perizinan dan Nop Perizinan Kepada | 9. Memahami penggunaan aplikasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan  Khusuanya  Aplikasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pelavanan Perizinan Non
Kabupaten Nganjuk: Usaha SIPENTCL.
7. E¢putusan Bupati Nganjuk Nomor
188/46/K,/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Megara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usahba
Penanaman Modal;
8. Memperhaukan SE No.
HK.02.01,/MEMKES/6/2024 Tentang
Penyelengggaraan Perizinan Bap
Tenaga Madis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitmya UU Ne. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Keterkaitan: Perulatan/Parlangkapan:
1 Layanan bagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus;
2. Ruang Tungguy;
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan:
4. Ruang Laktasi:
5. Tempat Ibadah/Mushola;
6. Ruang Rapat:
7. Kendaraan Operaszional;
B. Alat Komunikasi;
2. Koneksi f jaringan inlarpet;
10.Pusat data server;
11_Korak pengaduan;
12. Perangkat kom puter. printer, dan
sSCanner;
13.Mesin antrian;
14. Alat pepgukur kepuasan layanan;
15.Laman/website (SIPENTOL} dan
a-maih
16. Alat Tulis Kantor
517.Brosur;
18.Banner dan
19.Abag/fasllitas pendukung
Jainnyasesuai dengan kebutahan.
Peringatan; Pencatstan dan Pendataan:

[ika Standar Operasional Prosedur ini
tddak dilakzanakan akan berdampak
padatahap pelayvanan berikutnya belum
dapat diprozes.

Disimpan sebagail data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
i il Kepala P
Pemohon ina: _Mnﬁwn..mmﬁﬂ: ! Waktu Output
Kesehatan | Siisaiind
3 3 8 o | 10 1]
Pemohon Akun 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ _ SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permolhonan i beham https: ) S perizingn, n
melalui Aplikasi . berlaku | ganjukkib.go,id/
SIPENTOL efektif (Draft) |
Pemohon 1. Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengungrah - belum berlaku | persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektf (Draft) | yang telah Usaha SIPENTOL
persyvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
- melalui Aplikasi dokumen dalam
SIPENTOL persyaratan Aplikasi
SIPENTOL
Front Office Dokumen 1Jam | Hasil a. Apabila
memvyerifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas _ herkas dinvatakan
permohonan lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apahila
dokumen
persyaratan

| dinyatakan tidak




lengkap,
permu b
divglak damn
dikembalikan

kepada pemohon
diseriei dengan
plasan penolakan
serts diberiken
fasiltaal pelayanan
guna mencukupi
kekurangan

PErSVATE AT,

persyaratan feknis
dinyataksn telah
memenuhi
persyaratan |
belum memenwhi
persyaratan wknis,
make pernehonan
ditzruskan

kepada Kepala,
Dinas notuk
mendapat
perseiujean /
penalakan
Rekonnendasi
Teknis yang
disertai dengan
Berita Acara,

.| Tim Telmnia Veriikeass 8 Hari | Berita Acara | Apabila dalam
MmemveTifkagi kelengkapan Prmerlksaan | rangka klarifikasi
persyaraten berkas dan verillkasi

_ teknia dokumen




3. | Kepala Dinas Herita Acara | 1 Jam | Persetujuan | Pengesahan /
Keschatan Pemeriksaan | f Penolakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas

| Surat | Kesehatan secara

| Persetujuan _ elektronik
Permohonan
[Rekomendasi]
Veritikasi dan . ¥ Lin Terbit 1 Jam | Izin telah Diterbitkan oleh
._.__m_mnmmuu. ] II,A — Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Tzin Penanaman Modal

- melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL Terpadu Sat Pintu

| 9 Hari |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NIP. 196709121997031004



LAMPIRAN X111
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAY AMAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 19
JK/411.308 f2024

TAHUM 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIOMNAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMARN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR MANDIRI

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 Dasar Hukum:
|

o Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.13
o B Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 B
@ “Tanggal Revisi____| 19 juni 2024
R Tanggal Efelctif 19 Juni 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS '
KEPALA DINAS “PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN  ofsp
MODAL DAMN
PELAYAMNAN
TERPADU SATU
PINTL
EABUPATEM
NGAN]|UK
Mama SOP SURAT 1ZIN PRAKTIK AKUPUNTUR
MANDIRI
Kualifikasi Pelaksana:

78

&

3.

4.

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 2Z3 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Kualifikasi Pendidikan DII1/DIV/S]
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun};

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha:

4, Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pinma Daerah;

&, Peratmiran Bupati Nganjuk NHomor : 43
Tahwn 2022 tontang Pendclegasian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan NMon Penizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Palayanan Terpadua  Satu  Pinhy
Kabupaten Npanjuk:

7. Kepuatuzan Bupati Nganjuk Momeor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kade Edk Aparatur Sipil Negara dj
Lingkungan DPMPTSP  Kabupaten
Ngan|ukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tantang Bidang Usaha
FPoenanaman Modal;

8. Memperhatikkan S5E No.
HK.0Z.01./MEMKES /62024 Tentang
Penyelengggaraan Perizinan Bagl
Tenaga Mediz Dan Tanaga Keschatan
Pasca Terbitnya UU No. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

6. Mampu berloordinasi  dengan
efeltif dan efisien;

7. Memiliki kemnampuan kerjasama
tim;

B. Mampu mengoperasikan
komputer;dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya Aplikasi
Pragram Pelayanan Perlzinan Non
Usaha SIPENTOI..

Keterkaltan:

Peralotan/Periengkapan:

1. Layanan bagi

MasyarakatBerke butuhan

Khusus;

Ruang Tunggu:

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Laktasiz

Tempat |hadah/Mushola;

Ruang Rapat;

Kendataan Cperasional;

Alat Komunikasi;

Koneksi f jaringan intermet;

1 0. Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12. Perangkat kom puter, printer, dan
SCanNer;

13.Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan:

15.Lamat fwabsite {SIPENTOL) dan
e-mril;

16.Alat Tulls Kantor

17.Brozur;

18.Banner dan

19 Alat/Easilitas pendokung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.

Ll N L NP

Ferin

Pencatatan Jdan Pendataasi:

lika Standar Operasional Prosedur ind
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatehap pelayanan berikummya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagai data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR MANDIRI

dinyvatakan tidak

|_No Kegiatan ?Ej Mutu Baku - Ketorangan

_ Tim Hm.ﬁi.-m SIPEN | Persvaratan / |

_ Pemohon FO Teknis | :nm__nn_._ywwmn TOL Kelengkapan Wakiu Cutput

_!.._ 2 3 4 3 1 6 T 8 0 | 10 11 o

' 1. | Pemohon Aktn 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan — w SIPEKTOL Usaha vang | diakses melalui
permohonan belum nitps; [/ peronnan o
melalui Aplikasi berlaku niblenly, po.id
SIPENTOL efeletifl (Draft)

2. | Pemohon 1. Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen clektif (Draft) vang tclah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalul _
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIFENTOL persyaratan Aplikasi hitps: / / perizinan. n

SIPENTOL ganjukkab go.id/ |

3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan fA V- Persyarstan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan lengkap,

permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila

| dokumen
persvaratan




. PErMohORAR
: ditolak dan
dikermnhbalikan

kepada pemohon
disertai dengnt
alasan penolakan
aerta diberfken
fasilitas pelavaian
guna mencukupd
kekurangan

persyaratan.

- | Tim Teknis Verifikasi BHar |Berlta Acara | Apabila dalam

e rerifikasi ke kengkapan Pemeriksaan | rangka karifkam
persyaratan berkas dan verifikasi

tekni dokumen
persyvaratan teknis
dinyutakan telah
memenuhl
persyaratan /

belum memenuhi
perayaratan eknia,
maka permohonan
diteruskan

kepads Eepala
Dvinas untuk
mendapat
persetujuan
penolakan
Fekomendasi
Trekmis vang

¥ disertai dengan

Derite Acamm,




| 5. | Kepala Dinas Berita Acara | 1 Jam | Persetujuan | Pengesahan / |
_ Keschatan Pemeriksaan f Penolakan | Penolakan oleh _
| mengupload Permohonan | Kepala Dinas
_ Surat =4 Kesehatan secara
Persetujuan elektronik
Permohonan
| Rekomendasi) | e
| 6. | Verifikasi dan . lzin Terhit 1 Jam [zin telah Diterbitkan aleh
_ Validasi . _ ! _ _ Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan [zin Penanaman Modal
melalui Aplikasi . ' dan Pelayanan
SIPENTOL _ _ 1 Terpadu Satu Pintu
_ _ . 9 Hari | =

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

AN TERPADU SATU PINTU
HHPATEN NGANJUK

NIP, 196709121997031004



LAMPIRAN X1V
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS FENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

4 Nomor SOP______ | 188/ 43 /K/411.308.14
LN Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 _ -
@ Tanggal Revisi 19 Juni 2024 N
A= Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan oleh ' KEPALA DINAS
KEPALA DINAS ~PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN !
MODAL DAN -
PELAYANAN
TERPADU SATU
FINTU DNO, 5.Hut
KABUPATEN gkt |
HOAEN ____ NR=i96709121997031004
Nama 50F SURAT I1ZIN PRAKTIK AKUPUNTUR

Dasar Hukum:

| Kualifikasi Pelaksana:

1 3

2,

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang MNomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UL No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomaor 138 Tahun 2017 Tentang

1. Kualifilkkasi Pendidikan DIl /DIV /51
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun});
Menguasai Standar Operasional |
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

6. Mampu berkoordinasi  dengan

Z.

3.

4. tentang

5.




Fenyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

6. Peratoran Bupati Nganjuk Nomar-43
Tahun 2023 tentang Pendzslegazian
Wawsnang Penyelenggaraan
Perizinan dan Mon Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu %atu PFPinta
Kabupaten Nganjuk:

?. Kepubusan Bupatl Nganjuk Momor
188/46/K/411.308/2018 tantang
kode EtlR Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSF Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden MNomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Ussha
Penanaman Modal;

5. Memperhatlkan SE No.
HK.02.01. fMENKES/6/2024 Tentang
Penyalenggparaan Perizinan Bag
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU Mo, 17 Tabun
2023 Tentang Keschatan

7. Memiliki kemampuan Rkerjasama
2 Mampu mengoperasikan

9. Memahaml penggunaan aplikasi

[— —

efektf dan efisien;
tim;
komputer;dan
pelayanan khususnya Aplikasi

Frogram Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Keterkcaitan:

Peralatan fFerlengapan:

1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus:

2. Ruang Tunggu;

3. Roang Konsultasi dan Pengaduan;

4. Ruang Laktas;

5. Tempat [badah/Mushola;

6. Ronang Rapat;

7. Kendaraan Cperasional;

3. AlatKomunikasi;

3. Koneksi f jaringan internet;

10.Pusat data server;

11.Eotak pengaduan; !

12.Perangkat komputer, printer, dan
SCANNET;

13.Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Laman/website {SIPENTOL) dan
e-mail

16_Alat Tulis Kantor

17.Brosur

18.Banner dan

19 Alat/fasilitas  pendukung ;
lainnyasesuai dengan Kebutbhan.

 Peringatan:

| Pencatatan dan Pendataan:

Jika Standar Operasional Prosedur ini
tilak dilaksanakan akan berdampal |
padatahap pelayanan berikumya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagai data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK AKUPUNTUR

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku | Keterungan
: Kepala _
Pemokon | FO | 0 Dinas | SN | Persyaratan / | goum | putput
Teknis Kesshatan | TOL __n...._mumrn_ﬁh _
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 = 10 11

1. _ Pemohon _ Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan — “ 4 7 SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
permohonan r belum htips:// penzinan.n
melalui Aplikasi . berlaku ganjukkab. go id/
SIPENTOL elektil (Draft)

2, | Pemohon 1, lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efeltifl (Draft) yang telah Usaha SIPENTOL
persyvaratan 2, Berkas diunggah ke | diakses melalui _
melalui Aplikasi dokumen dalam laman

| SIPENTOL persyaratan Aplikasi hittps:/ / perizinan.n
_ SIPENTOL ganjukkal. po d/
|
' 3. | Front Office Dokumen | 1Jam | Hasil a. Apabila
mempverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan LO. Persvaratan | kelengkapan | persvaratan
berkas [ _ berkas dinvatakan
permohonan _ lengkap,
permohonan
_ diteruskan kepada
| Tim Teknis;
b. Apabila
| dokumen
persyaratan

dinvatakan tdak




_ lengkap.,

. permchonan

. ditolek dan

. dikenbaliken

kepacla pomohon
dipertat denpan
alasun penolakan
serta dibverikan
fasilitas pelayanan |
Euna mencukupi
kekurangan
persyaratan.

| Tim Tekrda Verifikasi 9 Heri | Berita Acara | Apablls dalam

memverfikasi . keknghapan Femeriksaan | rangks klarfikag
persyaratan berkaa dan veriflikasi

teknis dokumen
persyaratan wknis
dinyatskan telah
memarinihi
persyaratan f

belum memenuhi
persyaratan teknis.,
maka permohonan
diteruskan

kepada Kepala
Dinas untwk
mendapat
perseLjusn f
peralakan
Rekomendasi
Teknia yang

" disertal dengan




5. | Kepala Dinas Berita Acara | | Jam | Persetujuan | Pengesahan |
| Kesehatan Pemeriksaan ! Pennlakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas
Surat Kesehatan secara
Perseiujuan elelkiromik
Permohonan
(Rekomendasi) =
6, | Verilikasi dan Izin Terbat 1 Jam lzin telah Diterbitkan oleh
| Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan lzin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL - - Terpadu Satu Pintu
9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NIP. L—_ﬂmﬂﬂﬂﬂ 21997031004




LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGAN|UK
NOMOR 188/ 44.
/K/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
FROSEDUR PELAYAMNAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAMN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.15 |
A a  Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
Tanggal Revisi |19 juni2024
S Tanggal Efeltif 19 juni 2024 !
Disahkan oleh KEPALA DINAS |
MELEER DA /PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN | |
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU |
FIN 1L 0, S.Hut
KABUPATEN :
NGANJUK | NIP.196709121997031004
' Nama SOP SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER '
(SIPA)
Dasar Hukum: = Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1. I-l_{,uaIiﬁkasi Pem:!id':kan DI/ DIV /S]
2009 tentang Pelayanan Publiks |, gttt CORE MRS
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun | ™ : pe P MRS sanm}:;- i
2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3 ::. Al S:F:d' ;:;j |:l’ a Erasim;ai
2023 tentang Penetapan Peraturan U ’;IE ] e ¥
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun " Hsa. ?IJ'I-:' ik i
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi | " o F“':E; s niang
Undang-Undang; perUI:Lda.l.lg-un gan 3
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun| ‘efkait standar pelayanan dan
2023 tentang Kesehatan; informast pulik;
e ' 5. Mampu herkomunikasi lisan dan




o THNL Y T -

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri tertulis dengan baik;
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang|[6. Mampu berkoardinasi dengan
Papyelenggaraan Pelayanan Terpadu efektif dan efisian’

Zatu Pintu Dacrah: 7. Memiliki kemampuan kerjasama
6. Peraturan Bupad Nganjuk Nomor : 43 Lim;

Tahun 2023 tentang Pendelegazian [ 8. Mampu mengaperasikan
Wewanang Penyelenggaraan komputer;dan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada [ 9. Memahami penggunaan aplikasi
Kepala Dinas Pepanaman Modal dan pelayanan  khususnya  Apllkasi
Pelayapan Terpadu Satu Pintu Pragray Pelayanan Perizinan Non
Kabupaten Nganjuk; Usaha SIPENTDL,

7. Keputusan Bupati MNganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018  wentang
Kode Erik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden Namor
10 Tahun 20Z1 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

8. Memperhatikan SE Mo.
HK.0Z2. 0L /MENKES/6/2024 Tentang
Fenyelongggaraan Perizlnan  Bag)
Tenaga Medls Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbltnya UU No. 17 Tahun

| 2023 Tentang Kesehatan

Katarkaitan: Peralatan /Feriengkapan:

1. Layanan bagi

MasyarakatBerkebutuhan

Khuzus;

Ruang Tunggu;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruanp Laktasi;

Tempat Ihadah fMuzhola;

Ruang Rapat;

Kendaraan Orperasivnal;

Alat Komunlkasi;

9. Koneksi / jaringan internet;

10.Pusat data server;

11. Kotak pengaduan;

12.Perangkat komputer, printer, dan
SCANRET;

13.Mesin antrian;

14.Alac pengubar kepuasan layanan;

15, Laman/website fSIPENTOL) dan
e-mail;

16.Ala Tulis Kantar

17.Bresur;

18.Banner dan

19_Alatffasilitas pendukung
lainnyasesual dengan kebutuhan. |

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Jika Standar Operasional Prosedur inl| Disimpan sebagai data elekironik

tidak dilaksanakan akan berdampak | danmanual

padatahap pelayanan heributnya belum

dapat diproses.

BN SV




B. FLOW CHART SURAT [ZIN PRAKTIK APOTEKER [SIPA]

No |  Kegiatan | _Pelaksana = Mutu Baku = Kelerangan
; Kepala TR
Tim = SIPEN | Persyaratan f
_ . wh | Teknis n_mwnw_.u.””mﬂ | TOL Kelengkapan WHAS Chatpt
|1 2 3 4 | 5 (& 7 ] < . 9 10 11
1. | Pemohon Akun 0.5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
- mengajukan SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan helum https: // penzinan.n
melalui Aplikasi f | berlaku ganjukkab go.id/
SIPENTOL efektifl (Draft)

2. | Pemahon 1, lzinyang | 0,5.Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - belum berlaku | persvaratan | Perizinan Non
dokumen _ efektif (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi | dokumen dalam laman
SIPENTOL | e rsyaraLan Aplikasi https: / / perizinan.n

[ _ _ SIPENTOL njukkab.go.id
' 3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil a. Apabila
| memyerifikasi _ Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persvaratan kelengkapan | persyaratan
berkas | | berkas dinyatakan
permohonan lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila
dolkumen
persyaratan
1 - dinyatakan tidak




lengkap,
permmohonan

ditplak dan
dikembalikan
kepada pemohot
disertai dengah
alasan penolakan
acrta diberkan
faslitasl peinyanan
guna mencukuapl
kekurangan

Py ArAtan.

4, | Tam Tekmis
memverifikasi
prisyvaratan

Verifikasi

| Berita Acara
kelkengkapan _
I

Apabila, dalam
rangka Klariflkasi
dan venfikasl
dokumen
pereyvamatan teknis
dinvatakean telah
meraenihi
perayaratan |
behum mémenuhi
perayaratan teknis,
maka petrorobonen
diteruskan

krpada Kepala
Dinas untuk
plerwlapat
persecujuan f
penolakan
Rekorpatrdasi
Teknis yang
disertal dengan
Berita Acara.




3 Hmmﬂwmﬂﬁhm _ o Herita Acara | | Jam Persetujuaon Hﬁaﬁuu.mmm.ﬁu___-l
Keschatan Pemeriksaan [ Penolakan | Penolakan oleh
m_unum_..ia_m.n_ | . Permohonan Mﬂﬁﬁrﬁumumu

ural esehatan secara
Persetujuan _ _ elekironik
Permohonan |
{Rekomendasi) _ _ _

.| Verifikasi dan _ . Izin Terbit 1 Jam Izin telah | Diterbitkan oleh
Validasi . Berlaku | Kepala Dinas
Penerbitan lzin FPenanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL S e - || | Terpadu Satu Pintu

- _ 9 Hari .

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAMN

_PECAYANAN TERPADU SATU PINTU

" KABUPATEN NGANJUK




LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
/K/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STANDAR
OFERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PEMAMAMAMN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
FPENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGAN]JUK

. NomorSOP | 188/ 43 /K/411.308.16
Lo P Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
' Tanggal Revisi 19 juni 2024 e
- Tanggal Efektif | 19 Juni 2024 - ]
Disahkan oleh KEPALA DINAS

MODAL DAN

Nama S0P

| 2.

Dasar Hukum:
|
1.

SPESIALIS

Kualifikasi Pelaksana: |

Undang-Undang Nomor 25 Tahun |
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang MNomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-lIndang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

1. Kualifikasi Pendidikan DIL/DIV/S]
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum, |
salam, sapa, sopan, dan santun); |
Menguasai Standar Operasional |
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan

2.

3.

tentang




tn|

Peraturan Menteri Dalam Weogeri
Nemor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dasrah;

6. Peraturan Bupat Nganjuk Nomor: 43
Tahun 2023 wnlang Pendelegasian
Weweanang Penyzlenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinax Penanaman Madal dan
Pelayanan Terpadu 5Saka  Pintu
Kabupaten Nganjuk;

7. Kepiatusan Bupati Nganjuk Nomor
168/46/K/411.308/2018 Fentang
Kode Etik Aparatur Sipfl Negara di
Lingkungan DPMPTSF Kabupaten
MNeganjukPeraturan Presiden Nomeor
10 Tahun 2021 tentapng Bidang Usaha
Penanaman Modal;

8. Mamperhatikan SE No.

HK.02.01_/MENKES/6/2024 Tentang

Penyclengggaraan  Perizinan Dagl

Tenaga Medis Dan Tenaga Keschatan

Fazca Terbitnya QU Neo. 17 Tahun

2023 Tentang Kesehatan

rertuliz dengan baik;

&, Mampu berkeoordinasi  denpgan
efektif dan efisien;

7. Memillki kemampuan kerjasama
Limi;

3. Mampu mengoperasikan
komputer;dan

9. Memahami penpgunaan aplikasi
pelayanan khususnya  Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Mon
Usaha SIPENTOL.

Keterkasitan:

Peralatan/Perlenghapan:

1. Layapan bagi

MasyarakatBerkebutwhan

Ehusus;

Ruang Tungg;

Ruang Konsultasi dan Penpaduan;

fluang Laktasi;

Tempat lbadah/Muszhela;

Ruang Rapat;

Kencdlaraan Operasional;

Alar Kemunikasi;

. Koneksi f jaringan internat

10.Pusat data sevvar;

11.Kotak perngaduan;

1Z.Peranghkat kemputer, prioter, dan
SCATIET;

13.Mesin antrian;

14_Alat pengukur kepuasan layanan:

15.laman fwebsite {SIPENTOL} dan
e-mail;

16.Alat Tulis Kantor

17 . Brosur:

18. Baninar dan

1% Alat/fasilitas  pendulung
lainnyasesual dengan kehutuhan,

Ll

WO 00~ O B

Peringatan:

Pencatzizan dan Pendataan:

[fka Standar Operasional Prosedwr il
tldak dilaksanakan akan herdampak
padotashap pelayanan beriloutnya balum
dapat diprozes.

Disimpan sebagai data elekrronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS

 No |  Kegiatan | Pelaksans Mutu Baku . Keterangan |
| | - .__....m“_u_:—ﬂ_. "
Tim : SIPEN | Persyaratan f
Pemohon F 7 Dinas Walkciu Cutput
Teknis Keschatan | TOL Kelengkapan )
! | 2 3 4 5 f 7 a 4 10 | 11

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPFENTOL Usaha yvang diakses melalui
permohonan 4 “ ¢ belum hitps: / / perizinan.n
melalui Aplikasi : berlaku ganjukkab. po.id/
SIPENTOL efektifl [Draft)

2. | Pemohon 1. Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah belum berlaku persvaratan | Perizinan Non
dokumen | efektif (Draft) vang telah | Usaha SIPENTOL
persvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melahui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hitps: [ / perizinan. n

SIPENTOL panliikkab.go.ul/f
' 3. | Front Office Dokumen 1Jam | Hasil a. Apabila
_ | memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas _Q berkas dinvatakan
permohonan lengkap,
permohonan
_ diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila
dokumen
persyaratan
| | dinyatakan tidak




lenglap,

e rmchonan
ditolak dan
dikembalikan

kepada penohn
disertai dengat
alasan ptiolakan
serta diberiken
fasikitasi pelayvanan
guna mencukupi

kekurangan
persyaratan.

- | Tim Teknis Verifikasi B Bari | Berita Acam | Apabila dalam
mernverifikasi kelengkapan Pemerikasan | rangka klariflkasi
persvaratan Lerkas dan verifikas)

e kria dokurnen

perayaratan tekmnis
dinyatakan telah

_ meme il bi

“ perayardatan f

belum mementihi
perayaratan fekmnis,
maka peromohonan
diteruskan

kepada Kepela
Dinas nunk
mendapat
persetiguen f
penolakan
Rekomendasi
Teknis yang

L digertai dengan
Berita Acaga,




5. | Kepala Dinas . Herita Acara l Jam | Persetujuan | Pengesahan /
Hnmn#ﬂnmn i Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
| mengupload : Permohonan | Kepala Dinas
Surat Kesehatan secara
Persetujuan elektronik
Permohonan _
(Hekomendasi) N = I—

| 6. | Verifikasi dan . Lzin Terhit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi | ] Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan lzin | ' Penanaman Modal
melalui Aplikasi i dan Pelayvanan
SIPFENTOL | . Terpadu Satu Pintu
I O Han

FEE FINGEKAT |
NIF. TO6709121997031004




LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ M9
/K/411.308 /2024
TAHUN 2024

TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAN]JUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- | Nomor SOP | 188/ "-f_‘l /K/411.308.17
) Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
Tanggal Revisi | 19 Juni 2024
e  Tanggal Efektil 19 Juni 2024
: Disahkan oleh
KEPALA DINAS
FENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK 3 e
Mama S0P SURAT IZIN FR.AI{TIH
ELEKTROMEDIS
[]asar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

15 Mampu berkomunikasi lisan dan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang MNomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penggant UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;




5"

Peraturan Menteri Dalam Neperi
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Sata Pintw Daerakh;

7. Memiliki kemampuwan Kerjasama

tertulis dengan baik:
Mampu berkoordinaci
afektif dan afizien;

dengan

6. Peraturan Bupati Nganjuk Momor : 43 Him;
Tahun 2023 tentang Pendelegasian |5, Mampyw mengoperasiltan
Wewanang Panyelenggaraan kemputer;dan
Perizinan dan Naon Perizinan Kepada |9, Memahami penggunaan  aplilasi
Kepala Dinas Pemanaman Modal dan pelayanan  khususnya Aplikasi
Pelayanan Terpadu Satu Pint Program Felayanan Perizinan Non
Kabupaten Nganjuk; Usaha SIFENTOL.
7. Keputusan Bupati Nganjuk MNomar
188/46/K/411.308 /2018 tantang
Kode Euik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabuparen
NganjukPeraturan Pregsiden Nomar
10 Tahun 2021 wntang Bidang Usaha
Penanaman Modai;
4. Memperhatikan SE Na.
HEK 0201 /MENKES/6/2024 Tentang
Penyelengggaraan  Perizinan  Bagl
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terhitnya U Ho. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Keterkakan: Feralatan/Perdengkapan;
1. Layanan bagi
MasyvarakatBerkebutuhan
Khusus;
Z. Ruang Tunggw;
3. Ruang Konswliazi dan Pengaduan;
4. Ruang Laktasl;
5. Tempat Ibadah/Mushoia;
6. Ruang Rapaf;
7. Kendaraan Operazlonal;
B8.. Alat Komunikasi;
9. Koneksl / |ariogan internet;
10. Pusat data server;
11.Kotak pengaduan:
12, Perangkat komputer, printer, dan
LCANT er;
13.Mesin antrian;
14 Alat pengukur kepuasan layanan;
15 Laman/website {STPENTOL) dan
maik
16.Alat Tulis Kantor
17.Brosur;
18. Banner dan
19. Alat ffasllitas pendukung
lainnyasezual dengan kebutuhsin,
Peringatan; Pencatatan dan Pendataan:

Jka Srandar COperasional Prosedur inl
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikuthya belum

dapat diproses.

Disimpan sebugal data <lektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS

No Kegiatan Pelaksana | Mutu Baku Keterangan
Kepala _
Tim A SIPEN | Persyaratan /
Pemohon PO Mnas Waktu Ohutput
B Teknis Moratiatn TOL Kelengkapan B |
1 2 3 4 3 f 7 8 9 10 | 11 3

1. | Pemochon | Akun 0,5 Jam | Izin Non | Aplikasi SIPENTOL
mengajukan — “ _ __ SIPENTOL Usaha yvang | diakses melalui
permohonan i belum | hitps /) perizinag.n
melalui Aplikasi ) _ ' berlaku anjukkab, go. id/
SIPENTOL | efektil (Draft) |

2. | Pemohon " L. lzin yang | 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informas
mengunggah — belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektil [Draft) vang telah | Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalagp laman
SIPENTOL persvaratan Aplikasi https: /| [ perizinan,n

SIPENTOL ganjukkab.go.jd/
_

3. | Front Office ) Dokumen 1 Jam Hasil | a. Apabila
memverifikasi _ Pemenuhan verifikasi _ dokumen
kelerigkapan \«O . Persyaratan kelengkapan | persyaratan |
berkas berkas dinyatakan
permohonan lengkap, 7

permohonan
_ diteruskan kepada |
_ Tim Teknis; _
b. Apahila
dokumen
persvaratan

| dinyatakan tidak




knghap,
permghanan
ditalak dan
dikembealikan
kepads perwohan
disertai dengan
alazan penolakan
serta diberikan
fasiitasi pelayanan
guna menculupi
kekurangan
perayaratan.

4, | Thy Tekmia
memverificasi
PEraY Ata LN

Yeriflkasi
keltngkapan

Berita Acara
Femernksasn

e ——— - —— -

Apablls dalam
rangka klerifikasi
dan weritikasi
dokuimet
persyaratan tekmis
dinyatalan telah
memeniii
persyaratan f
belum memenutn
perayaratan tekmia,
mAls peroohoran
diterisalean

kepada Keapals
Direaa itk
mervdapat
persetujuan §
peieobakdn
Rekomendesi
Telknisa yang
disarral dengan
Berita Acarn.




Kepala Dinas
Kesehatan
mengupload
Surat
Persetujuan
Permohonan

| [Rekomendasi)
. | Venfikasi dan
Validasi
Penarbitan Izin
melalui Aplikasi
SIPENTOL

_ Berita Acam | Jam Persetujuan | Pengesahan [/
Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
Permohonan | Kepala Dinas
Hesehalan secara
_ elektronik
Izin Terbit 1 Jam lzin telah Diterbitkan oleh
D.. Berlaku Kepala Dinas
4 ! Penanaman Modal
) _ dan Pelayanan
. Terpadu Satu Pintu
| 9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
JK/411,308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIOMAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU  PINTU
KABUPATEN NCANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

= Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.18
PN ‘Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
@ Tanpggal Revisi 19 |uni 2024 i |
i Tanggal Efektif 19 Juni 2024 |
Disahkan oleh KE DINAS
KEPALA DINAS A MODAL DAN
PENANAMAN ? rocr
MODAL DAN oy = l
PELAYANAN (" AT "
TERPADU SATU (e
PINTU \ 0, S.Hut
KABUPATEN bl Tk
NGARIUE 1965709121997031004

' Nama SOP

Dasar Hukum:

SURAT IZIN PRAKTIK AHLI

| TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Memadi
Undang-Undang;

Undang-Undang MNoemor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Kualifikasl Pendidikan DI /DIV /5]
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun):
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

2.

3.

4, Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Nomar 138 Tahum 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

&. Peraturan Bupati Nganjuk Noemor : 43
Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kapada
Kepala Binas Penanaman Medal dan
Pelayanan Terpadu  Satu Pinma
Kabupates Nganjuk;

7. Keputusan Buopati Nganjuk Nomar
188/46/K /411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Megara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
HganJukPeraturan Pyeslden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bhlang Usaha
Fenanaman Modat;

B, Memperhatikan SE No.
HK.0201 fMENKES /6/2024 Tentang
Penyelengggaraan Perizinan  Bagi
Tenagy Mediz Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbimya UU No. 17 Tahum
2023 Tentang Kesahatan

&, Mampw  berkoordinasi  denpan
eloktif dan eflsien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama
Hm;

8. Mampu mengo perasikan
kompuoater;dan

9.

Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan  khusuznya Aplikasi
Prapram Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTDL

Ketarkaltan:

Peratatan/Perlengkapan:

1. Layanan hagi
MasyarakatBarkebutuhan
Khusus;

2. Ruang Tunggu;

3. Rwang Konzultasi dan Pengaduan;

. Ruang Laktasi;

Tempat lbadah/Mushnla;

Ruang Rapat;

Kendaraan Operasienak;

Alax Komwunlkasi;

Koneksi / jaringan internat;
10.Fusat data server;

11 . Kotak pangaduan;

1 2. Perangkat tomputer, printer, dan
sScanner;

13. Mesin antrian;

14, Alat pengukur kepuasan layanan;

15_ Laman/website (SIPENTOL) dan
e-mail:

16, Alat Tulis Kantor

17.Brasur;

18. Banner dan

19. Alat/Tasilitas pendukung
lainnyasesuai dengan_kebutuhan.

RIS

Peringaan:

Pencatatan dan Pendataan:

lika Standar Cperasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akam berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum

dapat diproses.

Disimpan sebagai data clektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

No |  Kegiatan _ Prlaksana Mutu Baku Keterangan
= . Kepala ”
_ Tim ;i SIPEN | Perayvaratan /
_ | nemakan I ¥l | Teknis —__,.nw.n_ﬂwwmn TOL Kelengkapan Whita . T _
1 2 3 4 5 6 7 8 a 10 _ 11 o

1. Pemohon Akun 0,5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL Usaha vang diakses melaiai
permohonan S belum https:/ / perizginan.n
melahai Aplikasi - berlaku ganjukkab.go.id/
SIFENTOL efektil [Drraft)

2, | Pemobon . 1. lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggan o belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektif (Draft) vang telah Usaha SIFENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman

[ | SIPENTOL persyaratan Aplikasi bitips: / | periginan. n |
_ _ _ SIPENTOL njukkab.go.id/f
1 | —
' 3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil n. Apabila
_ memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan — O Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas . . berkas dinyatakan
permohonan lengkap,
permohonan
dirteruskan kepada
S Tim Teknis;
_ b. Apabila
_ _ dokumen
_ persvaratan

| dinyatakan tidak




_ lengkap,
permohHan
ditolak dai
dikem balitan
kepada pemohan
disertal dengan
alasan pendlakan
acrta diberikan
faailitasi pelsyarint
- guna mencukupi
| kekurangan
petavAratan,

. | Tim Teknin
memviriakasi
peryarmtan

Berita Acaca
Prmeriksann

Verifitkasi
kel=n WHE._E__
I

Apabila dalam
ranpgka klacllika of
dun verlkasi
dokunen
perayaraian ieknis .u
dinyatakan (elah
memennuhi
persyaratan f
bEelum memennhi
persyaratan teknis,
maka permeRonan
dite mskan
ke pade Kepals
Dinas uniuk
mendapat
persetijoan
_ penolakan
i Rekomendasi
i Telous yang
disertal dengan
Berita Acars.




SIPENTOL

Kepala Dinas Berita Acam 1Jam | Persetujuan | Pengesahan /
Kesehatan Pemeriksaan J Penolakan | Penolakan oleh
menguploacd Permohonan | Kepala Dinas
Surat Keschatan secara
Persetujuan elektronik
Permohonan
_{Rekomendasi)

Verifikasi dan . Izin Terhit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi 4 : ﬁ .—_ Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan [zin . Penanaman Modal
melalui Aplikasi | dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

4 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

.,m. HPATEN NGANJUK
L
i)
P

.ﬂi’.—lu..l....u.-..

__qﬂ# .n_m._.__. .___ . _.
... .‘1 ..
n,,.i. ﬁ_
..E*.:.. HLIJORTD, S Hut
RN TINGEKAT |

NIP. 196709121997031004




LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
FELAYANAN TERPADU
SATUPINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ |
JH/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK ORTETIK PROSTETIK

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGAN]JUK

Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.19
Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024

Tanggal Revisi 19 Juni 2024

Tanggal Efektif 19 juni 2024

Disahkan oleh KEPALA DINAS

~PENANAMAN MODAL DAN

NO, 5.Hut

LG '9 121997031004

Mama SOP

SURAT IZIN PRAHTIK ORTETIK
PROSTETIK

Dasar Hulkkum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Undang-Undang Nomor 25 Tahun |
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

1. Kualifikasi Pendidikan DIII,.:"DI"I.I"!SI
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,

salam, sapa, sopan, dan santun);

Menguasali Standar Operasional

Prosedur pelayanan perizinan Non

Usaha;

Memiliki  pengetahuan

perundang-undangan

terkait standar pelayanan

informasi publik;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

3.

tentang

dan
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. Memperhatikan

Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyetengparaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerals;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomer : 43
Tahun 2023 tentang Pendelegaslan
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non P2rizinan Kepada
Kepala Dinas Penapaman Madal dan
Pelayanan Terpadu fatu  Fintu
Kabupaten Nganjubk;

Keputusan Bupati Hganjuk MNomeor
1BB/46/K/411.308/2018  tentang
Kode Etik Aparatur Sipll Megara di
Lingkusnpgan DPMPTSP  Kabupaten
HganjukPeraturan Presiden Momor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Fenanaman Modal;

SE No.
HK.02.01. /MENKES/6/2024 Tentang
Penyelengggaraan Porizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU Nuw 17 Tahun

6, Mampu betkoordinasi
afekdf dan efsien:
Meayn[liki Kemampuan kerjasama
Hm;
Mampu
komputer;dan
. Mernahami penggunaan aplikasi
relayanan khususaya  Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Mon
Usaha SIPENTOL.

dengan

7.

8, mengeperdasilan

2023 Tentang Kesehatan

tidak

dilaksanakan akan berdampak

padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses.

Keterkaltan: Peralatan/Parlengkapan:

1. Layanan bagi
MaszyarakatBerkebutuhan
Khuzus;

Z. Rwang Tunggw

3. Ruang Konsultasi dan Pengaduoan;

4. Ruang Laktasi:

5. Tempat lhadah/Muzhola:

6. Huang Rapat;

7. Kendaraan Operasional:

8. Alat Komunikasi;

9. Koneksi / jaringan internet;

10.Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12, Peranglar kompuker, printer, dan
SCANNEr;

13.Mesin anrian;

14.Alat pangukur kepuasan layanan;

15. Laman/webzite (SIPENTOL} dan
e-rreril

16, Alak Tulis Kanter

17.Brosur;

18.Banner dan

19 Alatffasilitas pendukumg
lainnyasesual dengan kebutuhan.

Peringatan: Pencaiatan dan Pendataan:
[ika Standar Qperasional Prosedur ini | Disimpan sebagal data clektronik

danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK ORTETIK PROSTETIK

 No | Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Jetprangan |
; Kepaln |
Pemohon | FO ._.._.n..- Dinas SIPEN | Persyaratan / Walkstu Output
_ - _ Teknis | o ehatan | TOL | Kelengkapan =)
L1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10 11
1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan | SIPENTOL Usahs vang | diakses melalui
permohonan m belum kittps:/ / perizinan.n
melalui Aplikasi N berlaku ganjukkab.po.id
SIPENTOL efektf (Drafi)
Pemohon l.lzinyang | 0,5.Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - belum berlaku | persvaratan | Perizinan Non
dokumen efektif ([raft) vang telah Usaha SIPENTOL
POTSYATATAT 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hittps:/ / perizinan. n
_ SIPENTOL ganjulkab. go. id /
Front Office Dokumen 1Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan . Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinyatakan
permohonan _ lengkap,
permaohonan _
diteruskan kepada
_ : 7 Tim Teknis;
b. Apabila
_ dokumen
perayaratan
L dinvatakan tidak |




lengkap,
permchonan
ditolak dan
dilkcmbalikan
wepadda pemohon
disertal dengan
élasan penalakean
geris diberikan
Tasilitasi pelayanan
Zuna mencukipi
kekurangan
PeECRyArstaAmn.

. | Tim Teknis
mamyeciGkesi
_“__nﬂmu_, aratan

Berita Acara
Prmeriksaan

Veriflkea s
wimw.wm!:
T

Apabila dalam
rangka klarcifkaai
dan veriikasi
dekumen
PeCSyArsSLan leknis
dinyatakan telah
memenubi
persyarntan J
belum memenuhi
persyaratan bekmis,
maka permmohonan
diteruskan

kepada Kcpala
Dinaz untulk
mendapal
persefujuan f
penolakan
Rekomendasi
Tehknis yvanp
disertai dengan
Berita Acara.




ﬂnﬁ.ﬁw Dinas

Kesehalan
mengupload
Burat
Persetujuan
Permohonan
(Rekomendasi)

_m.

Verifikasi dan
Validasi
Penerbitan Izin
melahai Aplikasi
SIPENTOL

| Berita Acara | 1 Jam | Perselujuan | Pengesahan |
Pemeriksaan | Penolakan | Penolakan oleh
| Permohonan | Kepala Dinas
Kesehatan Secara
_ elektronik
| " . -
|zin Terhit 1.Jam | Izin telah Diterbitkan oleh
I— ‘_ Berlaku Kepala Dinas
_ Penanaman Modal
7 dan Pelayanan
I : | Terpadu Satu Pintu
= 9 Hari

KEPALA DINAS FENANAMAN MODAL DAN

E:ibz TERPADU SATU PINTU

z__u Hﬂm_.w_.....m 121997031004




LAMPIRAN XX
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
RABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49,
JK/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STAMDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIS (SIPPK)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

== ‘Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.20
AN Tanggal Pemb uatan | 19 Juni 2024
_ Tanggal Revisi ' 19 Juni 2024 _
R <O Tanggal Efektif 19 Juni 2024

Disahkan oleh

_ﬁama S0P

KEFALA DINAS

anbina Tingkat |
P '?{]9121'99?1]31(]{}4

SURAT IZIH PRAKTIK PSIKOLOGI

KLINIS (SIPPK)

 Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1,

2.

2

.

=8

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publile
Undang-Undang Nemor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Kualifikasi Pendidikan DIII1/DIV /51
linear dengan bidang tugas:

2. Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Namor 138 Tahua 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daetah;

6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor: 43
Tahun 2023 tentang Pendelepasian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Maodal dan
Pelavanan Terpadu S5atu Pintu
Kabupaten Mganjuk;

7. Kepumsan Bupati Ngapjuk Nomaor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Btk Aparatur Sipd Megara di
Lingkungan DFMFTSF  Kabupaten
NeganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2071 tentang Bidang Uzaha
Penanaman Madak;

3. Memperhatikan SE LR
HEKOZ.01 fMENKES/6/2024 Tentang
Penyelengpraraan Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU No. 17 Tahun
2023 Tentang Kezehatan

6. Mampu  berkoordinasi dengan
efektlf dan eflslen;

7. Memitiki Kemampuan kesrpasama
tim;

. Mampu mengoperasiltan
komputer;dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya Aplikasi
Program Pelavanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Peralatan/Periengkapan:

1. Layanan bagi

MasvarakatBerkebutuhan

Khusus;

Ruang Tunggy;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

FEuang Laktasi;

Tempat Ibadah/Mushola; '

Ruang Rapat;

Kendaraan Operasional;

. Alat Komunilcasi;

2. Koneksi / jaringan internet;

19. Pusat data server;

11. Katalkk pengaduan:

12.Peranpgkat kkomputer, printer, dan
SCannear;

13. Mesin anlrian;

14, Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Lamanfwebsite [SIPENTOL) dan
e-malik

16. Alat Tubis Kantor

17.Erosur:

18.Banner dan

19, Alat ffasilitas  pendukung
lainnyasesuzi dengan kebutuhan, |

-

NG

2]

| Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika Standar Operasional Proscdur imi
tdak dilaktsanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum

dapac diproses.

Disimpan sebagai data clektronik

fanmantal
|

|




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK PSIKOLOGI KLINIS (SIPPK)

No | Kegiatan . Pelaksana Mutu Baku Keterangan
| Kepala T
S e 4H_“unﬁ | Dinas | SN ﬂﬁwﬁﬂﬁuu Waktu | Output
Hnahaten ‘ engkapan |
iy 2 3 | 4 | 5 | & 1 ¥ 8 o 10| }

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTCHL Usaha yvang diakses melalui
permohonan 1 ¥ belum | https:/ fperizinan.n
melalui Aplikasi " | berlaku ganjukkab.go.id/
SIPENTOL efektif (Draft) |

2, | Pemohon 1, Izin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - belum berlaku persyaratan _ Perizinan Non
dokumen efektif (Draft) | yang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas | diunggah ke | dinkses melalui
melalui Aplikasi dokumen | dalam laman
SIFENTOL persyvaratan _ Aplikasi hittps: / f perizinarn. o

| SIPENTOL ganjykkah.go.id/
. |

3. | Front Office Dokumen 1Jam | Hasil a. Apahila
memverifikasi Pemenuhan | verifikasi dokumen
kelengkapan \Q Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas _ berkas dinyatakan
permohonan _ lengkap,

permohonan
_ _ diteruskan kepada
. . Tim Teknis;
b. Apabila
. dokumen
persyarmian
e dinvataken tidak




. .. ...-.. . |... ey -.
permok:onan
ditolak dan
dikembalikan

kepada pemohon
disertai dergan
alasan penolakan _
serte diberilian
fasilitas pelayanan
Funa metcukup
Kekurangan
rIvaratan.

.| Tim Teltnis verifikael B Heri | Berita Acars | Apabila dalatn

nemverilkasl kelengkapan Pemeriksanh | renghka klavifikasi
peCsyvaratan _ berkas dan verifikasi
EEF . __m_nw.._n.a_..

persvamian teknis
: dimfatakaty tefah
mamenuhi
: persyeratan

belym roee el
pamayaratan takinie,
malks permohonan
diternakan |
kepada Kepela _
Cinas uniuk :
mndapat
Persetujuan f
pennlakan

_ Pelomendasi

. Teknia yang

¥ : disertal dengan
Berita Acara.




. | Repala Dinas

Keschatan
menguploadl
Surat
Persetujuan
Permohonan

| (Rekomendasi)
Verifikasi dan
Validasi
Peaerbitan lan
melalui Aplikasi
SIPENTOL

Berita Acam 1 Jam Persetujuan | Pengesahan /f
Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
Permohonan | Kepala Dinas
Kesehatan secara
elektronik
[zin Terhit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Berlaku Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu
5 Hari

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN XX|
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU  PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABLPATEN
NGANJUK

= Nomor S0P 188/ 49 /K/411.308.21
N Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
‘Tanggal Revisi 19 Juni 2024 -
N Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS

PEH-AH:’LHAH MODAL DAN

70912 1997031004

Mama SOP

SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT
TRADISIONAL

Dasar Hukwm:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

3.

Undang-Undang MNomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomaor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun |
2023 tentang Kesehatan; |
Peraturan Menteri Dalam Negeri I

1. Kualifikasi Pendidikan DII/DIV/S]
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun};

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

| 4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
| 5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




7

Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Sutu Pintu Davrah;

Peraouran Bupad Nganjuk Nomor : 43
Tahun 2023 tentang Pendelegaslan
Wewenang Fenyelengparaan
Perizinan <dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nganjuk;

Keputusan Bupati Mganjuk Womor
188/46/K/411.308/2018 Eentang
Kode Etik Aparatur 5ipil Negara ol
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
MeganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

Memperhatikan SE HNo.
HK.02.01./MENKES/6/2024 Tentang
Penyelengggaraan  Perizinan  Bapi
Tenhaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU Ne. 17 Tahun
2023 Tentang Eesehatan

6. Mampu  herkoordlnasi
ofektif dan eflsion;

7. Memiliki kemampuan kerjazama
Chivy;

. Mampu
komputer:dan

9, Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya  Aplikasi
Frogram Pelayanan Perlzinan Mon
Uzaha SIPENTOL.

dengan

mengoperasikan

Ketarkaltan:

Peralatan /Perenglcapan:

1. Layanan hagi

MasyarakarBerkebutuhan

Ehusus;

Ruang Tunggu;

Euang Konszultazi dan Pengaduan;

. Ruang Laktasi;

Tempat Ibadah /Mushola:

Ruang Rapat;

7. Kendaraam Operasional;

8. Alat Kemunikasi; ;

9. Koneksi fjaringan internet; ;

L0.Pusat data cerver; J

11. Kotak pengaduan;

12. Perungkal kompurer, printer, dan
SCaNNerT;

13. Mesin antrian;

14_Alat pengukur kepuasan Eayanan:

15. Laman/website [SIPENTOL) dan
e-mail;

16 Alak Tulis Kastbor

17.Birosui;

18.Banner dan

149 Alat ffasilitas  penduliung :
lainnyasesual dengan kebutuban.

W

Pearingatan;

Pencatatan dan Pendatsan:

]ika Standar Operaslonal Presedur i
tidak dilaksanakan akan berdampak

padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagai data elekironik
dantmanital 1




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK PENYEHAT TRADISIONAL

Epr—

| Mo

Kegiatan Pelaksana Mutu Baknu = Reterangan
. Kepala
Tim : SIFEM | Persvaratan /
Pemohon FO . Dinas Walktu Output
- --|_.H.mw_..ﬁ Kesehatan TOL Kelengkapan
1] 2 3 4 5 | 6 [ 7 [ & 9 | 10 11
l. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _I I_ SIPENTOL Usaha yvang | diakses melalui
permohonan > belum hitps: [/ perizinan.on
melalui Aplikasi . _ _ berlaku ganjukkab go idf
SIPENTOL efektif (Draft)
2. | Pemohon it I lzin yang | 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah o belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
7 dokumen _ efekufl (Deall) yang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan = 2. Berkas diunggah ke | diakses melalud
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hitps:/ /perizinan.n
SIPENTOL njulkkab go.id
| 3. | Front Office Dakumen 1Jam | Hasi a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapun Persyaratan kelengkapan | persyvaratan
berkas berkas dinvatalkan
pcrmohonan lengkap,
permohonan
| diteruskan kepada
Tim Teknis;
. b. Apabila
m dokumen




lengkap, |

permobanan L

/\_ ditclek dan |
= . dikembalikan

kepada pemobon
disertai dengan
alagan penolakan
seTta diberikar
fosilitasi pelay
EuRa mensg loups
ke kurangan
perayutaiar.

. | Tim Teknts Yerifikasi 8 Hart | Berita Acara | Apabila dalamm

[
e mve rifiloasd kelengkapan Pemenksasan | ranghks Rlacifikasi
persyaratan berkas dan verifikasi
teknls dobunsen

persyaratan telknis
doyatakan telah
memenubi
persyaratan f
bhelum memenuhi

persyamatan telmis,
maka peimchonal
diteruskan

kepada Kepala
Dinas uniuk
mendapat
pergttufuan /
penolakan
Rekourendas]
Teknis yang
disertai dengan
Berita ACALH.




[ 5, Kepala Dinas Herita Acara 1 Jam Persetujuan | Pengesahan /

_ Kesehatan Pemeriksaan { Penolakan | Penclakan oleh

_ mengupload Permobonan | Kepala Dinas
Surat Keschatan sccam
Persetujuan _ clektronik
Permohonan |
[Rekomendasi) e

6. | Veriikasi dan [zin Terhit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL Terpadu Satu Pintu
9 Harl

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

n___ N-TERPADU SATU PINTU
-.

zEzEn

4] _1 “_.m-m.wa.m.u.w 1997031004



LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
FROSEDUR FELAY AMNAMN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU  PINTU
KABUFATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI MANDIRI

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS

PENANAMAN

| MODAL DAN
PELAYANAN

TERPADU SATU

PINTU

KABUPATEN

| NGANJUK

e Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.22
AN, ‘Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 —
@ Tanggal Revisi 19 juni 2024 . B
N Tanggal Efelctif | 19 Juni 2024

-

Disahkan oleh

KEPA.LA DIHAS
PEHﬁNAMAH MODAL DAN

Ry DE‘UH.?NB 5.Hut

Pampipa Tiikat |
HRA96709121997031004

Mama S0P

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI
MANDIRI

1.

2.

. Peraturan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun |
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Keschatan;

Menteri Dalam Negeri

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/SI
lincar dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum, |
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha; '

4. Memiliki pengetahuan tentang |
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publil;
5. Mampu bherkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik; J




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penvelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Doaerah;

6. Peravuran Bupatl Nganjuk Nomor : 43
Tahwn 2023 entanp Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Ferizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
Kahupaten Nganjul;

7. Keputusan Bupati Mganjuk Nomor
1B3/46/K/411.308/2018 entang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NeanjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tehun 2021 tentang Bidang llzaha
Fenanaman Modal;

8. Memperhatkan SE No.
HK.02.01 fMENKES/6/2024 Tentang
Penvelengpgaraan Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU HNo. 17 Takun

& Mampu berkeordinasi  dengan
efektif dan efisien;

7. Memllill kemampuan Kerjasama
thim;

A Mampu mengoperasikan
komputer:dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya Aplikasi
Pragram Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

2023 Tenkang Keaehatan
Keterkaltan:

Peralatan /Perlengkapan:

1. Lavanan bagi

MasyarakatBerkebutuban

Khusus;

Ruang Tunggy;

Ruang Konsullasi dan Fengaduan;

Ruang Laktasi;

Tempat lbadah/Mushola;

Ruang Rapat:

7. HKendaraan Operasional;

2. Alat Komunikasi;

9. Koneksi fjaringan internet;

10.Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12 Perangkat komputer, printer, dan
scanner;

13.Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan;

15. Lamanfwebsite [S1PENTOL) dan
e-rnail;

16.Alat Tulis Kaptoy

17.Brosur;

18.Banner dan

19 Alat/fasilitas pendukung

lainnyasesuai dengan k%ebutuhan.

ol Sl

o

Peringatan;

Pencatatah dan Pendataan:

Jika Standar Operasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelavanan berlkutnya belum
dapat diproses.

Dislmpan sebagai data clektronik
danmanual
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Kepala Dinas
Keschatan
mengupload
SUrat
Fersetujuan
Permohonan
{Rekomendasi]

YVerifikasi dan
Walidagi
Penerbitan Izin
melahii Aplikasi
SIPENTOL

| Berita Acara 1 Jam Persetujusn | Pengesahan [
| Pemeriksaan J Penolakan | Penolakan oleh
Permohonan | Kepala Dinas
Kesehatan secara
. elektronik
Lzin Terbit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
Berlaku Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Fintu
9 Han

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

HFE.E____ TERPADU SATU PINTU
o ,.n : ;
ﬂ -

NIP, “_.m__m__q 091 Muﬁ.wun.u 1004




LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGAN]UK
NOMOR 188/ 4J
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYAMAN
TERFADU sATU FINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSHIP

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik; .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun |
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun |
2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Dalam  Negeri

- Nomor S0P 188/ {9 /K/411.308.23
P “Tanggal Pembuatan | 19 Jun| 2024
Tangpal Revisi 19 Juni 2024
N Tanggal Efektif 19 Juni 2024 )
KEPALA DINAS Disahkan oleh
PENANAMAN i POALRD
MODAL DAN e ;
PELAYAMNAN rf | v
TERPADU SATU '
PINTU 0, S.Hut
KABUPATEN Fingkat |
NGANJUK - MEE-196709121997031004
| Nama SOP SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
! INTERNSHIP
_Dasar Hukum: '8 Kualifikasi Pelaksana:
| 1. Kualifikasi Pendidikan DILI/DIV /5]

linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,

3.

salam, sapa, sopan, dan santun};
Menguasal Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

Memiliki  pengetahuan tentang
perundang-undangan

terkait standar pelayanan dan
informasi publik; .
Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Nomer 138 Tahun 2017 Tentang
Penyslenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pinks Daerah;

&. Peramiran Bupati Nganjuk Nomor : 43
Tahun 2023 rentang Pendalepacian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayaran Terpadu Sat  Piotu
Kabupaten Nganjuk:

7. Keputuzan Bupatl Nganjuk MNewmar
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur 5lpil Negara di
Lingkungan DPMPTS5P Kabupaten
NganjukPeramiran Fresiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

8. Memperhatkan sE No.
HK.O2.01./MENKES /672024 Tentang
Penvelenppgaraan  Perizinan Bagi
Tenaga Mediz Dan Tenapa Keaehatan
Pasca Terbimya UU HNo. 17 Tahun

6. Mampa berkeordinasi  dengan
afekdf dan aflslen;

7. Memiliki kemampuan kerjasama
tim;

£ Mampn mengoperasikan
komputer;dan

2. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya Aplikasi
Pragram Pelayanan Perizinan Non
lisaha SIPENTOI.

2023 Tentang Kesehatan
Keterkaitan:

Perajatan /Perlengkapan:

1. Lavanan bagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus;

2. Ruamg Tunggu;

3. Ruang Keonsultasi dan Pengaduan;

4, Ruang Laktasi;

5. Tempat lbadah/Mushola;

. Ruang Rapat;

7. Kendaraan Operasional;

8. Alat Komunikasi;

9. Koneksi fjaringan intermet;

10, Pusat data server;

11.Kntak pengaduan;

12.Perangkat komparter, printer, dan
scanner;

13.Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan;

15. Laman/website {SIPENTOL) dan
e-mail:

16_Alat Tulis Kantor

17 Brosur;

18 Banner dan

19 Alat/fasilitas pendukung

laihnyasesuai dengan kebutuhan.

Peringatan:

Pencatatat dan Pandatsan:

Jika Standar Operasional Prusedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikumya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagai data cicktronilk
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSHIP

No Kegintan | Pelalsani = Mutu Baku Keterangan
- Kepala i _
Tim ; SIPEN | Persyaratan /
Pem ' 3 ,
ahon FO | Teknis -xﬁﬁﬂﬂum i % TOL Eelengkaps Wakctu Output
L 2 3 4 5 6 7 8 | o 10) 11

' 1. | Pemohon _ Akun 0,5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan | SIPENTOL Usaha vang | diskses melalui
permohonan belnm hitips: / f persinan.n
melalui Aplikasi ) _ berlaku ganjukkab.go.id/
SIPENTOL efektif (Draft)

_ 2. | Pemohon 1. [zin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - belum berlaku persyardatan | Perizinan Non
dokumen rl_ efektifl (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL

_ persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaraian Aplikasi hitps: /[ perizinan.

SIPENTOL ganjukkeab go. id/
3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil a. Apabila

7 memverifikasi _ Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persvaratan .
berkas Iol | berkas dinyatakan _
permohonan _ _ lengkap,

permohonan
diteruskan kepada |
Tim Teknis; _
b. Apabila _
dokumen _
pErsvAratan

dinvatakan tidak |




lenghkan,
permohanan

_ ditobak dan

7 dikembalikan

kepada nemohon
disertai dengan
alasan penolaken

PerSYyAratan.

- | Thm Tekiis Verifikasi 8 Hari | Betlta Acara | Apabila dalam

memveriflliayi kelengkapan Pemerikaaan | rangka Kacifikaei
perayaratan berkcas dan verifkasi
teknis dokumen

persyaratan teknie
dinyatakan 1elah
mmenuhi
persyaratan /

belum memennhi
persyaratan teknis,
m&aka permohonan
diteruskan

kepada Kepala
Dings untuk
mendapat
perselljuan /
peoclakan
Fekometidasi
Tekoiis yang
disertai dengan
Betita Acarg.




Persetuj uan .m__m,smnmmﬁﬁmbﬂ__,

Kepala Dinas Berta Acara 1 Jam
Kesehatan Pemeriksaan / Penelakan | Penolakan oleh
mengupload Permolonan | Kepala Dinas
Surat - Keschatan secara
 Persetujuan clektronik
Permohonan
(Rekomendasi| Ll
Venfikasi dan lzin Terhit 1 Jam Izin telah | Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku | Kepala Dinas
Penerbitan lzin | Penanaman Modal
melalit Aplikasi | dan Pelayanan
| BIPENTOL Terpadu Satu Pintu
B 9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ '-fj'.
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI

A. DOKUMEN 5TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

= | Nomor SOP 188/ U9 /K/411.308.24
T, | Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
¥ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
R Tanggal Efektif 19 Juni 2024
. Disahkan oleh KEPALA DINAS
KEPALA DINAS FEH’A’EP.MAH MODAL DAN
PENANAMAN ; :
MODAL DAN ¥
PELAYANAN ﬁ{ 
TERPADU SATU L™ .
PINTU \k‘ ONO, 5.Hut
KABUPATEN )
NGANJUK §9121997031004

' Nama SOP

SURAT IZIN PRAR
MANDIRI

Dazsar Hukum: "

Kualifikasi Felaksana |

-

1.

2,

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun

Undang-Undang MNomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah; |

2022 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Neger

1. Kualifikasi Pendidikan DII/DIV/SI |
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun});
Menguasal Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;
Memiliki  pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

£

3.

4. tentang

dan




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang]6. Mampu berkeardinasl dengan
Penyelengparaan Pelayanan Terpadu efektil dan afisien;

Satn Pintu Daerah; 7. Memiliki kemampuan kerjaszma
f Peraturan HBupati Nganjuk Nomaor - 43 Hm:

Tahun 2023 teptang Peadedagaslan | 9. Mampu mengoperas ikan

Wewenang Penyelenggaraan kom puter;dan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada|9. Memahami penggunazn aplikasi
Kepala Dinas Yenanaman Modal dan pelayanan khususnya Aplikasi
Pelayanan Terpadu Satu  Fintu Program Felayanan Perizinan Non
Kabupatan Nganjuk; Uzaka SIPENTOL.

7. Keputusan Dupati Nganjuk HNomor
188/46/K/411.308/2018 bentang
Kode Etik Aparatuar Slpil Negara &
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NganjukFersturan Presiden Namor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Fenanaman Modal;

A. Memperhatdkan SE MoD.
HE.C2.01./MENKES/6,/2024 Tentang
Penvelenpgparaan Perizinan Bag
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pazca Terbitnya UU No. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

| Keterkaitan: Peralatan /Perlengkapan:

1. Layanan bhagi
MasyarakarBerkebotuhan
Khusus;

2. Raang Tunzgw;

3. Ruang Konsultasi dan Fengaduan;

4. Fuang Laktasi;

5. Tempat [badah/Mushola;

6. Ruang Rapat;

7. Kendaraan Operazional;

8. Alar Komunikasi;

9, Koneksi f jaringan intetney;

10. Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12, Parangkat komputer, printar, dan
ICAanner;

L3. Mesin anorian;

14.Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Laman/website [SIFENTOL) dan
e-rmail:

16. Alat Tulis Kanter

17.Brosur;

18.Banner dan

19 Alat/fasilitas pendukung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.

FPerlngatan; Pencatatan dan Pendataan:

lika Standar Operasional Frosedur ini | Disimpan sebagai data elekironik
tidak dilaksanakan akan berdamypak | danmanual

padatahap pelayanan berikutmya belum
dapat diproses.




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER MANDIRI

_No Kegiatan | Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kepala A,
Tim SIPEN | Persyaratan /
Permohon FC) |  Dinas Walk tput
T | Teknis | oot | TOL | Kelengkapan M Sl it
1 | 2 3 4 3 (4] T & 9 10 11
| 1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ SIPENTOL Usaha yang | dinkses melahai
permohonan | : helum hitps:/ / perizinan. o
melatui Aplikasi oy _ berlaku ganjukkab.go.id /
SIPENTOL efektif {Draft)
| 2. | Pemohon " 1. lzin vang 0.5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah . belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektifl (Draft) yang telah Usaha SIPENTOL
persvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melahii
melalni Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTON. persyaratan Aplikasi hitps:/ / perizsinan.n
SIPENTOL ganjukkab.go,ld /
3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil A, Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persvaratan kelengkapan | persyvaratan
berkas herkas dinvatakan
permohonan lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
_ b. Apabila
dokumen
7 _ pCrsvAratan
L | - . dinyatakan tidak




lengkap,
permoobenan

ditolak dan

dikatn balilian
lapada primoban
disentai dengan
alasan penalakan
serta diberikan
[asilitasi pelayansan
guna mercukupm
kekurangan
PATSVATALALL

o | Tim Tekris
memve riflicass
PerSyaratan

|m_.n.1..H. Acara
Pemreriksaan

B Hari |

Apabila dalarm
rangka klarifikasi
dan veridikas]
dokumen
persyaratan teknis
dinyatakan telah
memenuhi
persyaratan /
belurn memsenubi
persvaTatan wknis,
e ka parmahannan
diternslkan

apads Keapala
Dinas untuk
memdapat
persetujuen f
penala ken
Rekonetudasd
Teknis yang
disertal deogan
BeritR ACREA.




[#]]

Pengesahan [/

Kepala Dinas Berita Acara 1Jam | Persetujuan
Keschatan Pemeriksaan [ Penolakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas
Surat Kesehatan secara
Persetujuan | elektronik
Permohonan
(Rekomendasi] . "
Verifikasi dan - L#in Terhit ' 1 .Jam Izin telah Diterhitkan aleh
Validasi l_ — Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin Penanaman Modal
mekului Aplikasi 7 dan Pelavanan

| SIPENTOL _ Terpadu Satu Pintu _

|

| G Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NIUK

\%ﬂmﬂﬂu: SATUPINTU

NIP. H.wm_ __.__._”___m_._HM 1997031004




LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAMN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ N9
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR DPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS MANDIRI

1.

Z.

Undang-Undang MNomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
o Nomor SOP | 188/ Y9 /K/411.308.25
/N | Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
@ Tanggal Revisi 19 juni 2024
tf__ i : Tanggni Efalctif 19 Juni 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS
KEPALA DINAS FEHAHAM AN MODAL DAN
PENANAMAN 7 PSP
MODAL DAN &
PELAYANAN J'K ¥ |
TERPADU SATU 7 i '
PINTU __ ONO, 5. Hut
KABUPATEN Bakat |
MmN HE.£96709121997031004
Nama SOP SURAT 1ZIN PRAKTIK DOKTER
SPESIALIS MANDIRI
‘Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/SI
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun]);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non

Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan |

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




8.

Nomeor 138 Tabun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Nganjuk Nomer : 43
Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Woewenang Penyclenggaraan
Perizinan dan Nen Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satd Pintu
Kabupaten Nganjuk;

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018  tentang
Kode Ecik Aparactur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSF Kabupaten
NzanjukParaturan Prasiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Fenanaman Modal;

Memperhatikan SE MNo.
HK.02.01./MENKES/6/2024 Tentang
Fenyelengggaraan Perizinan Bagi
Tenaga Mediz Dan Tenaga Kesehatan
Pazsca Terbithya Il Na. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

G, Mampu herkuﬂrdi-nﬂsi_dengan
efektif dan efisten;

7. Memiliki kemampuan kerjasama
kim;
8. Mampu mengoeperasikan

kamputer;dan

Memahami  penggunaan  aplikas)
pelayanan khususnya Aplikas)
Program Pelavanan Parizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengicapan:

1. Layanan bagi
MasyarakatHerkebuotuhan
Khusus;

. Raang Tunggu;

Fuang Konsultazi dan Pengaduan:

Ruang Laktazj;

Tampat 1badab/Mushaola;

Huang Rapat;

HKendaraan Operasional;

Alar Komunikasi;

9. Koneksi [ jaringan internet;

10.Puszat data savver;

11.Kotak pengaduarn;

12. Perangkat komputer, printer, dan

scanner,

13. Masin antrian;

14 Alat penpulkur kepuasan layanan;

15.Laman/website {SIPENTOL ) dan

e-mull

16 Alat Tulis Kantor

17.Brosuy;

18.Banner dap

19. Alacffasilitas  pendukung

lainnyasesuwai donpan kebutuhan.

AP LW

Peringatah:

Pencotacan dan Pefrdataan:

lika Standar Operasional Presedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berlkotnya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS MANDIRI

No Kegiatan | Pelaksana . Mutu Baku Keterangan |
[ Kepala
. Tim SIPEN | Persyvaratan /
| Pemohon | FO . Dinas : Waktu Output
| N TN | mestaten| T | RRROSIURED | 7 ’
L] 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 |

1. | Pemohon m _ Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
permohonan | + behim hitps:/ f perizinan.n |
melalui Aplikasi _ berlaku ganjukkab. go.id/
SIPENTOL efektif (Draft)

2. | Pemohon 1. Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen _| ! efektif (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan I 2, Berkas _ diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hitps:// prrizinan.n

SIPENTOL ganjukkaly go il /
{

3. | Front Office Dokumen | 1Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan - . Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas | herkas dinyatakan
permohonan lengkap,

permohonan
diteruskan kepada
{ Tim Teknis;
| b. Apabila
| | dokumen
~ u persyaratan
| . dinyatakan tidak




lengkap,
permtohonan
ditalak dax
dikembalikan
k¢pads pemohan
disertai dengan
alasan penolakean
serta dibérikan
[Asilitasi pelayanan
guna mencukupi
EeKUrangaAL

pPeETSVATA AL

. | Tim Tekois Verifikasi 8 Hari | Berita Acara | Apabile dalam

miémverifllensi kelenghapan Pemeriksaan | rangks klarifikasi

i perevaratan herkas dan verifikasi
teknly dokurmen
peravaratan tckngs
dinyatakan tclab
mementhi
persyaratan /
bluizn croe o it
perayaratan teknis,
meke permohonan
dileruskan

kepada Kepala
Dinas untuk

e ndapat
persetujuan
penalakan
Rekemendesi
Tekris yang
disertal Gengan
Berita Acara.




e

e

Kepala Dinas 7 “ Berita Acara 1 Jam Persetujuan Pengesahan [/
Kesehatan Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
mengupload _ Fermohonan | Kepala Dinas
Surat Kesehatan secarda
Persetujuan elektronik
Fermohonan _

| [Kekomendasi)
Verifikasi dan Izin Terbit 1 Jam lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Lzin Penanaman Modal

- melalui Aplikasi dan Pelavanan

| SIPENTOL Terpadu Satu Pintu

9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN XX VI
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUFATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAM
TERPADU SATU  PINTU
KABUPATEN NGAN]JUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPE)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL FROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN |
TERPADL SATU
PINTL
KABUPATEN
NGANJUK

,Pifl-al.sar Hukum:

- Nomor SOF 188/ 49 /K/411.308.26
o Ny Tanggal Pembuatan | 19 Jum 2024 B
 Tanggal Revisi 19 Juni 2024
T Tanggal Efeletif 19 Juni 2024
Disahkan oleh

KEPALA DINAS
' AN MODAL DAN

r T
= = [ 5

‘Nama SOP

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
Undang-Undang MNomor 06 Tahun |
2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun |
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 138 Tahun 2017 Tentang

| 2.

1. Kualifikasi Pendidikan DII1/DIV /51
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
Menguasal Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terikait standar pelayanan
informasi publil;

Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

6. Mampu  berkoordinasi

3.

tentang
dan

5.

dengan




Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu PIntu Daerah;

©&. Feraturan Bupatl Nganjuk Bomor : 43
Tahun 2023 mentang Pendelegasian
Wewenanp Penyelengearaan
Periziman dan Hen Perizinan Kepada
Kepala [dinas Penanaman Modad dan
Pelayanan Terpadn JSatu Fintu
Kabupaten Nganjuk;

7. Keputusan Bupati Mganjuk Nemor
18R /46K /411308 /2018 tentang
Kode Etik Aparstur Sipil Megara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden HNomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Medal;

8. Memperhatlkan 5K Ho.
HEK.0z.01. /MENKES/6/2024 Tentang
Penyeiengggaraan Perizinan Bagl
Tenaga Medis Dan Tenaga Keschatan
Pasca Terbimya 1MJ Mo. 17 Tahun
2023 Tentang Keschatan

clektif dan efisien;

7. Memiliki kemampuan kerjazama
timt;

8. Mampu mengoperasikan
Womputer:dan

9. Memahami penpgrunaan aplikasi
pelayanan  khusuzsnya  Aplikasi
Pregram Pelayvanan Parizinan Non
Uzaha SIPENTOL

Keterkajtan:

Paralatan/Parlengkapan:

1. Layanan bagi

MasyarakatBerkebutuhan

Khusus;

Ruang Tungeu;

Ruang Konsultazl dan Pengaduan:

Ruang Laktasi;

Tempat 1badah /Mushals;

Ruang Rapat;

Kendaraan Qperasional;

Alat Komunikasi;

9. Koneksi f iarfdngan intermet;

10.Pusat data sarver:

11.Kotak pangaduan;

12Z.Perangkat kompuler, printer, dan
scanmner,

13 Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan fayanan;

15.Laman fwebsite [STPENTOL) dan
a-mall

16.Akat Tulizs Kantor

17.Brosur:

18.Banner dan

19 Alak/fastlitas pendukung
lainnyasesuai dengan kebutyhan.

-

MNEN AW

Peringatan:

Pencatyitan dan Pendataan:

Jika Srandar Operasional Prosedur iml
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikumya belum
dapat diproses.

Disimpan szbagal data elekironlk
danma nual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
| Kepala ]
Pemohon | FO | i Dirias aratan £ | walkiu
m . | VERIIS | pesehatan ngkapan
1 1] 2 4 5 6 8 a 11

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam i Aplikasi SIFENTOL

mengajukan SIPENTOL Usaha yang diakses melalui
_ permohonan biips: / / perizinan.n
_ melalui Aplikasi 1 njukkab go. id
_ SIFENTOL efeltifl (Dralt)

2. | Pemohon 1. Izin vang 0,3 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektil (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persvATatan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen laman

| SIPENTOL persyaratan i hitps:/ /penrinan.n |
SIPENTOL ganjuikkab po.id /
_ . _—
3. | Front Uffice Dokumen 1 Jam A. Apabila
. memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan JO. Persvaratan kelengkapan | persyaratan
berkas dinvatakan
permohonan - lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
| Tim Teknis;
b. Apabila
| dokumen
persyaratan

dinyatakan tidak




C

lengleap,
permchonan
ditolak dan
dikembalikan
kepada peuwhon
disertei dengan
alasan penolakan
seita dlberikan
[asilitasd pelayanan
gume tencukapi

kekurangan
rayaratan.

. | Tim T=knia
memverifikaai
PCIEYRTALAND

Vearifikasl
kelengkapan

Berita Acara
Pemerikaasn

Apatils dalam
rengks klanifikensi
den verifikasi
dokumet
peryyuratan wknis
dinyatakan telah
memenyhi
persyaratan |
belum memenuhi
persyaratan ieknis,
maks permohonan
diteruskan
kepada Kepala
Dinas untuk
mcndapat
perctujuan f
prmolakan
Rekomendaal
Teknis yang
disertai dengan
Berlta Acara,




Kepala Dinas Berita Acara | 1 Jam | Persetujuan | Pengesahan / |

Keschatan Pemeriksaan | Penolakan | Penalakan oleh

mengupload _ Permohonan | Kepala Dinas

Surat Kesshatan secani

Persetujuan _ elekitronik

FPermohonan

(Rekomendasi) =

Verilikasi dan Izin Terbit 1 Jam lzin telah Diterbitkan oleh

Validasi _ rTD Berlaku Kepala Dinas

Penerbitan Izin Penanaman Modal

melalui Aplikasi _ dan Pelavanan

SIPENTOL _ . Terpadu Satu Pintu
_ | 9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK



LAMPIRAN XXVII
KEPUTUSAN KEPALA
DINASE PEMAMAMAMN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYAMNAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN {SIPB] MANDIRI

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP

188/ 49 /K/411.308.27

| Tanggal Pembualan

19 Juni 2024

Tanggal Revisi

19 Juni 2024

. T.a nﬂgal EFaletif

Disahkan oleh
KEPALA DINAS

PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGAN|UK

| Nama SOP
|

_Ep;un+2n2¢

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN [SlPE}
MANDIRI

El:zn'sa r Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
. Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Hegerij

!2.

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/SI
linear dengan hidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

2.

3.

4. Memiliki pengetahuan  tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
Mampu berkomunikasi lisan dan

. tertulis dengan baik;




Mamoer 138 Tahuno 2017 Tentang
Fenyelenggaraan Pelayanan Terpadw
Satu Pintu Daerah;

Peraturan Bupati Nganjuk Nemor; 43
Tahun 2023 rentang Pendelegazian
Wawanang Penyelznggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Meodal dan
Pelayanan Terpadu Satu Fibtu
Kabupaten Nganjuk:

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/46/K/411.300,/,201%8 tentang
Kode Erik Aparatur 3ipil Megara di
Lingkuhgan DPMFPTSF Kabupaten
NeganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Pepanaman Modal;

. Memperhatikan SE No.
HK.Q2.01./MENKES /672024 Tentang
Penyelengggaraan Perlzinan Bag

Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbimya UU No. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

6. Mampu  berkeordinasi
efelotil dan efisken;

. Memillkki k#mampuan kerjasarma
tim;

8. Mampu
kom puter;dan

9. Memahami penggunaan aplikas]
pelayanan khususnya Aplikasi
Program Felayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

dengan

mengoperasikan

Keterkaitan:

Peralatan /Perlenghapan:

1. Layanan bhagi

MasyarakatBerkebubuhan

Khusus;

Ruang Tunpzuw:

Ruang Konsultasi dan Pepgaduan;

Ruang Lakeasi;

Tempat |badah /Mushola;

Ruang Rapat;

Kendaraan O perasional;

Alar Kamunikasi:

9. Koneksi fjanngan intarnet;

10 Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12. Perangkat komputer, printer, dan
SCaANMer;

13. Mesin antrian;

14. Alar pengubur kepuasan layatan;

15, Laman/website (SIPENTOL ) dan
e-rrhuli;

16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

19 Alatffazilitas pendukung
lainnyasesuai dengan keburuhan.

i - L T

Feringatan:

Pencarnsian dan Pendataan;

Jika Standar Operasional Prosedur imi
tidak diflaksapakan akan berdampak
padatabap pelayanan berikuinya belum
dapat diproses.

[hstmpm sebagai data eleltronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) MANDIRI

| No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
. Kepala
Tim ; SIPEN | Persyaratan /
Pemohon FO ; Dinas Waktu Output
| | AN | gesehmtan | TO- | RESDEUADAG .
Eel 2 3 4 5 6 7 & 9 10 E—_ti

1. | PFemohon | Akun 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL Usaha vang  diakses melalui
permohonan T belum hittps: £/ perizinan. o

_ melalui Aplikasi ._ berlaku | ganjukkab.go.id )
SIPENTOL efektil [Draft)

2, | Pemohon 1. Izin yang 0.5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah 4 belum herlaku | persyaratan | Perizinan Non
dokumen efeltif (Draft) | yang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas | diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan | Aplikasi hittps:/ / perizinan.n

| SIPENTOL ganjukkab.go.id/

3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan lengkap,

permohonan

diteruskan kepada

Tim Teknis;

b. Apabila

dokumen

persyaratan
e dinvatakan tdak




lengkap-.

permohonen
ditolak den
dikembalikan
kepada pemohon
digertpl dengan
aldsan penolakan
serta diberikan
fasilitasi pelayanan
guna meocukupd
kekurangan
perEyaratan.

. + Tim Teknis
memvyeriikasi

PeTSYaratam

Verdies
kelengkapan

Beoita Acara
Peme ik saan

Apebila dalam
rangka klarifkesi
dan verifikea =i
dokumen
persyaratan teknis
dinyataken tiah
meénmenuhi
ptrsyaratan |
belum mernenu i
persyaratan eknis,
maka permohotan
diteryskan

kepada Kepala
Dinas umtuk
merdapat
persetujuan f
penclakan
Fekomendaxi
Teknizs yang
disertai dengan
Berita Acara.




5. | Kepala Dinas Berita Acara 1 Jam Persetujuan Pengesahan /
Kesehatan Pemeriksaan J Penolakan Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas

Surat Keschatan secara
Persetujuan elektronik
Permohonan
(Rekomendasi|

6. | Verifikasi dan : Izin Terhit 1 Jam lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL _ Terpadu Satu Pintu

_ 9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN XXVIII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49,
/K/411.308 /2024
TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR  OPERASIONAL
FROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYAMAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR DPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK KERJA FISIKAWAN MEDIK (S1KF)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

| Dasar Hukum:

1.

2.

3.

4,

b

_  Nomor S0P 188/ 49 fK/411.308.28
S  Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 u
Tanggal Revisi 19 Juni 2024 ————
e ‘Tanggal Efektif | 19 Juni 2024
Disahkan oleh KEPHL.H DINAS
KEPALA DINAS N
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK 15, Yo
MNama S0P SURAT lEiH PRAKT]K KERIA

FISIKAWAN MEDIK [SIKF)

T RoalEka PelASaAnE

Undang-U ndang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang MNemor 06 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan |

Pemerintah Penggantd UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Kualifikasi Pendidikan DII/DIV /5] |
linear dengan bidang tugas:

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, suopan, dan santun};

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Nomor 138 Tahwn 2017 Tentang
Penyelengparaan Pelayvanan Terpadu
Satu Pinte Daerah;

6. Peraruran Bupati Hganjuk Nemor : 43
Tahun 2023 tentang Pandelega<ian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelavanan Terpadu Satu  Finbu
Kabupaten Nganjuk;

7. Keputuzan Bupati Npanjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018  tentang
Eode Etik Aparavur Sipll Negara di
Lingkungan DPMPTEP Kabupaten
NganjukPeraturan Preziden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

2. Memperhatikan SE MNo.
HK.02.01./MENKES/6/2024 Tentang
FPenyelengggaraan Perizinan  Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitmya ULl Na. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

& Mampun berkooerdinasi dengam
efektif dan efisien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama
tim;

8 Mampn rméngaperaslican
komputer;dan

9, Memnahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya  Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL

Keterkaltan:

Peralatan/Perlenglkapan:

1. Layanan bagi
MasyvarakatBEerkebuiuhan
Khusus;

2. Ruang Tunggu:

3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan:

4. Ruang Lakta=i;

5. Tempat Fbadah/Muzshola;

6. Ruang Rapat;

7. Kendaraan Operasional;

8. Alat Komunikasi;

4, Koneksi fjaringaninternet;

10.Pasat data server,

11.Kotak pengaduan;

12.Perangkat kompuver, printer, dan
scanmer;

13 Mesin antrian:

14.Alat pengukur keprasan layanan:

15.Laman/website (SIPENTOL) dan
e-mail;

" 16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18 Banner dan

19 Alatflacilitaz  pendufung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

lika Standar Cperasional Prosedur ini
| tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutmya belum
dapat diproges,

Disimpan sebagai data elektronik
darmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK KERJA FISIKAWAN MEDIK (SIKF)

_ zal_ Kepiatan ﬂmembEw Mutu Baku | Hnﬁnu..mmﬁmu_.u.-L
| Tim Kepala | gipen | persyaratan /
Pemohon F & | Ot [
| O | T | gty | 7O | Belngapan | T ) ORGP | |
L1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 10 _ - N

1. | Pemohon _ Akun 0,5 Jam | Izin Non . Aplikasi SIPENTOL
mengajukan — “ _Il_ SIFENTOL Usaha vang | diakses melalui
permohonan I [ belum | htips:// perlzinan.n
metalui Aplikasi B _ | berlaku ganjukkab go.id
SIPENTOL _ _ efektil (Draft)

2, | Femohon 1. lzinvang | 0,5 Jam  File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah - : belum berlaku | persyaratan | Perizinan Non
dokumen _ _ efeltif (Draft) | yang telah Usaha SIPENTOL

_ persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam | laman
SIPENTOL persyaratan | Aplikasi https; // perizinamn.n
SIPENTOL ganjukkab. go id

3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil A. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan . Persyaratan kelengkapan | persvaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan lengkap,

permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis; _
{ b. Apabila
dokumen
persyaratan
. | dinvatakan tidak




(]

kngkep,
Pennchyman
ditplak dan
dikembatkan
kepada pemaohon
diwertai dengan
alaean penclakan
serta diberikan
Iasilitas] pelayanan
puna mencukap
kekurangan

persyRATRAT.

.| Tim Tekniy
" memverilizani
pPECEYAratan

Berita Acara

L= 3l
kelengkapa Pemerioypan

Apabila dalam
rangka klerifikasi
dan verifikasi
dokumen
persyaratan teknis
dinyatakar telah
memenuhi
perTEyHTRtan /
belum memenubi
persyaratan iekne,
mals permohanan
ditsruskan

kepada Kepala
Dinas untuk
mera]apsat
persetujuan /
penalakan
Rekomendasi
Teknia yang
disertai dengan
Berita Acara,




Kepala Dinas
Kesehatan
mengu pload

| Surat

| Persetujuan
Permohonan
(Rekomendasi)

Verifikasi dan
Validas
FPenerbitan lzin
melalui Aplikasi
| SIPENTOL

Perseciujuan
{ Penolakan
Permohonan

Berita Acara
Pemeriksaan

Penolakan oleh
Kepala Dinas
Kesehatan secara
elekironik

| lzin Terbit lzin telah

10

Diterbitkan oleh
Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

e

.m.nﬂm.n,ua_.ﬁh /




LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERFADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

e Nomor S0P 188/ l-j:ﬂ /K/411.308.29
N _Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
_ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
Y _Tanggal Efeltif | 19 Juni 2024
s s Disahkan oleh KEPALA DINAS
EAMAN MODAL DAN
PENANAMAN e
MODAL DAN ‘
FPELAYAMAN
TERPADU SATU : ' :
E&NJUUFATEN HRWY " ONG, 5.Hut
Mbijya ghkat |
i i L SNgPA1R67D9121997031004
Mama S0P SURAT IZIMN IK PERAWAT
| (SIPP)
Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: 1
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun :: Ilfualiﬂ:jtasl Pm#:mml DI“"_IIDW"‘S[
2009 tentang Pelayanan Publik; 2 énear Eng.?ln N ':’Eas‘
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun| ™ B persEpilaG meddcis (enyaen,

4.

5.

2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UL No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam  Negeri

salam, sapa, sopan, dan santun};

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Momor 138 Tahun zﬂ'l'_? Tentang

Penyelengparaan Pelavanan Terpadu
Satu Pintu Dawrah:

o, hﬁn_'npu berkoordinasi
afaktif dan efizien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama

denpgan

6. Peraturan Bupat Nganjuk Nowmor - 43 um;
Tahun 2023 tentang FPendelegaslan |§. Mampu mengoperesikan
Wewesnang Penyelenggaraan ko poter; dan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada |9. Memahami penggunaan aplikasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan khususnya Aplikasi
Pelayanan Terpadu Zatu Pinh Program Pelayanan Perlzinan Meon
Kabupaten Nganjuk: Usaha SIPENTOL.
7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
180/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur S5ipil Megara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaeeh
NepanjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahon 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;
8. Memperhatikan SE o,
HEKO20L./MENKES/6/2024 Tentang
Penyelengggaraan Perizinan  Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Fasca Terbitnya U Ne. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Keterkalcan: Feralatan /Perlengkapan:
1. Layanan bagl
MasyarakatBerksbutuban
Khusus;
L. Ruang Tungegu:
3. Ruang Konsubktazi dan Pengaduan;
4. Ruang Laktasi;
5. Tempsat lbadah/Mushola;
. Ruang Rapat:
7. Kendaraan Operasional;
B, Alat Komunikasi;
2. Koneksi f jaringan internct;
LO. Pusat daca server;
11.Kotak pengaduan;
12.Perangkat komputer. printer, dan
scanner;
13. Mesin antrlan;
14. Alat pengukur kepuasan layanan;
15.Laman /websire [SIFENTQL} dan
e-mail;
16 AlatTulis Kantar
17.Brosur;
18. Banner dan
19. Alac/fasilivas  pendukung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.
Peringatan: Pencatatan dan Fendataan:

Jika Standar Cperasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP)

Ko Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangar
. Kepala . |
_ I Tim : SIPEN | Persyaratan /
| Pemohon _ FO Teknis Hnw_ﬂn_“”wu_n TOL Kelengkapan Wakiu Output
1 2 5 | 4 5 6 7 8 9 10 11

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan belum hiips: / / perizinan.n |
melalui Aplikasi " ! berlaku njukkab.go. id
SIPENTOL efektf (Draft)

2. | Pemohon 1. Izin vang 0.5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah * belum berlaku _ persvaratan | Perizinan Non
dokumen efektil (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
peErsSvAratan 2. Berkas diunggah ke | dinkses melahsi
melahai Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi https:

SIPENTOL ganjukkab.go.id/

3. | Front Office Dokumen 1Jam | Hasil a. Apabila

| memverifikasi _ Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan == Persvaratlan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
_ Tim Teknis;
_ b. Apabila
_ _ dokumen
_ persyaratan

dinvatakan tidak




lengkap,
pPermhonan
ditolak den

_ dikembalikan

kepenta pemolon
dsenal dengan

alasan penclakean
seria diberilkcan

fasilitasi pelayanan |
guna mencukopi
kekurangan _
persyaratan. .

.| T Tekmis | Verifikasi A Hearl | Berita Acara | Apabile dalam

msmverifilcasi kebengkapan Pemerikaaan | rangks karifikagi
[eravaratan hetkas dan verifikasi

takivin dokumen
persyaratan teknis
dinyatakan telah
memenuhi
perayaratan f

belum memenuhi
perayaratay teknis,
meks pormoebonan
diteruskan

kepada Kepala
Ditas utabule
metdapat
peractujuan £
penolakan
Rekomendas
Teknis yang
disertai dengan

Herita Acara,



5. | Kepala Dinas _ | Berita Acara 1 Jam Persetujuan | Pengesahan [/
Kesehatan | ek / Penolakan | Penolakan oleh
mengupload _ 4 Permohonan | Kepala Dinas
Surat Kesehatan secarn
Persetujuan elektronik
Permohonan
iKekomendasi) .

6. | Verifikasi dan | lzin Terhbit 1 Jam lzin telah Diterhitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerhitan [zin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayvanan

| SIPENTOL Terpadu Satu Pintu
0 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

___E..,_mﬁmz_m.z .ﬂ.mmru}ﬁ_.ﬂ SATU PINTU

#

) BUJOND, S Hut
.__.._Hzn_ﬂ___,_, i
mﬂ.ﬁuﬁﬁaﬂaﬁ




LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUFATEN NGANJUK
NOMOR 188/ "43
JK/411.308 /2024
TAHUN 2024

TENTANG STANDAR
UPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

s [ MisssoeSQP 188/ 49 /K/411.308.30
) !ITaﬂggql_FEI!lhu_atan 19 Juni 2024
_ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
pal A Tanggal Efektif
| Disahkan oleh
KEPALA DINAS
| PENANAMARN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
| PINTU
KABUPATEN
MNGAN|UK
Mama S0P  SURAT IZIN F“RA TIK DOKTER GIGI
- Dasar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana:
I 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1. Kualifikasi Pendidikan DIIL/DIV/SI

2.

2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Noemor 2Z3 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
IIndang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 twentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor
2023 tentang Kesehatan:
Peraturan Menteri Dalam Negeri

17 Tahun

linear dengan bidang tugas:
2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasl lisan dan
tertulis dengan baik;




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pinw Dasratb;

& Peracuran Bupadd Nganjok Nemor @ 43
Tabun 2023 tentang Pendelagasian
VWewenang FPenyelenggaraan
Perizinan dan Non Ferizinan Kepada
Kepala Dinas Fenanaman Modal dan
Palayaran Terpadu Sata  Pinm
Kabupaten Nganjuk;

7. Keputusan Bupati MHganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018  rentang
Kode Etik Aparatur Sipill Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten

NganjukPeraturan Fresiden Nomor'

10 Tabun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Madal;
B. Memperhatikan sE Ho.

HK.02.01./MENKES/6/2024 Tentang .

Penyelenggparaan  Perizinan  Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kezehatan
Pasca Terbitnya UU No. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

6. Mampu berkoordinasi dengan |
efekuf dan efisken;

7. Meamiliki kemampuan IEETjESEmE]

Himn;

B. Mampu mengoperasikan
komputer;dan

Q. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanen khususnya Apllkasi
Program Pelayanan Perizinan Non
Uzaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Peralatan /Perlenglcapan:

1. Layanan bagi

MasyarakatBerkeburuhan

Khusus;

Ruang Tunggu;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruoang Laktasi;

Tempat 1Tbadah/Mushola;

& Ruang Rapat;

7. Kendaraan Dperasional;

8. Alar Komunikasi;

9. Konaksi f jaringan internet;

10 Pusat data sarver;

11.Kotak pengaduan:

12 Parangkat kamputar, printer, dan
SCANNEr;

13.Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Laman/website (SIPENTOL} dan
geimailt

16 Alar Tulis Kantosr

17.Brosur;

18. Banner dan

19.Alat/fasilitas  pendukung

T w N

lainnyasesuai dengan kebutuban,

Parlngatan:

Pancatatan dan Pendataan:

Jika Standar Cperasional Prescdur ini
tidak dilaksanzkan akar bderdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses,

Disimpean sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI

| No

Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan |
Tim | P48 | gippy | persyaratan /
Pemohon Fi : Dinas Waktu Clutput
| Teknin' | ponehatan | TOL | Kelengknpan
1 ‘B : 3 4 5 | [i 7 8 g 10 11

1. | Pemohon Akun 0,5.Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan v belum https / / perisinan. n
melahui Aplikasi berlaku ganjukkab.go.id/
SIPENTOL efektifl {Draft)

2. | Pemohon 1. Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah 4 belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektif (Draft) yang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
PR persyaralan Aplikasi hitps: { / periinan.n

SIPENTOL ganjukkalb. go.id/

3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan |00 Persvaratan kelengkapan | persyaratan
berkas “ berkas dinyvatakan
permohonan lengkap,

. permohonan
diteruskan kepada
_ _ Tim Teknis;
b. Apahila
| dokumen
| persyaratan
| = — e dinvatakan tidak




kenghkap,
permohonan
dilolak dan
dikembalikan
kepada pemchon
discrtai dongamn
alasan proclakan
acrta diberikan
[mailitasi pclayanan
guna mencukup

Keknrangan
persyaratan.

. | Tim Tekmis Verilkaai 2 Hari | Benita Acara | Apabils dalam

memve rifkasi kelenghkapan Pemerikssan | rangka klarifikasi
persyaratan berkas dan verifike ai
tekriin dokumen
persyaratan eimis
dinyatakan t=lah
mermennhi
peravaratan /
belum memenuhi
persraralan tcknis,
waks permnohnnan
dllecuskan 1
kepuda Kepalu i
Dinas umnuk !
persetujuan / !
penilakan w

Rekomendasi
Telouis vang

disertal dengan
Barite Acara,




Kepala Dinas Berita Acara 1 Jam Persetujuan | Pengesahan /
Kesehatan _H_u Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
mengupload . Permohonan | Kepala Dinas
Surat Kesehatan secars
Persetujuan _ elektronik
Permohonan

| (Rekomendasi| | |
Verifikasi dan m lzin Terbit 1Jam | lzin elah Diterbitkan oleh
Validasi _ Ii.* _ Bertaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin Penanaman Modal
melalui Aplikasi _ dan Pelavanan
SIPENTOL | B Terpadu Satu Pintu

" m 9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

1m—.____....}2____.z TERPADU SATU PINTU




LAMPIRAN XXXI
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERFADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF) MANDIRI

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

= | Nomor SOP | 188/ 49 /K/411.308.31
]  Tanggal Pembuatan | 19 [uni 2024
@ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
e Tanggal Efektif 19 Juni 21:)24 _ o
e o Disahkan oleh HEF&LH DINAS
i AN MODAL DAN
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN g
TERFPADU SATU
PINTU ........ [ F ﬂ*ﬂr E‘H l..'lL
KABUPATEN gkat |
NGANJURK (= || 41&55' 21997031004
Nama SOP SURAT 1ZIN K FISIOTERAPIS
(SIPF) MANDIRI
Dasar Hukum: i Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1. Kualifikasi Pendidikan DIl /DIV/SI
2009 tentang Pelayanan Publik; linear dE“EE.m bidang tl:lgas;
2. Undang-Undang MNomor 23 Tahun = EEPERRIMPIEGT SRSRAFEL Lheryig,
2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3 ::Iﬂm' anyne ;ﬂpa{z' da:]ﬂhtu.n]: I
3. Undang-Undang MNomor 06 Tahun |~ COAEURNRL SEEDVGL i
2023 tentang Penetapan Peraturan FrOSBAUR PAIVARAT PANINAR Hon
Pemerintah Penggantd UU No. 2 Tahun 4 Esahl'];'ki stk —
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi| ™ i penfclalinah. UeRENg
Undang-Undang; pEml:tﬂahg—UﬂdaHEal'; d
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun rﬁ:k?;a::::ﬁ:k prIarRnan (e

tertulis dengan baik;




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Tarpadu

&, Mampu  berkeordinasi
efeltbif dam efisien:

dengan

Satu Pintu Daerah; 7. Memiliki kemampuan kerjasama
Peraluran Bupati Mganjuk Nomor : 42 Hm;
Tahun 2023 tentang Pendslegagian | E. Mampu mergoperasikan
Wewenang Penyelenggaraan komputer;dan
Perizinan dan Non Peritinan Kepada |9, Memahami penggumaan aplikasi
Kepala Dinas Pemanaman Modal dan pelayanan khususnya Aplikasi
Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu Program Pelayanan Pevlzinan Non
Kabupaten Nganjuk; Usaha SIPENTOL.
. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Sipll Negara di
Lingkungan DPMPTSF Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;
. Memperhatilcan SE No.
HK.02.01./MENKES/6/2024 Teotang
Penyelenggparaan Perizlnan Bagi
Tenaga Mediz Dran Tenaga Kesehatan
Pasca Terhithya UU No. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan
Ketericaitan Peralatan/Perfengkipan:
1. Layaman bagi
MasyarakatBerkebutuhan
kKhusus;
2. Ruang Tunggu;
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan:
4. Ruang Laktasi;
5. Tempat lbadah/Mushola;
6. Ruang Rapat;
7. Kendaraan Operasional;
2  Alat Kamunikasi;
9. Koneksi / jaringan internet:
10.Pusat data server;
11.Kotak pengaduan;
12.Perangkat komputer, printer, dan
scanmer;
13 Mesin aptrian;
14.Alat pengukur kepuasan layanan;
15.Laman/website {SIPENTQL) dan
g-rmail,
15.Alat Tulis Kantor
17 _Brosur;
18.Banner dan
19. Alai/fasilitas  pendukang
lainnyasesuai denpan kebutuhan.
Paringatan: Pencatutzn dan Pendataan:

Jika Standar Operasional Prosedur inb

tidak dilaksanakan akan berdampak

padatahap pelayanan berikumya belum

dapat diproses.

Disimpan scbhagai data slektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK FISIOTERAPIS (SIPF) MANDIRI

U

|

persyaratan
dinyatakan tidak

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan |
Kepala
Pemohon | FO | Dinas | SIPEN | Persvaratan / | o | Output
| gosasatan: | TOL Kelengkapan 4
1 2 . 3 4 | i e 8 O 10 11

1. | Pemohon _ Aleun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _— “ SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
permohonan +. belum hittps: [/ perizinan. n
melalui Aplikasi , herlalku ganjukkab go.id/
SIPENTOL efektif (Draft) _

2. | Pemohon 1, lzin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah 7| _b belum berlaku | persyvaratan | Perizinan Non _
dokumen efektfl (Draft) vang teleh Usaha SIPENTOL
persyaratan 2, Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPFENTOL persyaratan Aplikasi https:/ / perizinan.n

SIPENTOL | genjukkab.go.id/

3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinyatakan
permohonan _ lengkap,

_ permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
| b. Apabila
dokumen

|




—_—

Enghkap,

pemiohonan
gdiyHak dan

dikem ballkcan
kepada permohon
digertal dengan
alasan peiuola Knr
serla diberikan

(]

fasilitasi pelayaian
fuha mencukupl
kekurAngan

peraYATALAN.

- | Tim Teknis Ve riltla sl B Ham  Berita Acars | Apablla dalam

memverillka s kelenglkapan FPemeriksaan | rangkn llarifikasi
PErsyaraian berkas : den verlfikaki

teknis : dekumen
. . peravaratan iclonds
_ dinratakai telnh
. mermenuhil
: persyaratan f
. belum memenuhi

persyaracan teknis,
maks permahionan
diterusican

kepada Kepala
DHnas untuk
merxlapat
persetifjuan f
pennlakan
Rekomeivda bi
Teknis Fang
disettal dengan
Berita Acata,




- | Kepala Dina Berita Acara | Jam | Persetujuan | Pengesahan /
Keschatan Pemeriksaan | [ Penolakan | Penolakan oleh
mengupload | Permohonan | Kepala Dinas
Surat . Kesehatan secars
Perselujuan eleltronik
Permohonan
(Rekomendasi)

Verifikasi dan [zin Terhit 1.Jam | lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi % Berlaku Kepala Di
. pala Dinas
Penerbitan Izin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL Terpadu Satu Pintu
9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

\B}_m_dm._ﬂ._"z zm}z_:_m

£ w_.wma}.:

_i,._. FO9121997031004




£S

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188,/
/K/411.308 /2

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN MNON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADL SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS MANDIRI

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

= | Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.32
SN . Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
@ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
R Tanggal Efektif 19 Juni 2024 o

Disahkan oleh

KEPALA DINAS

Pembina Tingkat |
“HiP 1 96709121997031004

MNama Sﬂ_P_

| SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI
TERAPIS MANDIRI

1.

2

3.

| Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publil;
Undang-Undang Nemor 2Z3 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Momor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Perdturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Kualifikasi Pendidikan DI /DIV /5]
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
Menguasai Standar Operasional
Proscdur pelayanan perizinan Non

2.

3.

Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




NMomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Zatu Pinta Daerah;

6. Peraturan Bupad Nganpk Homor: 43
Tahun 203 tentang Pendelegasian
Wewenang Penvyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Repala Dinas Penanaman Modal dan

[ Pelayanan Terpadu Satu  Pintu

1 Kabupaten Nganjuk;

7. Keputusan Bupat MNganjuk Momor
1BR/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Sipill Megara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NganJukPeraturan Presidem Nemor
10 Tahun 2021 t=ntang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

3. Memperhatikan £E No
HK.02.01./MENKES/6/2024 Tentang
Penyelenggparaan Perizinan Bagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU Mo, 17 Tahun

___2023 Tentang Kesehatan

6. Mampu herkoordinasi  dengan
efeltif dan afisian;

7. Memiliki kemampuan kerjasama
(a] )}

. Mampu mengoperasikan
komputer:dan

9. Memahami penggpunaan aplikasi
pelayaran khususnya  Aplikasi
Prugram Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

| Katerkaitan:

Peralatan/Perlenglcapan:

1. Layanan bagi

MasyarakatBerkebutuhan

Khusus;

Ruang Tunggu;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Laktasi;

Tampat 1badah;/Mushuia;

Ruang Rapat;

Kendaraan Operasional;

Alat Komunikasi:

Konekszi / jaringan internet;

1 I] Pusat data server;

11.Katak pengaduan;

1Z. Peranghac komputer, printer, dan
ECANNET:

13 Maxzin antrian;

14, Alat pengulaur Kepuasan layanan;

15.Laman/website {SIPENTOL} dan
g-maif;

16.Afat Tulis Kantor

17.Brosur;

13. Banner dan

19.AlatfTasllitas pendukung

lainnyasesuai dengan kebutuhamn.

ﬂPHPH+Pw

Paringatai:

Pencatatan dan Pandataan:

Jika Standar Qperasional Prozedur imi
tivak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses,

Dris ive pan sebagm data elekitronik |
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK OKUPASI TERAPIS MANDIRI

e ———

No Kegiatan Pelaksana . Mutu Baku kelerangan _
Kepala
Tim SIPEN | Persvaratan / |
| Pemohon Teknis xnwhﬂﬂ.m 5 TOL Kelengkapan Waktu Cutput
iy 4 |__ 3 5 6 7 8 K 10 11 |
' 1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
_ mengajukan SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permaohonan  d baeslunim hittips: f/ perEinan.n |
| melalui Aplikasi : berlaku ganjukkab, go id/
SIPENTOL efektif (Draft) _
2. | Pemohon 1, lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi |
mengunggah - belum berlaku persyaratan | Perizinan Nom
dokumen efektifl (Draft) yvang tetah Usaha SIPENTOL
persvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi | htips: /[ perzinan.n
_ SIPENTOL ganjukkab. go.idf
3. | Front Office Dokumen 1 Jam @ Hasil a. Apahila
memverifikasi Pemenuhan verifikast dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
| berkas ! herkas dinyatakan
permohonan lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis,
b. Apabila
dokumen
7 persyaratan
| dinyvatakan tidak




lengkap,
permohonan

ditolak dan
dikembalikan
kepada pemohon
disertai dengan
alasan pernolakan
serin diberilan
fanilitag pelayanan
Buna tieeuka
ke Kyrangan
perayatatain.

.| Tim Teknix
memyverifliasg

peravaratan
tcknia

Berita Acara
Pemeriksaan

Verlikasi
kelengkapan

Apabila dalam
rAangka klarifiioe
dan verifikasi
dokumen
peTayaratin teknls
dinyatakan telah
memenhi
perayaratan f
belum menmemihi

| persyaratan teknis,

maks permohonan

* diternakan
| Mepads Kepals

Dinas untuk
mendapat
persetujuan
penolakan
Fekotnendasi
Telnis yang
dizerai dengan
Berita Acoia.




Kepala Dinas
Kesehatan
mengupload
Surat
Persetujuan
Permohonan
(Rekomendasi)
Verifikasi dan
Validas
Penerbitan Izin
melalui Aplikasi
SIPEMNTOL

| Berita Acara 1 Jam | Persetujuan | Pengesahan /
Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan aleh
Permohonan | Kepala Dinas
Kesehatan secara
elektronik
' Izin Terhit | 1 Jam lzin telah Diterbitkan oleh
Berlaku Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

N TE
APEMNGANIUK

RPADU SATU PINTU




LAMPIRAN XX X111
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGAN]JUK
NOMOR 188/ 43
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUFATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP) MANDIRI

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
| Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
| 2023 tentang Kesehatan:
| 5. Peraturan Menteri Dalam MNegeri

Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.33

Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 B

Tanggal Revisi 19 Juni 2024 |

| Tanggal Efektif 19 Juni 2024
' Disahkan oleh KEPALA DINAS

ﬁg:‘ih‘;ﬂﬂ:ﬁ PENANAMAN MODAL DAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN :
NGANJUK |

Nama SOP -

(SIPP) MANDIRI
[ Daszar Hukum: | Kualifikasi Pelaksana: R [}
1. Kualifikasi Pendidikan DI11/D1V /51
L Yndang Undang Nomor 22,720 | " liear dongan bidang g
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2. Berpenampilan menarik (senyum,
' 2014 tentang Pemerintahan Daerah; | $312M: S1P3, S0pas, fan st

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 3 Mempungal Swbedy. bperetion

Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan bailg

6. Mampu  berkoordinasi dengan

| Nomor 138 Tahun 2017 Tentang




Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

5. Peraturar: Bupati Nganjuk Namor : 43
Tabun 2023 tentang Pendelegaszian
Wewenang Penyelenggaraan
Parizinan dan Men Perlzinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Palayanan Terpadu Satu FPinm

—_——— =

efeltif dan eflzien:

7. Memiliki kemampuan kKerjazama
ahm;

2. Mampu mengoperasikan
kompuoter:dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan  khususnya Aplikasi
Frogram Pelayanan Perlzinan Mon

Kabupaten Nganjuk; Usaha SIPENTOL.
7. Keputuzsan Pupati Nganjuk Nomor
188 /46/K/411.308/201 2 tentang
Kodc Etik Aparatur Sipil Mcgare i
Lingkungan DPMPTSF Kabupaten
NganjukParaturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Wsaha
Fenanaman Madal;
8. Memperhatikan S5E Na.
HK.DZ.01./MENKES/G6/2024 Tentang
Penyelengggaraan Perlzlnan Bagi
Tenaga Medi= Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya UU Ne. 17 Tahunm
2023 Tentang Kesehatan
Ketarkaitan: Peralatan/Perlenghapan:
1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebuiuhan
Khusus;
2. Ruang Tungguw;
3. Rusng Konsultasl dan Pengaduan:
4. Ruang Laktasi;
5. Tempat Ibadah/Mushola;
4. Ruang Rapat;
7. Kendaraan Qperasional;
B. Alar Komunikasi;
9, Koneksl fjaringan interney;
10.Pusat data server;
1t.Kotak pengaduan;
12 Perangkat komputer, printer, dan
sCannear;
13. Mesin antrian;
14. Alat pengukur kepuazan layanan;
15.Laman fwebsite {5/ PENTL) dan
e-maik
16_Alat Twulis Kantor
17.Brosur;
18 Banner dan
19 Alat/fasilitas pendukung
lainnyasesual dengan kebutuhan.
Feringatan: Pencatatan dan Pendataan:

Jika Standar Operasional Prosedur ink
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum

dJapat diproses.

Disimpan sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT (SIPP) MANDIR]

No Kegiatan = Tn_n_m..m._mm_ Mutu Baku Keterangan
Kepala
Tim : SIPEN | Peravaratan /
Pemohon F() | Teknis | mn”ﬂwuﬁh TOL e akarar Waktu Cutput
1 _2 3 [ 4 |5 6 7 8 29 T S ¢ T
1, _unEEu.un _ Akun 0.5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL Usaha yvang diakses melahai
permohonan » belum nitps: // perizinan.n
melahi Aplikasi " _ berlaku ganjuklab go.id /
SIPENTOL efektil (Draft)
2, | Pemohon : 1. lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
_ mengunggah 4 L belum berlaka persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektil (Draft) yang telah Usaha SIPENTOL
_ persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi | dokumen dalam laman
SIPENTOL persvatatan Aplikasi hitps: // perizinan. n
SIPENTOL ganjukkab.go. i f
3. | Front Office Dokumen 1 .Jam Hnsil a. Apabila
_ memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinvatakan
. permohonan lengkap,
_ permohonan
ditcruskan kepada
_ ¥ Tim Teknis;
b. Apabila
7 dokumen
_ 7 PCTSYATALAD
— r | i dinvatakan tidak




lengkap,
permohonan
ditoclak dan
dikembakikan

kepada pepachon
diccTiai dengan
aatan penolakan
serta diberikan
fagilitas) pelayanan
Euna mencukupd

keKurangarn
DATSYArdiAT.

- | Tim Teknie Verifikasi B Hari | Berita Acars | Apabila dalam

metmverifikagi kelngkapan Pemerksaan | tangles klarifikas
peEyAmmLan berkas dan veriflliaal

takmiy dokumen
persyaratan teknia
O dinyatakan telah
memenhi
persyaratan /

behim memenuhi
persyaratan teknis,
maka permobonan
diteruakan

kepada Kepals
Dinas untuk
mendapat
persctujuan f
penalekan
Rekionerndasi
Teknis yang

+ disertai detrigan
Berita Acara,




5. | Kepala Dinas " " | Berita Acarn l Jam  Persetujuan @ Pengesahan /
Kesehatan Pemerksaan / Penolakan | Penolakan oleh
mengupoad Permohonan | Kepala Dinas
Surat | Kesechatan sccara
Persetujuan clektronik
Permohonan [

IEekomendasi) o4 _ = ’

6. | Verilikasi dan . | Izin Terbit 1 Jam lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi . Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan lzin Penanaman Modal
melalni Aplikasi dan Pelayanan

| SIPENTOL | Terpadu Satu Pintu
_ _ _ 9 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN XXXV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMARN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KEABUPATEN NGAN]JUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT MANDIRI

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

3 | Nomor SOP 188 K/411.308.34
A | Tanggal Pembuatan 19 Juni 2024
| Tanggal Revisi | 19 Juni 2024 - B
. | Tanggal Efektif |19 Juni2024
| Disahkan oleh ;
KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN i
WNCANPUE 49676912 1997031004
Nama SOP SURAT IZIN F'RAHT]H TERAPIS GIGI

DAN MULUT MANDIRI

Dasar Hukum:

1.

4,

5. Peraturan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan;

Menteri Dalam Negeri

| Kualifikasi Pelaksana:
1. Kualifikasi Pendidikan DII/DIV /ST |

linear dengan bidang tugas; |
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan ﬂantun}; |
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

. Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publik;

Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

2.

3.

tentang

dan




Momor 138 Tahun 2017 Tentang
Fenyelengraraan Pelayanan Terpadu
Yam Pinta Daerah;

6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 43
Tahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Felayanan Terpadu Sam Pintu
Kabupaten Nzanjuk:

7. Keputusap Bupati HganjJuk HNomor
igg 46 /K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Sipll Negara di
Lingkungan DPMPTSFE ¥abupaten
NganjukPeraturan Presiden HNomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

8. Mumperhatikan SE Mo
HEK.0Z.01 /MENKES/6/2024 Tentang
Penvelengggaraan Perizinan Hagi
Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitmya 1] Mo 17 Tahun
2023 Tentang Keschatan

5. Mampu  bkarkoordinasi  denpan
cfekul dan efisien;

7. Memilikl kemampuan Kerlasama
thm;

8. Mampu mengoperaskan
kom putar:dan

2. Memahami penggunasn aplikasi
pelayanan khususnya Aplikasi
Program Felayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL

Kaepricalcanm:

Feralatap fPerlengkapan;

1. Layanan bagi

MasyarakatBerkebutuhan

Ehusus;

Ruang Tunggu;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Laktasi;

Tempat lbadah/Mushola;

Ruang Rapat;

Kendaraan Operasional;

Alat Komunikasi;

. Koneksi / jaringan internet;

10. Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12.Perangkat komputer, printer, dan
Scanner;

13.Mexin antrian;

14. Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Laman/website [SIPENTUL} dan
ertriail;

1 &. Alat Tulls Kantor

17.Brosut;

18.Banner dan

19, Alat/tasilitas pendukung
lainnvasesuai dengan kebutuhan.

N

ERLY,

Peringatan:

Pencatatan dan Pendakaan:

lika Standar Operasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berilutnya belum
dapat diproses.

Disimpan schagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT MANDIRI

Mo | Kegatan | Pelaksana Mutu Baku Keterangan |
. Kepala _ .
Pemohon _ “ ._.ﬂﬁu. Dinas H._..nmm__—um.__ﬁ_.hﬁﬁn / Waktu Output
| CROB | Kesehatan i i . _
2 5 6 8 o | 10 1 _
Pemohon . . Akun 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL | Usaha yang diakses melalui _
permohonan belum hitps: )/ perizinan.n
melalui Aplikasi _ berlaku ganjukkab.go.id/
SIPENTOL . efektif {Draft)
Pemohon 1. lzin yang 0.5 Jam | File dokumen | Sistem [nformasi
mengunggah belum berlaku | persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektif (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL |
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persvaratan | Aplikasi biips: ! fperizinan.
SIFENTOL ganjukkab.go.id/
Froot Office Dokumen lJam | Hasil | a. Apabila
| memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan lOl Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinyatakan
permohonan | lengkap,
permohonan
_ diteruskan kepada
. _ Tim Teknis;
7 _ b. Apabila
dokumen
{ _ persyaratan
| dinvatakan tidak




lenglkag,
peroohonan
ditolak dan
dikembalikan
kepada pemahon
disertai dengan
alasan penolakan
serta diberlkan
Iasilitasi pelayanan
guna mencukupi
kekurangan
persyaratan.

]

.| Tisn Teknis Vetiflkasi 8 Harl Berlla Acera | Apabila dalam

memverifikasi kelengkapan Pemerikaaan | rangha klarifka si
DETSYATALAT | berkas dan verifikasi
teknis m dokumen

| persyaratan teknis
dinyvatakan telnh
memaalhd
persyaratan /

belum memennihi
pecosyamatan beknls,
mAka permahonan
diteraskan

kepada Kepale
Pinas nnk
mendapat
persetujuan f
penclakan
Rekomendas
Teknis yang
diseriai dengan
Berla Acals.




. | Kepala Dinas _ Berita Acara | 1Jam | Persetujuan | Pengesahan |
Keschatan | _ Pemeriksaan { Penolakan | Penolakan oleh
menguphoad Permohonan | Kepala Dinas
Surat | Keschatan secara |
Persetujuan elektronik
Permohonan
[Rekomendasi) _
Verifikasi dan | Izin Terhit 1 Jam lzin telah Diterbitkan cleh _
Validasi 5 Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin | Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan

| BIPENTOL Terpadu Satu Pintu
_ | SRS __|9Hari |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

FELAYANAN TERPADU SATU PINTU
HABUPATEN RGAN[UK

E%uﬂwmmunmunah



LAMPIRAN XXXV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGAN]JUK
NOMOR 188/ 4]
JK/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTLU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA MANDIRI

A, DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

. Nomor SOP 188/ 49 /K/411.30835
AN Tanggal Pembuatan | 19 juni 2024
_ Tanggal Revisi | 19 Juni 2024
R Tanggal Efeltif 19 Juni 2024
Disahkan oleh

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

Nama SOP

Dasar Hukum:

I{EF.H.LA. DINAS
MAMAN MODAL DAN

Pe mhma Tl'rigkat I
.11, m%lj_l_??.?ﬂi‘-wﬂi
SURAT I1ZIN TERAPIS

WICARA MANDIRI

[ Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
. Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 17
2023 tentang Kesehatan;

2.

Tahun

linear dengan bidang tugas;
2.
salam, sapa, sopan, dan santun};
Menpguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;
Memiliki  pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publik;

3.

tentang

dan

1. Kualifikasi Pendidikan DIL/DIV/SI

Mampu berkomunikasi lisan dan

Berpenampilan menarik (senyum, |




5. Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 1332 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Fimba Daerah;

6. Perataran Bupaki HNganjuk Komor - 43
Tahun 2023 tentang Pendeiegasian
Weawanang Panyelepnggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu 3atu  Pinm
Kabupaten Nganjuk;

7. Keputusan Bupati Nganjuk Momor
188/46/K/411.309/201¢ tentang
Kode Etk Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSF Kabupaten
NganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 wntang Bidang Uzaha
Penanaman Modal;

2. Memperhatikan ZE T,
HK.02.01 /MENKES/6/2024 Tentang
Penyelengggaraan  Perizinan Bagi
Tenaga Mediz Dan Tenaga Kesehatan
Pasca Terbitnya LU MNo. 17 Tahun
2023 Tentang Kesehatan

btertulis dengan haik;

6. Mampu berkoordinasi  dengan
chklil dan sfivien;

7. Memiiki Eemampulan Kerjasaima
am;

8. Mampu mengoperasikan
kamputerdan

9, Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan  khususnye Aplikasi
Program Pelavanan PertZinan Nob
Usaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebutnhan
Khusus;

2. Ruang Tunggu;

2. Ruang Knnsultasi dan Pengaduan;

4, Fuang Lakrasi;

5. Temput Ibadab/Mushala;

E. Ruang Rapat;

7. Kendaraan Operasional;

B. Alat Kemunilkasi;

9. Koneksi / janngan intermet;

10 Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12Z. Perangkat kompuier, printer, danb
SCANNEr;

13.Mesin antrian;

L4_Alar pengukur kepuazan layanan;

15. Laman/wehsite (SIPENTOL) dan
e-mail;

1& Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

1% Alat/tasllitaz pendukong
lainnyasesuwal dengan kebutuhan.

Ferln_gatan:

Pencatatan dan Pepdataan:

lika Standar Dperasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikumya belum
dapat diproses.

Dislmpan sebagal data elelctronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS WICARA MANDIRI

No |  Kepiatan | - _ Pelaksana i Mutu Baku _ Keterangan
_ Pemchon THn _WJH_M. HINEIN || Menamahan Waktu Chut
: put
ﬂ.ﬁw.:pm Kesehatan | m.n___.. Kelengkapan
1 2 | 3 5 (&) 7 B g 10 11

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan . _ 7 SIPENTOL Usaha yvang | diakses melalui
permohonan 1 _ + belum hitps:/ /periginan.o
melatui Aplikasi _ “i _ : ' berlaku ganjukkab.go id/
SIPENTOL efektil (Drait)

2. | Pemohon 1. lein yang | 0.5 Jam | File dokumen | Sistem Informeasi
mengunggah belum berlaku | PETrSVATATATL Pericinan Mon
dokumen _ — _ efekrtif (Draft) | vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas _ diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen _ dalam laman
SIPENTOL _ persvaratan Aplikasi https: / { perizinan,n

SIPENTOL mnjukkab. go id/

[ 3. | Fromt Office | Dokumen 1 .Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi | Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan S— | Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas borkas dinvatakan
permolhonan | lengkap,

permohondan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila
dokumen

_ persyaratan

dinyatakan tidak




Jergkap,

prrmohonan
ditolal: den
dikembalikan
kepesda pemohon
dis=rai dengan
alasan penolakan
serta diberikan
[asititasi pelayanan
Euna mencukupd
kekurangan
peryyaratan

. { T{m Teknis
menverfkasi
PETSYATaLAT

Vernfikas
kelengkapan

Berila Acara
Pemerikeaan

Apabila dalam
rongka klaxifilcasi
dan weriffleesi
dukurmen
peryyeralaun Leknla
gdinyatakan elah
memenhi
peravaratan
belum memennhi
peravaratan teknis,
moka permoohongn
diterusken

kepada Kepala
Diinas untuk
mendapat
perschjuat §
penglakan
Kekomendasi
Teknis yang
disertai dengan
Berita ACAmm,




Kepala Dinas 1 ‘Berita Acara 1 Jam Persetujuan | Pengesahan /

Keschatan Pemeriksann / Penolakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas
Sural Kesehatan secara
Persetujuan elektronik
Permohonan

{Rekomendasi . . =t
Verifikasi dan Izin Terbit 1l Jam | lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku | Kepala Dinas
Penerbitan Izin JD Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL o o Terpadu Satu Pintu

= ] . 9 Hari m 1

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

1mr.__¢._____.._.._.__5.__ TERPADU SATU PINTU
AT _____ NGANUK

. %mﬁEziﬂEﬁi
NP 196709121997031004



LAMPIRAN XXXV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATL PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/

/K /411,308 /2024
TAHUN 2024

TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PELAYANAN PARAMEDIK ASISTEN TEKNIS REPRODUKSI

A, DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

B Nomor 50P 188/ g /K/411.308.36
PN Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
K@ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
e Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan olch KEPALA DINAS
KEPALA DINAS ANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN
| MODAL DAN WA
PELAYANAN '. ‘
| TERPADU SATU -
ELMJUUPATEN ooy
Pﬂmhmﬂ-’ﬁ at 1
| NGANJUK NIP; igﬁ@;ﬁlqa?namnﬂr
Nama S0P SURAT 1ZIN PRAKTIK PELAYANAN
PARAMEDIK ASISTEN TEKNIS
REPRODUKSI
| Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah:

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 twentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam WNegeri

1

1. Kualifikasi Pendidikan DII1/DIV/S] |

linear dengan bidang tugas;
2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun});

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non

Usaha;
4. Memiliki pengetahuan tentang

perundang-undangan

terkait standar pelayanan dan
informasi publik;




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenpgaraan Pelayanan Terpadu
Sany Pintu Daerah;

Peramuran Mentzri Pertanian Nomaor 3
Tahun 2019 tentang Pelayanan [asa

5. Mampu berkomunikasi lisan dan
termulls dengan baik;

&, Mampu berkourdinasl
efekufl dan efsien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama

dengan

Medik ¥eteriner: tim:
5. Peraturan Bupali Nganjuk Nomer: 43 | 8. Mampu mengoperasikan
Tahun 2023 tentang Pendelegaslan komputer;dan
Wewenang Penyelenggaraan | 9. Memahami penggunaan aplikasi
Perizinan dan Mon Perizinan Kepada pelayanan khususnya Aplikasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Program Pelayanan Perizinan Non
Pelayanan Terpadu Satu  Pintw Usaha SIPENTOL.
Kabupaten Nganjuk:
7. Keputusan Bupati Nganjuk MNemor
180,/46/K/411.308/2018  tentang
Kode Erik Aparatur 5ipil Negara di
Lingkuwngan DPMPTSF Kabupaten
NganjukPeraturan Preslden Nomar
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;
| Keterkajtan: Perakatan /Periengicapan:
1. Layanan hapt
MakyarakastBerkehobuhan
Khusus;
2. Ruang Tunggu;
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
4. Ruang Laktasi;
5. Tempat Ibadah/Mushola;
6. Ruang Rapat;
7. Hendaraan Dperasional;
&, Alat Komunikasi;
9. RKoneksl f Jaringan intarnet;
1. Pusat data server:
11_HKotak pengaduan;
12.Fevangkat kamputer, printer, dan
scanner;
13.Mesin antrian;
14 Alat pengukur kepuasan layanan;
15. Laman fwebsite [SIPENTOL) dan
e-raail;
16. Alat Tulis Kantor
17.Brosur;
i8.Banner dan
Lo Alatffasilitas pendukung
lainnyasesuai dengan kebutuban. .
Petinpotan: Pencatatan dan Pendataan: ]

ika Standar ﬂperﬂslonal Prosedur ink
tidak dilakzanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berfkuinya belum

_dapat diproses.

Disimpan sebagai data elektronik
danmanial




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK PELAYANAN PARAMEDIK ASISTEN TEKNIS REFRODUKSI

| No | Kegiatan Pelaksana Muiu Baku Keterangan |
Kepala | y
_ Tim ; SIPEN | Persyaratan /
Pemohon FO : Dinas - Wakiu Chutput

_ Teknis ; _ TOL Kelenghkapan

_ Pertanian B —

L1 2 3 _5 fi 7 H 9 10 11

' 1. | Pempohon Akun 0,5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ SIPENTOL Usaha yang | dinkses melahi
pormohonan | _ * belum hitps: / /perizinan.
melalui Aplikasi berlaku ganjukkab. go, id /
SIPENTOL efektifl (Draft)

2. | Pemohon 1. Izin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah 4 _.q belum berlaku persyaratan _ Perizinan Non
dokumen efektil (Draft) | yang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | dinkses melahi
melalui Aplikasi dokumen dalam | laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi | https: / f perizinan. i

| BIPENTOL ganjukkab.go id/

3. | Front Office Dokumen 1Jam | Hasil a. Apahila

memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen

 kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persvaratan

berkas berkas dinyatakan

permohonan H:m,ﬁmw,
permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila
dokumen
persyaratan

. dinyatakan tidak




]

lengkep,
permobunan
ditnlak dan
dikembalikan
kepada pemobwm
disertai dengan
alasan penolakan
serta diberikan
fasilitasi pelayanan
Euna mencukup
kekurangar
persyaratan.

. Tor Teknis
merpgvenidliasi

peravaratan
teknis

Yerikasd
kelengkapan

Berita Acarm
Femeriksaan

Apabila dalam
rangka klarifikesi
dan verifikas)
dokumen
persyaratan w€knis
dinyataksn t=lah
memenuhi
persyaratan f
behum memenuhi
ptrayaratan teknis,
maka permohonan
diteruakan

kepada Kepala
Duhes untuk
mendapat
persetuiuan /
penclekan
Rekomendasi
Teknis yang
clisertsi dengan
Borita Acara.




_ 0.

Kepala Dinas
Pertanian
mengupkoad
sSurat
Persetuyuan
Permohonan
(Rekomendasi)
Verifikasi dan
Validasi
Penerbitan lzin
mielalui Aplikasi
SIPENTOL

| Herita Acara | 1 Jam | Persetujuan | Pengesahan /
| Pemeriksaan | / Penolakan | Penolakan oleh
Permohonan | Kepala Dinas
[ Pertanian secara
elektronik
| l#in Terbit 1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
_ Berlaku Kepala Dinas
Penanaman Modal
’ dan Pelavanan
Terpadu Satu Pintu
9 Hari |

KEPALA DINAS FENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK




LAMPIRAN XXX V1]
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ Y.
JK/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
FPENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK USAHA VETERINER (SIVET)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

—— e

_ Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.37 1
£ Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 |
5 | Tangpal Revisi 18 Juni 2024 1
= | Tanggal Efektif 19juni2024¢
) Disahkan oleh KEPALA DINAS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN PTSP
MODAL DAN i o -
PELAYANAN I l‘ 1
TERPADU SATU i
PINTU 0, S.Hut
KABUPATEN e |
NGANJUK NIP-196709121997031004
Nama SOP SURAT IZIN PRAKTTK USAHA
VETERINER (SIVET)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UL No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/S]
linear dengan bidang tugas;

' 2. Berpenampilan menarik [senyum,

. salam, sapa, sopan, dan santun);

| 3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Lisaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan |
informasi publik;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan




Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Fintu Daerah;

o> Peramran Menter) Pertanlan Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner;

6. Peraturan Bupati Nganjuk Momor: 43
Tahun 2023 tentang [endelegasian
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanapn Terpadu Satu Pintue
Kabupaten Mganjuk;

7. Keputusan Bupati Nganjuk MNeomor
1BH/46/K /41130872018  tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSPF Kabupaten
NeganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

tertalis dengon bail;

&, Mampu berkovrdinasi  dengan
afekuif dan efisien;

7. Mamiliki kemampuan kerjazama
tim;

8. Mampu mengoperasikan
komputer;dan

9. Memahami pengpumaan aplikasi
pelayanan khususnya  Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Mon
Usaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengicapan:

1. Layanan hagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus;

. Ruang Tunggu;

Ruang Konsultazi dan Pengaduan;

Ruang Laktasi;

Tempat 1badah/Mushola;

Ruang Rapat;

Kendarman Operasional;

Alat Komunikasi;

9. Koneksi f jaringan internet;

10. Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

12. Ferangkat komputer, printer, dan

SCANNET;

13.Mesin antrian;

14. Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Laman/website [SIPENTOL) dan

e-mixif;

16.Alat Tulis Kanwr

17.Brosar;

1& Banner dan

19. Alat/ffasilitas pendukung

lainnyasesuai dengan kebutuhan.

el L R TR

[ Peringgtan:

Pencatatan dan Pendataan:

lika Standar Operasional Prosedur inl
tidak dHlakzanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berlkumya belum
dapat diprosas.

Disimpan sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT |ZIN PRAKTIK USAHA VETERINER [SIVET)

g | Bepra Pelaksana — : Mutu Baku BEIEm NS
" Kepala "
Tim : SIPEN | Persyaratan /
Femohon FO Teknis ?ﬂ_.m_..._ﬂﬂm | ToL Kelengkapan Waktu Crutput
1 2 3 4 5 f 7 8 a 10 . IE
1. |Pemohon M Akun 0,5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
. mengajukan — “ _ 7 SIPENTOL Usaha vang | diakses melalni

permohonan d belum hittps: / / peOznan.n
melalui Aplikasi . berlaku ganjukkab. go.id /
SIPENTOL efektif (Draft)

2. | Pemohon 1. Izin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah L belum berlaku persyaratan Perizinan Non _
dokumen efektif (Draft) yang telah Usaha SIFENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalul Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi | hitps: |/ perizinan.n

SIPENTOL ganjukkab.go.id/
_ L
| 3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil | &. Apabila
[ memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
_ kelengkapan . Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas [ berkas dinvatakan
permohonan lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
. Tim Teknis;
b. Apabila
7 dokumen
persvaraian

dinyatakan tidak




lengkap,
pemaohonan
divdak dan
dikembalikan

kepada pemohoft
diserial dengan _
alasan penolakan
arrta diberikcan
Faailitaai pelayanan
Funa mencukuyi
kekurangan
persyaratan.

. | Tim Teknis Verifikaai 2 Han Berita Acern | Apahbila dalam

e mveriflcasd kelengkepan Pemerikssan | rangks Klacilikasi
FECBYRREN berkas dai verifikasi

teknls dokumsn
persyaratan telmis
dinyalakan telah
memeniuhi
persyaratan f

betum memenuhi
persyaratan telomis,
maks permahonan
diteTusksn

kepada Kepala
Ditas wntuk
medapat
persenjuan f

Fekomendasi
Tekmis vang
EE_._H i dergan




_ nnmﬁi Dinas
{ Pertanian

mengupload
Jurat
Ferserujuan
Permohonan
|Rekomendasi)

Verifikasi dan

Validas:
Penerbitan lzin

melahu Aplikasi

SIPENTOL

Berita Acara 1 Jam Persetujuan | Pengesahan f
Pemeriksasn ) Penolakan | Penolakan oleh
Permohonan | Kepala Dinas
Pertanian secarn
elektronik
| Tzin Terhit 1. Jam | Izin telah Diterbitkan oleh
- Berlaku Kepala Dinas
_ _ Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Plntu
9 Hari 3

. PFRWO BUJOND, 5.Hur

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
E.ﬂ B T

MAINA TINGKAT I

709121997031004



LAMPIRAN XXXVIII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
FERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH]
WARGA NEGARA ASING [WNA)

A, DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

| Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.38
Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
Tanggal Revisi 19 Juni 2024
Tanggal Efelctif 19 Juni 2024

Disahkan oleh
KEPALA DINAS

PENANAMAN
MODAL DAN

| PELAYANAN

| TERPADU SATU
PINTLU
KABUPATEN
NGANJUK

KEPALA DINAS
}rﬁi&sm MODAL DAN

Mama SOP

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 rwentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
HEWAN ([SI1P DRH}

WARGA NEGARA ASING (WNA)

Kualifikasi Pelaksana:
1.

&

3.

Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/SI
linear dengan bidang tugas; |
Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun};
Menguasai Standar Operasional |
Prosedur pelayanan perizinan Non |
Usaha;

Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan

terkait standar pelayanan dan
informasi publik;




Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Sate Pintu Daerah;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3
Tahun 2019 tentarg Pelayanan |asa
Medik Veteriner;

4. Peraturan Bupatl Nganjuk Nomor : 43
Tahun 2023 tentang Pendelegazgian
Weaweanang Panvelenggaraan
Perlzinan dan Hon Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Sata  Pintu
Kabupaten Nganjuk:

7. Keputusan Bupald HNganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018  tentang
Kode Erik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan D[PMFPTSE  Kabupaten
MganjukPeraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2021 entang Bidang Usaha
Penanaman Modal;

5. Mampu berkomunikasi lizan dan
tertulis dengan baik;

6. Mampu berkoordinasi  dengan
efektif dan efsien:

7. Memiliki kemampuan kerjasama
Limy;

8. Mampu menpoperasikan
komputer; dian

2. Memahami pengFunaan apilkas|
pelayanan khususnya  Apllkas|
Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

—_—mr var——

Ketorkaltan:

Peralatan/Parlanghkapan:

1. Lavansac bagl
MasyarakatBerkebutuban
Khusus,

2. Ruvanpg Tunppu:

3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

4. Ruang Laktasi: -

5. Tempat Ibadah/Muszhola;

4. Ruang Rapat;

7. Kendaraan Dperasional;

8. Alat Komunikasi;

¢. Koneks§ / jaringan internat;

10.Pusat data server;

11l.Kotak pengaduan;

12. Perangkat komputer, printer, dan
scannar;

13.Mesin antrian;

14.Alat pengukur kepoasan layanan;

15.Laman/website {SIFENTOL) dan |
e-mail;

16.Alat Tulis Kantor

17 .Brasur;

18.Banner dan

19 Alac/Eazilitas pendukung
lainnyaseswal dengan kebutuhan,

Peringacan:

Pencatatan dan Pendataan:

Ika Standar Operasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatabap pelayanan berikumya belum
dapat diproses.

Disimpan sebapat data elektranik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT 1ZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA ASING [WNA)

| No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
; Kepala
Tim : SIPEN | Persyaratan /
Pemohon F p Walk Dutput
. O | it | et | o | R | o | v
|1 2 3 2 2 b 7 ___ 8 N S ! 1 1| 11
1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL |
mengajukan SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan 14 7 _ behum hittps:/ / penzinan.n
melalui Aplikasi : ! berlaku ganjukkab, go.id/
SIPENTOL | efektif (Dratft)
2. | Pemohon . 1. lzn vang | 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah _... | belum berlaku persyaratan | Perizinan Non _
| dolumen | efeletif (Draft) vang telah | Usaha SIPENTOL
persyaratan | 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi | dokumen dalam laman _
SIPENTOL persyaratan Aplikasi https:/ fperizinan.n
SIPENTOL | ganjuklkab.go.id/

{ 3. | Front Office | Dokumen 1 Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi | Pemenuhan verifikasi dokumern
kelenghapan | e—— | Persvaratan kelengkapan = persyaratan
berkas . _ berkas dinvatakan
permohonan lengkap,

_ permohonan
C _ diteruskan kepada
| “ Tim Teknis,
b. Apabila
7 . dokumen —




persyaratan
dinyatakat: tidak
Iengkap,
petmobonan
ditolak dan

dkembalikan
kEepada pemohon
disertal dengan
alasan penclakan
serta diberikan
l[asilitasi pelayanan
guna roehcukupd
kekuratgan

.| Tim Teknis Varifllzasi A Hari Berita Acara | Apabila dalam

memverifikasi kelanghkapan Pemeriknsan | rangka klarifikasi
PETEYATZLAT betrlas dan verifikagi
tcknisz dokume

n
poreyvaratan okl
dinvatakun telal
temenuhi
peravaratan [

belum memenihi
peravaratan teknis,
maka permohonsan
diterusican

kepadas Kepala
Dinaz untuk
mrendapat
peractujuan /
pernalakan

v Rekomendasi
Teknis yang




disertai dengan
Benita Acara.

Kepala Dinas Berita Acara 1 Jam Persetujuan | Penpesahan [/
Pertanian Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
merngupload Permohonan | Kepala Dinas
Surat FPertanian secara
Persetujuan elektronik
Permohonan
(Fekomendasi) .
Verifikasi dan L [z Terbit |l Jam [zin telah Diterbitkan olch
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL _ Terpadu Satu Pintu
9 Harl |

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

_um_.._ﬁ._._. z____.z TERPADU SATU PINTU




LAMPIRAN XXXIX
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ L.ﬂ
FK/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
FPROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIF DRH)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

= Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.39
£ Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
Tanggal Revisi 19 juni 2024
= Tanggal Efektif | 19 Juni 2024

Disahkan oleh

BAWO BUJOND, 5.Hut

N m}gg:_é:{l‘jngkat 1
9121997031004

rl":lama cSop

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER
HEWAN (SIP DRH}

= S

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2,

3.

2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UL No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Momor 138 Tahun 2017 Tentang

| Kualifikasi Pelaksana: TN
1. Kualifikasi Pendidikan DII1/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik [senyum, |
salam, sapa, sopan, dan santun); |
Menguasai Standar Operasional |
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha; |
Memiliki  pengetahuan  tentang
perundang-undangan |
terkait standar pelayanan dan |
informasi publik;

Mampu berkomunikasi lisan dan |

&,

3.




o

-

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Fintu Daerak;

Peratieran Menteri Pertanian Nomor 3
Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner;

Peraturan Bupati Nganjuk Noemor : 43
Tahun ZD23 tentang Pendelegasian
Wewenang FPenyelenggaraan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan

tertulis dengan baik; i

6. Mampu berkoordinasi dengan
efektlf dan efizlen;

7. Memililki kemampuan keérjasama
tim;

8. Mampu mengoperasikan
koemputer:dan

9. Memahami penpgunaan aplikasi
pelayanan khuswsnya Aplikasi

Program Pelayanan Parizlnan Non

Pelayanan Terpadu Samu  Pintu tJsaha SIPENTOL.
Kabupaten Nganjuk;
7. Keputusan Bupati Nganjuk MNomaoar
183/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
NganjukPeraruran Preslden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal; _ _
Keterkaltan: Feralatan/Perlengkapan:
1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus;
Z. Ruwang Tunggu;
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
4. Ruang Laktasi;
S. Tempat Ibadah/Muzhola;
6. Ruang Rapat;
7. Kendaraan Operasional;
8. Alat Komunikasi;
9. Koneksi / jariogan internet;
10 Puzat data server;
11.Kotak penpgaduan;
12 Pervanghat komputer, printer, tan
BCANT
13. Mesin antrian:
14, Alar pengukur kepuasan layanan:
15, Laman/website {STPENTOL) dan
e-malf;
16. Alat Tulis Kantor
17.Brosur;
18, Banner dan
19. Alac/Fasliitas  pendukung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.
Peringagan: Penicatatan dan Pendataan:

jJika Standar Cperasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanabn berilkutnya belum
dapat diproses.

DMzimpan sebapal data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN [SIP DRH}

+

No | _ Kegiatan _ Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kepala _
Tim b SIPEN | Persyaratan [ z |
Pemohon : Dinas Waktu | Output
| Teknls | Pertanian | TO- | Kelnghapan |
)it 2 3 5 6 7 R g 10 I} E -

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL | Usaha yang digkses melal
permohonan ‘. | belum htips: // penzinan.n
melalui Aplikasi _ berlaku ganjukkab. go.id/
SIPENTOL efekiil (Drafi)

2. | Pemohon 1. lzin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah -+ belum berlaku persyaratan | Perizinan Noo
dokumen efektif (Draft) yang telah Usaha SIPENTOL
persyaralan z 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persvaratan Aplikasi hittps: / / perizingan n

SIPENTOL ganjukkab.go.id/

3. | Front Office Dekumen 1Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persvaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan lengkap,

permohonan
diteruskan kepada
_ Tim Teknis;
_ b. Apabila
_ 7 dokumen
persyaratan

dinvatakan tidak




. | Tim Tekniz

memverifikssi

PATSyaratan
takonis

kengkap,
permobonan
diteiak dan
dikembabkan
kepada petmahon
divertin dengan
akgan penclakan
serta diberikan
[msibilaii pelayanan
Enoa mencukipi
kekuratige
persyaratan.

| Verifikai
kelengkapan

Berita Arata

Pemerikapan

Apabila dalam
rangka klarifikasi
flan verifikaai
dokumen
perayaralan teknis
dinyatakan telat
memenuhi
persyaralan /
belum memenuhy
persyantan eknils,
mika primmohonan
diteruskonn

kepada Kepala
Dines untuk
mendapat
persetyjuat §
penclakan
Fekomendasi
Teknia yvatig
disertal dengan
Berita Acara.




Kepala Dinas | Berita Acara _ 1 Jam Persctujuan .H.“.mﬂ.mﬂnum.?m: {
Pertanian Pemeriksaan J/ Penolakan | Penolakan oleh
_Mﬂnnncn__umn _ | | Permohonan WM_.._PE.DHEM.
urat ranian secara
Persetujuan | _ elektronik _
Permohonan | [
{Rekomendasi) ! ! |
Verifikasi dan ; lzin Terbit | 1Jam | Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi | | ' Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin _ _ Penanaman Modal
| melalui Aplikasi dan Pelavanan
_ Terpadu Satu Pintu

| SIPENTOL

2 RWO BUIC

NO, 5. Hut

“+ PEMBINATINGKAT |

TiP=196709121997031004



LAMPIRAN XL
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGAN]JUK
NOMODR 188/ .':fg
JK/411.308 /2024
TAHUN 2024
TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
FERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERFADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PELAYANAN PARAMEDIK INSEMINASI BUATAN (SIP IB)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1.

2.

3.

4.

: Nomor SOP 188/ Ya /K/411.308.40
Py Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
Tanggal Revisi 19 Juni 2024
i Tanggal Efektif 19 Juni 2024
KEPALA DINAS Disahkan oleh KEPALA DINAS
BN AR AR ﬁF[:,W{-’IAN MODAL DAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGAN|UK - m_g 196709121997031004
Nama SOP SURAT IZIN PRAKTIK PELAYANAN
PARAMEDIK INSEMINASI BUATAN
(SIP1B)
Dasar Hukum: Hualiﬁkasi Pelaksana:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelavanan Publik;
Undang-Undang Noamor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
Z0Z3 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun |

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;
Peraturan Menteri Dalam Negeri

1. Kualifikasi Pendidikan DIIIJ’DI\-",“EI
lincar dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun };

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha:

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;




Momor 138 Tahun 2017 Tenkang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Plntu Daerah;

Peraturan Menteri Pertanian Momor 3
Tahun 2019 rtentang Pelayanan |asa
Meodik Yeteriner;

Feraturan Bupat] Mganjuk Namor z 43
Fahun 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan
Pertzinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Peranaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nganjuk;

¥epuiusan Bupad Nganink Nomor
198/46/K 7411308,/ 2018  rentang
Kode Enk Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
MganjukPeraturan FPFresiden Nomot
10 Tahin 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal:

5. Harupu berkomunikast lisan dan
tertulis dengan baik;
6. Mampu  berkoordinasi
efektf dan efisien;
7. Memiliki kemampuan kerjazama
tim;
8. Mampou
komputer;dan
- Memahami pengpunaan aplikasi
pelayanan  khususnya  Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Mon
Usaha SIPENTOL.

dengan

mengeperasikan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Layanan bagi

MasyarakatBerkebuluhan

Khusus;

Ruang Tungegu:

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Laktasi;

Tempat 1badah/Mushola;

Huang Rapat;

Kendaraan Operasional;

Alat Komunikasiz

Koneksi f jaringan inbternet;

1D+P‘usat data server;

11.Kotak pengaduan;

1Z.Ferangkat komputer, printer, dan
ECanmer;

13 Mesln antrian;

14.Alat penpgukur kepuasan layanasn;

L o

T L

. 15.Laman/website {SIPENTOL) dan

e-raail

+ 16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

1% Alat/fasilitas pendukung
lalonyasesual dengan kebutuhan.

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jita Standar Operasional Prosedur ini
tidak dilaksapakan akan berdampait
padatahap pelayanan berikumya belum
dapat diproses.

Cisimpan sebagai data elektronlk
danmanual




B. FLOW CHART SURAT |ZIN PRAKTIK PELAYANAN PARAMEDIK INSEMINASI BUATAN (SIP 1B)

No Kegiatan | Pelaksana = ====== Mutu Baku Ketermngan
_ Tim Kepala | g | Persyaratan / | o
| | [ReR| % | mewnle | ppraniay | TOL | Kelnghapan | TR | OV

| . 2 3 4 5 5] T 8 9 10 |- 11

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | lzin Non | Aplikasi SIPENTOL
mengajukan . SIPENTOL | Usaha yang | diakses melaloi
permohoran 1  § | helun htips: // perizinan.n
melalui Aplikasi iy _ berlaku ganjuklab. go.id/)
SIPENTOL m efcktif (Draft)

2. | Pemohon 1, lzin vang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah _ belum berlaku | persvaratan | Perizinan Non
dokumen | efektif (Draft) | yang telah Usaha SIPENTOL
pPErsvaratan 2. Berkas _ diunggah ke | diakses meiaha
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyargtan Aplikasi hitps:/f perizinan.n

_ SIPENTOL | ganjukkab.go.id/

3. | Front Office Dokumen 1.Jam Hasil a. Apabila _
memverifikasi Pemenuhan verifilkkasi dokumen
kelengkapan JQ Persyarmtan kelengkapan | persyvaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan lengkap,

permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila
dokumen
persyaratan

. | 1 i) dinyatakan tidak




lengkap,
permohonan
ditglak darn
dikembalikan
kepads pemohon
disertal dengan
alesen penclakan
aenta diberikan
fasilitasi pelayanean
Funa menukupi
kekurengan

PEravaracan,

.| T Telmis Verifikasi B Harl | Berita Acara | Apabils dalam

memyeriflasi kelengke pan Pemeriksaan | rangka klarifizas)
persyaratan berkas dan vertfilessi
tebmin dolouiran
perprarptan el
dinratalean telab
ot tnerhi
persyaratan /
behim mae mw mati
persygratan teknis,
mekas permohonan
diteriskan

kepada Kepals
Dinas untuk
mendapat
persctuguan f
penolakan
Fekomendasi
‘Teknis yang

¥ disertas dengan
Berita Acara.




Kepala Dinas ” Berita Acara 1 Jam Persetujuan  Pengesahan [/
Pertanian Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
- mengupload 4 Permohonan | Kepala Dinas
| Surat Pertanian secara
Perselujuan elekironik
Permohonan
_ (Rekomendasi|
R |} PR | | -
6. | Verifikasi dan Izin Terhit 1.Jam | Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Diinas
Penerhitan Izin _ch _ Penanaman Modal
melalui Aplikasi _ dan Pelayanan
SIPENTOL _ | _ Terpadu Satu Pint
a ) 9 Hari_ |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

wg mEﬁﬂ: SATUPINTU

_ﬁ.ﬁﬁ.ﬂzmﬁ.ﬁ _

NIP. 196709121997031004



LAMPIRAN XL1
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ M9
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DANM PELAYANAN
TERPADU SATU  PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PELAYANAN PARAMEDIK PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

A. DOKUMEN STANDAR OFPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTLU
KABUPATEN
NGANJUK

N Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.41 ]
A Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
@ Tanggal Revisi 19 Juni 2024
el | Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan oleh

Nama S0P

KEPALA DINAS
AMAN MODAL DAN

i

POHWO BUJBNO, S.Hut
. Pembina Tingkat |
" NIP:196709121997031004;
SURAT 1ZIN PRAKTIK PELAYANAN
PARAMEDIK PEMERIKSAAN

KEBUNTINGAN

Da=zar Hukum:

Kualifikasl Pelaksana:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang MNomeor Z3 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang MNomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang

| 1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV /5]

linear dengan bidang tugas;
2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun};
3. Menguasal Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan |




Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu tartulis dengan baik;
Satu Fintu Daerah; 6. Mampu berkoordinasi  dengat
. P2raturan Menteri Pertanian Nomor 3 afekedf dan efisien;
Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa | 7. Memiliki kemampuan kerjasama
Medik Veteriner; bimn;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Noemor : 43 | B. Mampu mengeperasikan
Tahun Z0Z3 tentang Fendelegasian komputer;dan
Wewenang Penyelenggaraan | 9. Memahami penggunaan aplikasi
Perizinar dan Non Perizinan Kepada pelavanan  khususnya  Aplikasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan ?rogram Pelayanan Perizinan Non
Pelayanan  Terpadw  Satu Pintu Usaha SIPENTOL
Kabupaten Neganjuk;
7. Keputusan Bupati Mganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etlk Aparator Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
WganjukFeraturan Presiden MNomeor
10 Tahun 2021 rentang Bidang Usaha
Penanaman Modal; e
Keterheaitan: Peralatan /Perlengkapan:
1. Layanan bagri
MazyarahatBerkebutuhan
Khusus;
2. Buang Tunggw:
3. Ruang Konsoltasi dan Pengaduan:
#. Ruang Lakrask;
5. Tempat Ibadah/Mushola;
€. Ruang Rzpat;
7. Kendaraan Operasional;
8. Alat Komumikass;
o Kaneksl / jaringan internet;
10.Pusat data server;
11 Kotak pengaduan;
12. Perangkat komputer, printer, dan
SCANNET;
13.Meszin anbrian;
14+ Alat pengukur kepuasan layanan;
15. Laman/website (SIPENTOL) dan
e-mmaif;
16.Alat Tulis Kantor
17. Brosur;
18.Banner dan
19, Alax ffazilitas pendukung
lalnnyasesuai dengan kebutuhan, |
Peringatan: .. Pencatatan dan Pendataan:
Jika Standar Operastonal Prosedur iri| Disimpan sebagai data elektronik
tidak dilaksanakan akan berdampak | danmanual
padatahap pelayanan berikuthya bejum
| dapat diproses.




B. FLOW CHART SURAT IZIN PRAKTIK PELAYANAN PARAMEDIK PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

 No |  Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Kererangan
: Kepala =
Tim : SIPEN | Persvaratan /
Pemo
B *emohon Telknis ?nﬁ.mm TOL Kelengkapan Waktu Cutput
L 2 3 3 (3] 2 P - I I S I . S — ) S—
1 Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
meéngajukan SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
| permohonan i beham https:// perzingn.n
. melalus Aplilasi 3 berlaku grtjukkab. poid f
SIFENTOL efektif (Draft)

2. | Pemohon o 1. lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi |
mengunggah _II_.. belum berlaku persvaratan | Perizinan Non
dokumen efektif {Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persvaratan _ 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi _ dokumen dalam laman
SIPENTOL persvaratan Aplikasi hittps: / f perizingn.n

| SIPENTOL ganjukkab, go. id/

' 3. Front Office 7 Dokumen | 1Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan | kelengkapan | persyvaratan
berkas berkas dinyatakan
permahonan lengkap,

permohanan

_ diteruskan kepada
| Tim Teknis;
h. Apabila
dokumen

7 persyaratan

| dinyatakan tidak




ngkap,
peronohonan
ditolak dan
dikembalikkan
kepada pemohon
disertai dengan
alasan penolaken
serta diberikan
fasilitasi pelayanan
guna mencukup
kekvrsngan
PErSYAraLan,

-‘._-. .-.E I-.

4. Tim Teknis e
kelengkapan

memveniflikasi
persyaratan

mn_._E.}EE

Apabiln dalam
mangks klarifikasi
dan yerifikasi
dokumen
persyaratan teknis
dinyataken telah
memenihi
persyaratan /
belum memenubd
peroyaraten tohous,
make poooidion
diteTuskan

kepada Kepeada
Dinas untuk
mendapat
persetjuan [
penolakan
Rekomendasi
Teknis yang
disertai detigan
Berita Acath.




5. | Kepala Dinas Berita Acara | 1 Jam Euﬁﬁ:_nm.u _..nﬂm.nmm_unh /
Pertanian Pemeriksaan J Penolakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas
Surat Fertanian sccara
Persetujuan elektronik
Permohonan
(Rekomendasi|

6. | Verfikasidan | Izin Terbit | 1.Jam Izin telah Diterbitlkkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin | Penanaman Modal

melalui Aplikasi
SIFENTOL

| Terpadu Satu Pintu

dan Pelavanan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

-H_..; TING Fﬂ. I
rhﬁmqn__mu 21997031004



LAMPIRAN XLII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 113
[K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDLR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN
HEWAN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KE
PE

MODAL DAN

PE
TE

PINTU
KABUPATEN
NGAN]UK

o | Nomor SOP 188/ Y3 /K/411.308.42
SN | Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
@ | Tanggal | Revisi 19 Juni 2024

oA | Tanggal Efektif 19 Juni 2024

-

Disahkan oleh
PALA DINAS

NANAMAN

LAYANAN
RPADU SATU

HEPALA DINAS

Mama S0P

SURAT I1ZIN PRAKTIK PARAMEDIK |
VETERIMER PELAYANAN
KESEHATAMN HEWAM

[ 4.
L

| Dasar Huku m:

Kualifikasi Pelaksana:

1z
2,

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 rentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. Z Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;
Peraturan Menteri

Dalam Negeri

1. Kualifikasi Pendidikan DIlI/DIV /5]
linear dengan hidang tugas:
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
Menguasal Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publil;

2

3,

tentang |

dan |




——

NHomor 138 Tahun 2017 Tentang
Panyelenggaraah Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomaor 3
Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner,;

&. Peraturan Bupat Nganjuk Nomaor : 43
Tahun 2023 tentang Pendelepasian
Wewanang Penyelenpgparaan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinto
Kabuwpaten Nganjuk;

7. Keputusan Bupati Ngzanjuk Nomor

128/46/K/411.202,/20148 tentang

Kode Evik Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan DPMFPTSPF Kabupaten

NganjukPeraturan Presiden Nomor

10 Tahun 2021 teptang Bidang Usaha

Penanaman Maodat:

5. Mampu berkvmunikasi lisan dan
tertulis dengan baik:

H. Mampu berkoordinasi  dengan
efektif dan efisien;

7. Memlliki kemampuan kerjasama -
ting;

8. Mampu mengoperasikan
komputer; dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayvanan  khususnya  Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Puralatan /Perlengicipan:

1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebotuhan
Khusns;

Z. Ruang Tungpu;

3. Awang Konsultas! dan Pengaduan:

4. Auang Laktasi;

5. Tempar [badah/Mushala;

6. Ruang Rapat;

7. Kendaraan Operasional;

8. Alat Komunikass;

9. Konehksi f jarimgan internet;

10. Puzat data server;

11, Kotak pengaduan;

12. Perangkat komputer, printer, dan
SCAMNET;

12 Mezin antran;

14.Alat pengukur kepuasan layanan;

15. Laman/websice {SIFENTCH.) dan
£-mail;

16 Alat Tulis Kantor

17. Brosur;

18.Banner dan

19.AlatfTasilitas pendukung
lainnyasesual dengan kebutuhan.

Ferlnga_tam

Pencatatan dan Pendataan:

[ika Standar Operaslonal Prosedur ini
tidak dilaksanalcan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diprosas,

Disimpan sebagai data elektronlk
danmanual




B. FLOW CHART SURAT |ZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No Kegintan Pelaksana Mutu Baku Keterangan _
_ _ . Kepala |
Tim . SIPEN | Persvaratan /
Pemohon FO Dinas Wakiu Cutput
p il | | Teknis Pertatian TOL Kelengkapan
i 2 3| 3 5 6 | 7 | 8 | o 10 T
1. | Pemohon _ m Akun 0.5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
| mengajukan ‘ SIPENTOL. Usaha yang diakses melalui
permohonan | belum Btips://perizinan o
melalui Aplikasi 41 berlaku ganjukkab. go id /
SIPENTOL efektfl (Draft)
| 3, Pemohon i 1. Izin uﬁﬂ—w 0.5 Jam | File dokumen | Sisteém Informasi
mengunggah - belum berlaku perayvaratan | Perizinan Non
dokumen clektif {Draft) yang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2, Berkas diunggah ke | diakses melabai
melaiui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi | hitpa: rizinan.n
SIPENTOL | ganjukkab.go.id/
3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil | A Apahbila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi | dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas bherkas _ dinyatakan
permohonan | lengkap,
| permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
_ b. Apabila
_ dokumen
persyaratan
| _ B dinyatakan tidak




1 lengkep,
pemchonsn
ditolak dan
ikembalikan

kepada pemohon
dizertni dengan
slasan penolakan
yerta diberikan
[aztita sl pelayanan
fung mencubupi
kelurangan

pErSYRMAN.

.| Tira Tekixis Verihkasi 4 Hari Betita Acars | Apablla dalam

memverifikasi kslrnpkapaty Femeriksaan | ranghka klarilikcast
perayaratan berkas dan verlfikasd
teknis dokumen
perayaratan tekmnie
dinyatskan telah
memenuhi
perayaratan [
Delum memnenubi

persyaratan eknls,
méka pertiohonan
diteruskan

kepada Kepala
Do s unbok

e st
persexyjuan /
peoolakan
Rekomendasi
Teknis yang
dissrtai deogan
Betita Acara,




5. | Kepala Dinas
Pertanian
mengupload
Surat
Ferseujuan
Permohonan
(Rekomendasi)

6. | Verifikasi dan

Validagi

Penerhitan Izin

| melalui Aplikasi
_ SIPENTOL

Berita Acara
Pemoriksaan

1 Jam Persetujuan | Pengesahan /

/ Penplakan | Penolakan oleh

Permohonan | Kepala Dinas
Pertanian Secara

]

Izin Terbil

elekironik
1 Jam Izin telah Diterbitkan oleh
_ Berlaku Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

9 Harl

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

LAYANAN TERPADU SATU PINTU

EMB BINATINGKAT |
z.ﬂ 196709121997031004



LAMPIRAN XLIII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ M3
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADL SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN SEWA TANAH PENGAIRAN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

= Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.43
A _Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
L. _Tanggal Revisi | 19 juni 2024
N - _ Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahlkan oleh KEPALA-DINAS

KEPALA DINAS
PEMANAMAN
MODAL DAN

| PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

KABUPATEN
NGANJUK

PENANAMA

MODAL DAN

PEI‘I‘-I-bIh:I 'F.Eﬁghat [
NP, T9670912 1997031004

Mama S0P

SURAT IZIN SEWA TANAH
PENGAIRAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana: N i

1.

2.

Undang-Undang Nomoer 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun];

3. Menguasai Standar Operasional

Frosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4, Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasl lisan dan
tertulis dengan bail;




Satu Plnby Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Momor 38 Tahun

& Mampu berkoordinasi
efelctif dan =fsien:

denpan

2011 tentang Sungai 7. Memiliki kemampuan kerjasama
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ; 43 Lian;
Tahun 2023 tentang Pendelegasian | 8. Mampu mengaperasikan
Weawenang Fenyelengparaan komputar; dan
Perizinan dan Mop Perizinan Kepada | 9. Memahami penggunaan aplikasi
Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan khususnya  Aplikasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Frogram Pelayanan Perlzinan Nan
Kabupaten Nganjuk; Lisaha SIPENTOL,
7. Keputusan Bupati Hganjuk Nomor
1A% /46 /K /411 30872018 Eantang
Kode Etk Aparatur Sipll Negara di
Lingkungarn DPMPTSP Kabupalten
MganjukPeraturan Preslden Nomor
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal:
Kataricaltan: Paralaten /Perlangkapan:
1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebutuhan
K hsis;
Z. Ruang Tunggu;
3. Ruang Konsultaszi dan Pengaduan:
4. Ruang Laktaci;
5. Tempat lbadah /Mushola;
6. Ruang Rapat;
7. Kendaraan Operaslonal;
8. Alat Kemunikash
9. Koneksl / jaxingan inkernae;
19, Pusat data server;
11.Kotak pengaduan;
1Z. Perangkat kem puter, printer, dan
SCANNEr;
13.Mesin antrian;
14. Alat pengukur kepuasan layanan;
15. Laman/website (SIPENTOL) dan
e-mail;
16, Alat Tolis Kantor
17.Brosur;
19.Banner dan
19 Alatffasilitas  penrdukung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.
Peringatan: Peticatabah dan Pendataan: :

lika Stamdar Operasional Frusedur LiLi
ridak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanzn berikomya belum
dapat diproses.

Dislmpan sebagal data elektronikc
danmanuat




B. FLOW CHART SURAT IZIN SEWA TANAH PENGAIRAN

s i— —

' Na |  Kegiatan = Pelaksana _ Mutu Baku Reterangan
Kepala _
Tim SIFEN | Persyaratan [
Pemohon | FO _ Teknis | Dinas TOL | Kelengkapan Wakiu Chatput

2 3| a 5 | 6 [ 7 [ 8 [ 8 [ 10 | 1

| 1. | Pemohon | Akun 0.5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan —||_ SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan (O 1 [ belum hitps: [/ J/ perirbnain.n
melalui Aplikast _ berlalou prjukbkab o id)/
SIPENTOL efelctif (Draft)

: e — 1 o == _

4. | Pemohon 1. Izin yvang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi |
mengunggah -— belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen elektil (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melahui
melalui Aplikasi - dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hitps:/ / perxnan.n

SIPENTOL ganjukkab.go.id /

3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan . Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan ienghkap,

permohonan
_ diteruskan kepada
. Tim Teknis;
. b. Apahila
dokumen
persyaratan

| dinvatakan tidak




kepada pemobon
disertui dengan
alasan penclakan
serta diberikan
fasititnsl pelayanat
Euna mencukap
kekwrangan
persyatatan.

_ [ lerigkap,
m _ parmohonan
! ; ditslak dan
_ dikembalikan

« | Thm Tekinie Verifikasi & Hari Berita Acara | Apabile dalam:

merwve riflkasl kckengleaian Pemeriksann | mogka klarifiles si
persyaratan borkas dan verifilcisi
teknis : dokurnen

_ perayamian Laknla

. dinyatukun iclah

; memennhi
peTEyaratan f )




5. | Kepala Dinas Berita Acars 1 Jam | Persetujuan | Pengesahan /[
PUPR Pemeriksaan / Penolakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas PUPR
Surat secara elektronik
Persetujuan
Permohonan
[Rekomendasi) o

| B | Verilikasi dan Izin Terhit 1 Jam lzin telah Diterbitkan aleh
Validasi : Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan lein | Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayvanan
SIPENTOL _ — Terpadu Satu Pintu
= | 9 Hari .

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N BURWORIIOND, S Hut
S PRMBINA TINGKAT |
F-196709121997031004



LAMPIRAN XLIV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 4
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADL SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PEMBUATAN JEMBATAN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL

FROSEDUR

Momor S0P

c1aa/ Y9 /K/411.308.44

Ta nggal Pemh uatan

19 Juni 2024

Tanggal Efektif

L 19 Juni 2024
19 Juni 2024 o

Disahkan oleh
KEPALA DINAS

PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

I{EFAL.& DINAS

ODAL DAN

/ prse
Ilr" _:r,-' A
il |-_._._- i A
:: 7| g pan !
L BUJO
* *Pembina Tin gk.nt i

lﬂlﬂE.'IgﬁTﬂ'EllZlg?TDE'iﬂﬂd
| SURAT 1ZIN PEMBUATAN |IEM BA'I‘AH

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
PENLANE Femerintahan Daerah
sehagaimana telah diubah beberapa kall,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun Z0Z0 rentang Cipta Kerja

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023
tentang Penetapan Perppu Nomor D2
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

£,

]{uallﬂkasi Pelaksana: e
1. Kualifikasi Pendidikan DI DIL/DIV /51
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Nan

2.

3.

Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

6. Mampu  herkoordinasi

5,

dengan



Bearuzaka di Daerah

©. Peraturan Pemerintah Homor 7 tahun
2021 tentang Kemudshan, Pelindungan,
dan Pemherdzyzan Knperasi dan llsaha
Mhkro, Keclt, dan Menengah

7. Paratwran Presiden Mowmor 140 Tahon 2021
rencang Bidang Usaha Penanaman Modal

B Parpruran Manterd Dalam Napar] Homors
138 Tahun 2417 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Sat: Pinb: Daerah.

4. Peraturan Menteri Pekesjaan Umum dan

Parumaban Rakyat Homor 5 Tahun ZL23
tentang Persyaratan Telmis |alan dan
Perencanzan Telmnis Jalan;

10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor ; 43

Tahun 2023 tenteng Pandelepasia
Wewenang Penyelenggaraan Perizinah dan
Monperizinan  kepada  Kepala  Dinas)
Pepanaman Modal dan  PekayananTerpaduf
Satu Mintu Kabupamen Nganjuk

11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomar
188/45/K/411.308/201R rEneang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMFTSF Kabupaten
Hganruk

efektif dan efizien:

7. Memilikl kemampuan kerjasama
timn;

8. Mampu mengoperasiitan
komputer;dan

9. Memmahami penggunaan aplikasi
pelayanan  khususnya  Aplikaszi

Frogram Pclayanan Perizinan Mon
tUszaha SIFENTOL.

Peralatan/Pedengkapan:

1. Layanan bagi Masyarakar

Berhebutuhan Khusus;

Ruang Tunggu;

Ruang Konsultazi dan Pengaduan;

Ruang Lakkasi;

Tempat Ibadah/Mushols;

Ruang Rapat;

Kendaraan Dperasional;

Alat Komunikasi;

9. Koneksi £ jaringan internet;

10 Pusal data $erver;

11.Kotak pengaduan;

12.Parangkat kkompurer, prinver, dan
SCANNET;

13.Mesin antriamn;

14.Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Llaman/website [SIFENTOL) dan
e-mdail;

156_Alat Tulis Kantor

17 _Brosuar;

18.Banner dan

19.Alatffasllivas pendukung
lainnyaseswai dengan kebutuban.

2 B T

| Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

Jika Standar Dper—.asinnal Prnsedl.lr Ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PEMBUATAN JEMBATAN

No |  Kegiatan | Pelaksans [ Mutu Baku Keterangan
| | Kepala |
_ Tim ; SIPEN | Persvaratan /
| Pemohon |  FO Teknis WH..%M TOL | Kelengkapan _ Wakiu Cutput
1 2 3 4 | 5 _ i T & | 9 10 11
1. | Pemohon _ _ Akun ' 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL |
mengajukan — “ _ 4 _ SIPENTOL _ Usaha yang | diakses melalui
permohonan _ + _ belum hittps: [/ periginan.n
melalui Aplikasi " _ berlaku panjukkab po id/
SIPENTOL efektf (Draft)
| 2. | Pemohon 1. Izin yang 0.5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah . belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen _ efektif (Drafl) vang telah | Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
mielalul Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL peErsvAratan _ Aplikasi hitps:/ [ perizinan.n
SIPENTOL | ganjukkab.go.id/

3. | Front Office _ Dokumen l Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi \../... Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan _ Persvaratan kelengkapan @ persyaratan
berkas /(\.1 _ berkas dinvatakan
permohonar | lenglkap,

. permohonan
7 “ | diteruskan kepada
| Tim Teknis;
_ h. Apabila
_ dokumen
_ persyaratan

dinyatakan tidak




petmchonan
ditolak dan
dikernbalikan
kepada pemehon
disartai denigan
alasan penolaken
serta diberikan
fasilitast pelayarnan
guna menculupi
kekutangasn

4. | Tim Teknis

memverrilikasi

PEeTIYATA LA
teknls

Verifilonad

kelengkapan
berkas

& Hari

Berita ACATE
Femeriksaan

Apabils dalam
rangka klarifikoasi
dan veriflkasi
dokumen
perayaraion teknis
dinyatakat: talak
memenuhi
perayaratan /
beham memeruhl
perayvaratan teknia,
maka permobonan
direruskEn
kepads Kepala
Dinas untuk
mendapat
peErsetujuan f
penclakan
Rekometidani
Teknis yang
disertal dengan
Beita Acara.




| 5. | Kepala Dinas Herita Acara | 1.Jam | Persetujuan | Pengesahan /

_ PUPR Pemeriksaan / Penonlakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas PUPR
Surat secarn elektronik
Persetujuan
Permohonan
[Rekomendasi)

6. | Verifikasi dan Izin Terbit 1 Jam lzin telah Diterhitkan oleh
Validasi Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan lzn Fenanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL ol | Terpadu Satu Pintu

9 Harl |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
~KABUPATEN NGANJUK

NIF=OR709121997031004



LAMPIRAN XLV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS FENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ .\
FK/411.308 /2024

TAHUN Z024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADLI  SATU  PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN SALURAN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

= Nomor SOP 188/ Y9 /K/411.308.45
AN Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
' Tanggal Revisi | 19 Juni 2024 I
o Tanggal Efeletif 19 Juni 2024

Disahkan oleh

KEPALA DINAS
AN MODAL DAN

'%.u 0, SHut
bipa‘Fingkat |

0 ﬂmmﬂz-ﬂe::zmqmm 004

Nama SOP

SURAT IZIN SALURAN

Dasar Hukum:
1.

Z.

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana relah divubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun Z0ZO tentang Cipta Kerja

tentang Peénetapan Perppu Nomor 02
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2011 tentang Sungai;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2021 tentang Penyelengparaan Perizinan

1. Kualifikasi Pendidikan DI11/DIV/S1
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);
Menguasali Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publilg;

Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan bail;
Mampu berkoordinasi

2,

3.

tentang

dan

dengan




[ 118

Beruzake Berbaczis Risko
Pervturan Pemerintah Momor & Tahun
2021 rentang Ponyelemggaraan Perizinan
Berusaha di Dasrah
Ferayran Pemerinah Momor 7 tahun
2021 tentang Eemudahan, Pellmdungsn,
dan Pemberduyaan Kogperasi dan Usgha
Mikro, Kecll, dan Men=ngah
Peraluran Presiden Nomor 10 Tahun 2021
tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
Feraturan Menteri Dalarn Negent Nomor
138 Tahun 2017 teptang Penyelanpggaraan
Pelaysnan Terpadu Satu Pinoa Daerah.
Peraburan Bupat Ngasnjuk Momor : 432
Tahun ZUZ3  tentang Pendelegasian
Wawenang Penyvalanggaraan  Perlzinan
dan Nonperizinan kepada Kepsla Dinas
Penanzaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Setv Pintu Ksbupaten Nganjuk

11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomaor

198/46/K/411.200/2018  tentang
Kode Etk Aparatur Sipll Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
Moantuk

efaktif dan efisien;
7. Memiliki kemampuan kerjasama
tim;

B. Mampu mengaperasikan
komputer;dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususoya Aplikasi

Frogram Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Ketarkaitan:

Peralatan /Pedengkapan: |

1. Layanan hagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus:

. Rumang Tunggu;

. Roang Knnsultasi dan Pengaduan;

Ruang Lalktasi;

Tempat |badah/Mushola;

Ruang Rapak

Kendaraan Operasional;

Alat Komunikasi:

9. Koneksi / jaringan internet;

10. Pusat data server;

11. Kotak pengaduan;

L2. Perangkat komputer, printar, dan

SCdNner:

13. Mexin antxian;

14.Alat pengultur kepuasan layanan:

LS. Laiman/website f{STPENTOL) dan

el

L&, Alat Tulls Kantor

17.Brosur:

LE. Banner dan

L9.Alat fasilitas pendukung

lainnyasesuwal denpan kebutuhan.

WNA N

Peringatan:

Pencataran dan Pendataan:

|ika Standar Operasional Prosedur ini
tidak dikakzanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikuthya belumn
dapat diproses,

rizimpan sebagai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN SALURAN

|_No Keplatan Pelaksana - 1 Mutu Baku Keterangan m
= |  Kepala . .

Tim SIPEN | Persyaratan / _

| Pemohon FO Teknis WE:._—wM TOL Kelengkapan Waktu Output |

S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A !

1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | lzin Nono Aplikasi SIFENTOL
mengajukan SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan e belum https:/ f perizinan.n
melalui Aplikasi berlaku ganjukkab,.go.id/S
SIPENTOL efiektif (Draft)

2. | Pemohon 1. [zin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah . belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen | efektif (Draft) vang telah | Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke “ diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
PR persyaratan Aplikasi https: [/ perizinan.n

SIPENTOL | ganjukkab.go.id/

' 3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikast dokumen
kelengkapan \O- Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinyatakan
permohonan lengkap,

_ permohonan
diteruskan kepada
Tim Telknis;

b. Apabila
dokumen
persyvaratan
dinyatakan tidak




(]

bengkap,
permchonan
ditclak dan
dikembalikan
kepada pemiohon
disertal dengan
alasan penalakan
serta diberiken
fszilitasi pelayanan
gune mencukup
kekurangan
persyaratan.

. | Tim Teknis
memvyeridicasi

PErByAratan

Verilikasi
kelenghkapan

1 Berita Acara
Pemerleasan

Apabila dalym
rangks klerifikssi
dan verifikasi
dokamen
persyaratan teknis
dinyatakan telah
e i
persyaratan /
belum meme muhi
persyaratan teknds,
maka permohonan
diterusken

Wepadn Kepaln
Dinas untuk
mervdapat
persetnjuan f
petiolakcan
Rekonoendasi
Teknis yang
discrtai dengan
Berila Aver.




. | Kepala Dinas

PLIPR
mengupload
Surat
Persetujuan
Permohonan
[Rekomendasi)

Verilikasi dan
Validasi
Penerbitan lzin
melalui Aplikasi
| SIPENTOL

Berita Acars
Pemerikaann

11 Jam

Lzin Terbit

1 dam

—=af

Persetujuan | Pengesahan [/

/ Penolakan | Penolakan oleh

Permohonan | Kepala Dinas PUPR
secara elektronik

Izin telah Diterbitkan oleh

Berlaku Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

AYANAN TERPADU SATU PINTU



LAMPIRAN XLVI
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PEMANFAATAN SEMPADAN JALAN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP 188/ Y7 /K/411.308.46 |
TEIIH_EEI Pembuatan 19 Juni 2024 S '
. Tanggal Revisi 19 [uni 2024
| Tanggal Efektif 19 juni 2024 —
Disahkan oleh KEPALA DINAS
KEPALA DINAS _ A BA T MﬂI}ﬂL DAN
PENANAMAN P i
MODAL DAN Vs vw.
PELAYANAN i
| TERPADU SATU i @ 25 ¢ .
PINTU | \ErtRwoBuUjoNO, S HUL
KABUPATEN "1% 4Pembina Fingkat | I
NCANJUE _ ' WIP.196709121997031004
MNama S0P SURAT Ifh?EﬁTﬁHFAATAH
SEMPADAN JALAN
Dasar Hukum: —l Kualifikasi Pelaksana:

[ lJnl:l.'ang I.InLIar:g. Nomor 25 Tahun 2009 | | 1. Kualifikasi Pendidikan DI /DIV /5]

2.

S

. Peraturan

tentang Pelavanan Publik

Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 I
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana |
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023

tentang Penetapan Perppu Nomor 02
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang

Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Pemerintah  Nomor 6

Peraturan Tahun

2. Berpenampilan menarik (senyum,

linear dengan bidang tugas;

salam, sapa, sopan, dan santun);

. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha,;

Memiliki penpgetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dif Daccah

6. Perstiran Pemerintah Nomer 7 tahun

2021 wntang Kernedahan, Pelindungan,

dan Pemberdayaan Koperasl dan Usaha
Mikoro, Kedil, dan Menenyah

7. Peramran Presiden Momor LO Tahun 202 L
tentang Bidang Usaha Penanamen Modal

8. Peraturan Menter Dalam MNegert Nomor
L1386 Tahun 2017 bentang Penyshengaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dasrah.

9. Perameran Menkeri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyar Nomar 5 Tahun 20Z

tentang Persyaratan Tekniz Jalan
FPerencanaan Teknis |alan;

10. Peraturan Bupad Nganjuk Nomer : 473

Tahur 2023 tenbtang Pendelegazian
YWewenang Penyelenggaraan Perizinan dar
Monpenzinan lkepada Kepala Dwnayg

Penananmn Modal dan PelayananTerpady
Satu Pintu Kabupaten Nganjuk

11 Kepuwtusan  RBupsd Mganjuk  Momor
19E,/46/K/4 11.308/2018 wentang Kode
Etik Aparatur Sipil Negara di Linglungan

&. Mampu berkoordinasi
efekrif dan efizien;
Memiliki kemampuwan kerjasama
tim;

Mampu
koemputer:dan
Memahami  penggunsan  aplikasi
pelayanan  khususnya Aplikasi
Program Pelayanan Perlzlnan Non
Usaha SIPENTOL

dengan
7.

8. mengopaerasikan

DFMPTSF Kabupaten Nganjuk
Keterkaltan:

Perulatum /Fevienphkapan:

Layanan bagi Masyarakat

Berkebutuhan Khosus;

Ruang Tunggu;

Ruang Konsultazi dan Fengaduan:

Ruang Laktasi;

Tempat Ibadah/Mushola;

Ruang Rapat;

Kendaraan Operasianal;

Alat Komunikasi;

- Koneksi / jaringan internet;

10 Pusat data server;

11. Kotak pengaduan;

12. Perangkat komputer, printer, dan
SCANNET;

13 Mesin antrian;

14.Alat pengukor ¥epuasan layanan;

15. Laman fwahsite {SIPENTOL)} dan
e-mif;

16. Alat Tulis Kantor

17.Brozun;

18.Banber dan

19. Mlat/fasilitas  pendukung

lainnya sesuai dengan Kebuahan.

o

bl i A

Peringatan:

Pewoataias dan Fendatsan:

Jika Standar Operasional Frosedur ini
tidakk dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum

dapat diproses.

Disimpan sebagai data elektyonik
dammanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PEMANFAATAN SEMPADAN JALAN

No |  Kegiaian Pelaksana B ‘Mutu Baku _ Keterangan
: Kepala |
Tim : SIPEN | Persvaratan /
| Pemohon | F Teknis wmuﬂﬂ. TOL Kelengkapen Waktu Output
1 2 3 | =4 5 2 ] ~— B 9 10 11
1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ | SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
| permohonan : ¥ _ belum hitps: / perizinan.n
- melalui Aplikas] ' berlakuy ganjukkal,go.id

| | SIFENTOL | efektif (Draft)

2. | Pemohon - 1. lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi

| mengunggah - belum berlaku | persyaratan | Perizinan Non

_ dokumen efektil {Draft) | vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2, Berkas dinnggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi 7 dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan | Aplikasi | hitps:/ /perizinan,n

SIPENTOL gnnjubkkab. go id/

m = R _

_ 3. | Front Office Dokumen 1 Jam | Hasil " &, Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan |ﬂO _ Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinyatakan
permohionan lengkap,

permohonan

_ diteruskan kepada

_ . _ Tim Teknis;
_ b. Apabila
dokumen

persyaratan

dinvatakan tidak




kngkap,

permohonan
\_ ditolak cdan

dikembalilkcan :
kepada prmobon
diserial dengan
alasat penolakar
serta diberikan
Iasilitasi pelayanarn
fana mencukupi
ke knrangan
peTaTATAtAT,

| Titn Telols Yenfikasi 2 Hari  Berita Acgnn | Apablla dalam

e
e werifikeani ¥elenghkapan . Pererlksaan | rangks kiarifikasi
PErsyaratat berkaz dan verifikasi

teknis dokumen
persyaretan teknis
dimyatakan telah
memesnuhl
m persyaratan f

belum memenuhi
perayaratan taknis,
mala parmwahonan
diteyuslean

kepada Kepala
MHoas nnmk




3.

Kepala Dinas
PUFR
mengupload
Surat
Persetujuan

Permohonan
|
| (Rekomendasi)

Verifikasi dan
Validasi
Penerhbitan [zn
melalui Aplikasi
SIPENTOL _

_ Berita Acara 1 Jam Persetujuan Pengesahan [/
| Pemeriksaan J/ Penolakan Penolakan oleh
Permohonan | Kepala Dinas PUPH
secara elektronik
_
Izin Terhit 1 Jam Izin telah Diiterbitkan oleh
I'H ﬂ Berlaku Kepala Dinas
[ Penanaman Modal
dan Pelayanan
- | — Terpadu Satu Pintu
8 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ALUPATEN KGAN]UK

%ﬂmﬁa BUJONO, 5 Hut

BINATINGKAT [
T96709121997031004



LAMPIRAN XLVII
KEFUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADL
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADLU  SATU PINTU
KABUPATEN NGAN|UK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN SEWA TANAH PENGAIRAN NON PERORANGAN

A DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
= [NomorSoP  [188/ Y9 /K/411.30847

A Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024

. | Tanggal Revisi 19 juni 2024 N

REE | Tanggal Efektif 19 Juni 2024

I Disahkan oleh KEPALA DINAS

KEPALA DINAS - PENANAMAN MODAL DAN
PENANAMAN A P_HH"“
MODAL DAN [ &7
PELAYANAN Y - 1
TERPADU SATU '-\\-’I Palliar, P57
FINTU \» 0 BUJONO, S.Hut
KABUPATEN H’i’?‘ﬁ inaTingkat |
NGANJUK . \ﬁqm;umg?uamm

‘ ﬁﬂl‘l'.lﬂ SﬁP

SURAT IZIN SEWA TANAH
PENGAIRAN NON PERORANGAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

L
tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
zehagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomaor 06 Tahun 2023
tentang Penctapan Perppu Nomor
02 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011

fentang Sungai;
Peraturan Pemcerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

2

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 | 1, Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/S1 |

linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun };
Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

Z.

3.

tentang




Beruzaha Berbasiz Risiko ]

¢ Peraturan Pemermnteh Nomor & Tahuo
2021 tANAn g Penyelnggaraadn
Perizinan Berusaha di (kaerah

7.  Peramran Pemwerinah Nomor 7 tahun
2021 wntang Kerwlahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasl dan Usaha
Mikro, Kecll, dan Menengah

B. Peraturan Prasiden Nomor 10 Tahun
Z0Z1tentang Bidang Usaha Fenanaman

Modal
Q.  Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 Tahun 2017 encang

Penyelonggataan  Pelavanan  Terpadu
Satu Pintu Daerah.

10. Perstwran Rupad Nganjuk Nomor @ 43
Tahun 2022 mntang Pendelagacian
Wewenang Peanyelenggaraan Ferizinan
dan Nonperrrdnan kepada Eepala hnas
Penanaman  Maodal  dan Pelayanan
Terpadu Saru Pintw Kabupsaten Nganjuk

11. Keputusan FBupatl Nganuk Nomor
16846,/ K/411.308/1018 kentang Kode
Etik Aparatur Sipil Negora di Lingkungan
DPMPTSE Kabupaten Nganjuk

t». Mampu berkoordinasi  dengan
efektf dan eflsien;

7. Memiliki kemampuan Kkerjasama
Lim;

2. Mampu mengoperasikan
komputer;dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya  Aplikasi
Frogram Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Keterkeatan:

Peralutah/Ferlenghapan:

1. Lavanan bagl

MasyvarakatBerkebutuhan

Khusus:

Ruang Tungguw;

Ruang Konstltasi dan Pengaduan;

Ruang Laktasi;

Tempat [badah/Mushola;

Ruang Rapat;

. Kendaraan Operaslanal;

8. Alat Komunikasi;

2. Koneksi f Jaringan internet;

19, Pusal data server;

11. Kotak pengaduan;

1Z. Perangkat komputer, printer, dan
SCAmner;

13. Mesin antdan;

14. Alat pengukur kepuasan layanan;

15. Laman fwebsite (SIPENTOL) dan
£-mail;

16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

19 Alat/fasilitas pendukung
lainnyvasagual dengan kehutuhan.

bl ol

Mo

PFeringatun:

Pencatainn dan Pendataan:

Jlka Standar Operasional Frosedur ini
tidak dilaksznakan aken berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum

dapat diproses.

Disimpan sebagai data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN SEWATANAH PENCAIRAN NON PERORANGAN

L SRS SN

Mo Keglatan Pelaksana - . Mutu Baku Keterangan _
Kepala % |
| Pemohon | FO | =™ | Dinas | SN ﬁ“ﬁﬁﬂn Waktu Output |
1 | 2 3 4 | 8§ 6 ¥ 8 9 10 11
1. | Pemohon _ Akun 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan | SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
permohonan » belum hitps:// perizinan n
melalui Aplikasi berlaku mnjukkab po.id
SIPENTOL efektifl (Draft)
i |
2. | Pemohan _ | 1, Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah 7| | belum berlaku persyaratan | Perlzinan Non
dokumen 7 efektif (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melaln
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL | persyaratan Aplikasi https: // perizinan.n
_ SIPENTOL ganjukkab.go.id/
— |
3. | Front Office _ Dokumen 1 Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi _ Pemenuhan verifiloasi dokumen
kelengkapan . O Persvaratan kelengkapan | persyaratan
berkas _ berkas dinvatakan
permohonan Iengkap,
permohonan
diteruskan kepada
” Tim Teknis;
. b, Apabila
7 _ dokumen
persyaratan
s - N dinyatakan ridak




kengkap,
permohonan
ditalak dan
dikembalikan
kepada pemohon
disertai dengan
alesan pocrolaboan
aeTta dibetikan
fazilityai pelayanan
gunsa mencokupl
kekurangam
DEFIVATALAN,

VerifGkasi

Berita Acars
Yalsnpitapan i

memwerifikasi Femerikssan

PErayaratan
el

Apabile dakm
rangka klariikasi
dan verifikasi
dolzymen
peesveratan teknis
dinyatakan t¢lah
e mennhd
persyaratan /
belum memenuhl
persyaratan teknis,
makm permehonan
diteru skan

kepada Hepals
Dinas antuk
mendapat
persetujuan /
perolaken
Rekonendand
Teknis yang
dizertai dengan
Herita Acaba,




Kepala Dinas Berita Acara | Jam Persetujuan | Pengesahan /
PUPR Pemeriksaan { Penplakan | Penolakan oleh
mengupioad Permohonan | Kepala Dinas PUPR
Surat secara elektronik
Persetujuan ”
Permohonan I
[Rekomendasi) |
Verifikasi dan Lzin Terbit 1 Jam lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi IL — Berlaku | Kepaia Dinas
Penerhitan Izin | Penanaman Modal
melalii Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL ]| | Terpadu Satu Pintu
9 Hari =

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

09121997031004



LAMPIRAN XLVIII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ .43
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU  PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP

188/ Y9 /K/411.308.48

' Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

| 19 Juni 2024
. 19 Juni 2024

Disahkan oleh

KEPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYAMNAN
TERPADU SATU
PINTL
KABUPATEN
NGANJUK

KEPALA DINAS

i 121':1‘?'?03113@4

Nama SOP

SURAT 1ZIN PENGUMPULAN UANG
ATAU BARANG

Dasar Hukum:

1.

2.

4, Peraturan Menter

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
teralkhir dengan Undang-Undang Nomaor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023

tentang Penetapan Perppu Nomor 02
Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang

Sosial  Republik

H‘.'uahﬁkasl F'elaiuana

1. Kualifikasi Pendidikan DII/DIV /5]
linear dengan bidang tugas:

2. Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non

Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 6. Mampu berdoordinasl dengan
Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau|  efektif dan efisien;
Barang; 7. Memiliki kemampuan Kerjasama
5. Peraruran Pemerintah Momor 5 Tahun 8 tl'-l'lm;
2921 tentang Penyelengearaan Perlzinan [ Ic::pﬁ:::erv dan mengeperasikan
Berusala Berbasts Risiko 9. Memahami penggubaan apliliasi
6. Peraturan Pemerintah Nemor -ﬁ-Tah_u_n pelayanan  khususnya  Aplikasi
2021 tentang Penyelengparaan Perizinan Program Pelayaban Perizinan Non
Berusaha di Daerah Wsaha SIPENTOL.
7. Peraturan Pemarintah Nomor 7 tahun
2021 tentang Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan Uzaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
8. Peraturan Presiden Bomor 10 Tahun
202 1tentang Bldang Usaha Pananaman
Madal
2. Feraturan Menteri Dalam Negerl Nomaor
138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpado
Satu Fintu Daerah
10, Peraturan Bupatl Nganjuk Motnor ;43
Tahun Z{K23 tentang Pendelegazian
Wewsnang Penyelenggaraan Perfzinan
dan Nonperizdinan kepada Kepala [Mnas
Penanaman Modal dan Felayanan
Terpadu Satu Pintu Xabupaten Mganjuk
11. Xeputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Sipil Megara i
Lingkungan DPMPTSF Kabupaten
| Hzanjuk
Keterkaitan: Peralatat /Pavlengkapan:
1. Layanan bagi
MasyarakatBerkebuiuhan
Khusus;
2. Buwang Tunggu;
3. FRuang Konsultasi dan Pengaduan:
4 Buang Laktasi;

5  Tempat [badah /Mushala;

4. Ruang Rapat;

7. Kendaraan Qperaslonal;

8. Alat Komunilkasi;

9. Koneksl / jatingan internat;

10.Pusat data sarvenr;

1i.Ketak pengaduan;

12.Perangkal komputer, printer, dan
sCanner;

13. Mesin antrian;

14 Alat penpgukur kepuasan layanan;

15.Laman/fwebsite [SIFENTOL) dan
e-mall;

16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;




e a

1B.Banner dan
19.AlatfFagilitas pendukung
lainnyasesual dengan kebukahan,

Peringabia:

Pancatatan dan Pendatsah:

Jika Standar Operasional Prosedur inl
tidak dilakzanakan akan hberdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses.

Disimpan s=bagal data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

No | Kegiatan Pelaksana Mutu Haku Keterangan
Kepala .
Pemohon | FO .ﬂnﬂﬂmm Um E.mw_ U.“.M__mh.z ﬂnﬂﬂ%ﬂﬂhﬂh‘h Wakitu Crutput
- %} _ s — -
| 3 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
1. ,_uﬂE__..._...uu Akun 0.5 Jam | Izin Non | Aplikasi SIPENTOL
mengajukan SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan . 4 belum hitps:/ / perizginan.n
melalul Aplikasi _ berlaku ganjukkab go.id/
SIPENTOL efektil [Drafi)
| 2. | Pemohon 1. [zin vang 0,5 Jam File dokumen = Sistem Informasi
mengunggah _l belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektif (Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan ; 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
| BIPENTOL persyaratan Aplikas: hitps: / / perizinan.n
_ SIPENTOL ganjukkab. go.id/
: == = - | ]| B
3. | Front Office | Dakumen I Jam  Hasil ' a. Apabila
memverifikasi . Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan |+ Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinyvatakan
permohonan lengkap,
| permohonan
. 1 | diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila
| dokumen
1 o | persyaratan




(]

dinyateken tidak
lengkan,

permGheman
ditnlak dun
dilembeabilian
keyada pemchon
disertai dengan
alisan penclakaT
sena diberikkan
fagrilitAs] pelAYAnAn
guna mencukupi
ke RUrEnPAT
persvATAtan.

. | Tim Teknis
memverifika =i
persyaratan

Verilikasi
kekengkspan

Berita Acarg
Pemeriksaan

Apabils dalam
rangka kiariflcasi
dan verifikasi
dakumen
perayaratan teknis
dinyetaker telah
mementshi
perayaratan f
belutn memenuhl
peryvaratan celonds,
maka permohonan
dit=ruskan

kepade Kepals
Idnas unk
mendapal
persetujuan /
penolakan
Rekomendasi
Teknis yang
disertai dengan
Berita Acara.




.....

Kepala Dinas Berita Acara | 1 Jam | Persetujuan  Pengesahan /

| Sosial Pemeriksaan | f Penolakan | Penolakan oleh
Pemberdayaan | Permohonan | Kepala Dinas Dinas
Perempuan dan Sosial
Perlndungan Pemberdayaan
Anak Perempuan dan
mengupload Perlindungan Anak
Surat secara elektronik
Persetujuan
Permohonan

| (Rekomendasi) | =
Verifikasi dan L m lzin Terbit '1Jam | Izin telah Diterbitkan oleh
Validasi 7 TD | Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan Izin . Penanaman Madal
melalui Aplikasi dan Pelayanan
SIPENTOL

| 9 Hari

Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

PURWO BUJOND, 5.Hut
A TINGKAT |
SABET09121997031004



LAMPIRAN XLIX
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN

MODAL DAN

PELAYANAN TERFADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ |
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAMN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGAN|UK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PENGGUNAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

A. DOKUMEN 5STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KEPALA DINAS

- Nomor SOP | 188/ 9 /K/411.308.49
N _Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
| Tanggal Revisi 19 Juni 2024
Tanggal Efektif 19 Juni 2024

Disahkan oleh

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN

PENANAMAN PFFEF

MODAL DAN 3

PELAYANAN .

TERPADU SATU Iﬂ

PINTU | mamn D, S.Hut

ML Y R ‘Pembina Fingkat |

NCANJUK - 'NIP196709121997031004
Nama SOP SURAT IZIN Pﬁ_ﬂﬂ{;{mmw RUANG

TERBUKA HIJAU [RTH)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

IE.

Lx

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
sehapaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
lIndang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 |
tentang Penetapan Perppu Nomor 02
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang

Peraturan Daerah Kabupaten MNganjuk
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Pohon Di Tepi Jalan Milik

1. Kualifikasi Pendidikan DI/ DIV/SI
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, suopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;
Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;




Pemerinish Daserah;

2. Peratwran Pemanintah Nomor S5 Tahtun
2021 rantang Panyelrnggaraan Perizminan
Berusaha Berbasis Risiko

6. Paraturan Pemetintzh Nomor & Tahtn
U221 tentang Pehyeléengeaiaan Perizinan
Berusaha di Daegrah

7. Peraturan FPemerintah MNomar 7 tahun
2021 wentang Kemudahan, Pelindungan,
dan Pemberdayaan Koperasi dan  Usaha
Mikro. Kecil, dan Menengsh

B, Peraturzn Presiden Nomor 10 Tahun 2021
t=ntang Bidang Usaha Penanaman Modal

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah,

10. Peratoran Bupati Nganjuk Nomor @ 43
Tahurn 2023 tentang Pendelegagian
Wewenang Penyelenggaraan  Perininan
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Pocnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Fintu Kabupaten Nganjck

11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
189/46/K411.300/2018  reatang Kode
Exdk Aparatur Sipil Hegara di Lingkungan
DPFMETSP Kabupaten Nganjuk

S. Mampu berkoordinasi dengan
elektif dan efisien;

7. Memiliki kemampuan Kkerjasama
Hm:

8. Mampu mengo perasilan
kamputer;dan

9. Mamahami penggunaan aplikagi
pelayanan kKhususnya  Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Keterkaitan:

Peralacan /Perlengkapan:

1. Layanan bagi

M asyarakatBerkebutuhan

Khusus;

Ruang Tunggu;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Ruang Lakeasi;

Tempat |badah /Mushola;

Ruang Rapat;

Kendaraan Operasional;

Alat Komunikasi;

9. Keoneksl fjaringan internet;

10, Pusat daka server;

11.Kotak pengaduan;

12. Perangkat knmputer, printar, dan
SCANNCT;

13.Mesin antrian;

14.Alax pengukur kepuasan layanan;

15.Laman/wehsite {SIPENTOL) dan
= T 1)

16 Alae Tulis Kantor

17.Brasur;

18. Banner dan

19.Alatflasilitas  pendukung
lainnyasesual dengan kebutubhan,

B BN

Peringatan:

Pencatatan dan Pendatann:

Jika Standar Operasiona! Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikutnya belum
dapat diprozes. |

Disimpan sehagai data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT 1ZIN PENGGUNAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

e piatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Permohon s | Dinge i Keicnguapan | Wekts | Outout
2 A q 10 11
Pemaohon Akun 0.5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
- mengajukan SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan belum https: )/ perizinan.n
melalui Aplikasi - berlaku ganjukikab.go. id /
SIPENTOL efektif (Draft)
Pemohon 1. lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah belum berlaku persyamtan | Perizinan Non
| dokumen efektif (Draft] vang telah Usaha SIPENTOL
persyaratan 2. Berkas diunggah ke  diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam | laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi | https;/ /perizinan.n
SIPENTOL ganjukkab.go. id/
Front Office Dokumen 1 .Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas berkas dinyatakan
permohonan lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
Tim Teknis;
b, Apabila
dokumer
7 persyaratan
dinvatakan tidak

lengkap,




perrnohonan
ditolak dan
dikembalikat
kepada pemohon
disertal dengan
alasan penclakan
serta diberikan
fasilitasi pelayamen
guna menculopi

kekutangah
ryvaratan,

.| Tim Teknis Vernifikasi 8 Heri | Berita Acara | Apabila dalam

memveriilicasi kelengkapan Pemeriksaan | rangka klarifikasi
PETSYATALATI berkos dan verifiksei
tekriis dokumen
persyaratan ks
dinyatalkan tclah
meToenuhi
persyaratan /
belum memenuhi
persvaratan weknis,
maka permohonan
ditertalesn

kepada Kepala,
Cinas untuk
mendapat
persslujuan f
pcnolakan
Rekomendagi
Teknis yang
disertal dengan
Berita Acara.




' 5. | Kepala Dinas Berita Acara | 1 Jam | Persetujuan | Pengesahan |
LH mengupload Pemeriksaan / Penolakan Penolalkan aleh
Surat Permohonan | Kepala Dinas LH
Persetujuan | secara elektronik
Permohonan

“ (Rekomendasi)

6. | Verifikasi dan Izin Terhit 1.Jam | lzin telah Diterbitkan oleh

_ Validasi 4 _ Herlaku Kepala Dinas
Penerbitan lzin H_ Penanaman Modal
melalui Aplikasi dan Pelavanan

SIPENTOL Terpadu Satu Pintu
_ O H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN L
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYAMNAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGAN|UK
NOMOR 188/ M9
JK/411.308 /2024
TAHUN 2024

TENTANG STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PENGELOLAAN POHON TEPI JALAN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

= Nomor SOP 188/ '—_EI /K/411.308.50

N Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 =

' Tanggal Revisi 19 Juni 2024 ==

"‘-\.__LH; Tanggal Efektf 19 Juni 2024

Disahkan nleh ' KEPALA DINAS

KEFALA DINAS PENANA
PENANAMAN S opTep MAR MODAL DAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU ‘\ :
KABUPATEN em
NGANJUK Trﬁs%gu 1997021004

Mama SOP

SURAT IZIN PENGELOLAAN POHON
TEPI JALAN

- 1

2.

 Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

Undang-Uindang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah schbagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Momor 086 Tahun Z023
tentang Penetapan Perppu Nomor 02
Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 7 Tahun 2014

Tentang |

1. Kualifikasi Pendidikan DI /DIV /5]
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun};

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan

informasi publik;

e



! Perlindungan Pohon D5 Tepi |alan Mk
Pemevintah Dagrah;

5. Peratsran Pemerietak Nomor 5 Tahun
2021 wntang Penyelenggaraan Perrzinan
Barusaha Berbaziz Rizsika

6. Peraturan Pernarntah Nomor & Tahun
2021 eenmng Penyclenggaraan Parizinan
Berusaha di Daerah

7. Peraturan Penenineah Nomor 7 lahan 2021
tentang Kemudsahan, FPelindungan, dan
Pemnberdayaan Koperusi dan Usaha Mikro,

| Keqll, dan Menengah

8. Paraturan Bresiden Nomor 10 Tahun 2021

i tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

‘9. Peramran Menterd Dalam Neperl Nomos

: 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu Sate Pintn Daarah.

10. Peraturan Bupsti Nganjult Homor @ 43
Tahun 2023  tentang Pendelepaszian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan
Nenperizinan kepadn  Kepola Dines
Penanaman Modal dan PelayananTerpadu
Satu Pintu Kabupatch Hganjuk

11. Kepurusan Bupad Nganjuk Nomar

| 1B8/46/K/41130D/2016  tentang Kode
Btk Aparatur Sipll Negara di Lirghungan
DPMPTSP Kabupestén Nganjuk

2rtulis denpan baik;

6. Mampu berkoordinasi dengan
efektif dan efsien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama
tim;

8. Mampu mengeparasikan
kom puter;dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelavanan khususnya  Aplikasi

Frogram Pelayanan Pedzinan Mon
Uzaha SIPENTOCL

Feterkaltan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Layanan bhagi
MacyarakatBerkeburuban
Khiasus;

2. Ruang Tungguw;

3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

4. BRuang Lakiasi:

5 Tempat Ibadah/Muchela;

6. Ruang Rapat;

7. Kendaraan Operaslonal;

8. Alat Komumikasi;

9. Koneksi f jaringan interner;

19.Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

1Z.Perangkat kemputer, printer, dan
SCANNET:

13.Mesin antman;

14. Alat pengukur kepuasan layanan;

15 Lamanfwebsite (SIPENTGL) dan
e-praif;

16.Alat Tuliz Kantor

17.Brosur;

LB. Banner dan

19.Alatflasilitas  pendukung
lainnyvasesuai dengan kebutuhan.

[ Peringatan:

Pencatatan dan Pondataan:

Jika Standay Operasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak

Disimpan sebagai data elektronik
dan manual




padatahap pelayanan berikutnya belum
ifapat diprases.




B. FLOW CHART SURAT IZIN PENGELOLAAN POHON TEPI JALAN

—_— —

Ko Kegiatan | _Prlaksana Mutu Baku Keterangan
. Tim Kepala SIPEN | Persyaratan /
- Pemohon = FO Teknis | Dinas LH TOL Kelengkapan Wk ik

1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10 P |

- 1. | Pemohon Akun 0,5 Jam | [zin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
permohonan » belum hitps: // perizingn.n
melalui Aplikasi N _ berlaku anjuklabopo.id

| SIFENTOL | efektil [Draft)

‘2. | Pemohon | 1. Izxin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektifl (Draft) yang telah Usaha SIFPENTOL
persyaratan | 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam L marn
SIPENTOL persyaratan Aplikasi Rups// perizinan.n

SIPENTOL ganjukkab.go.id/
3. | Front Office Dokumen 1 Jam Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
| kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persyvaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan lenglkap,
_ permohonan
diteruskan kepada
[ Tim Teknis;
b. Apabila
dokumen
7 /l\— drkaken
dinyatakan tidak
lengkap,




permahanan
ditelak dan
dikembalikan
kepadsa pemohon
disertai dengan
alasan penolakan
serTa ditecikan
fasilasi pelayvanan
Euna mencukupd
kekurangan
perzyaratarn.

. | Tim Teknis
memverifikasi
perayaratan

Verifllasi
ke lenghkapan
beeriins

Benita Acars
FPemeariksaen

— —_— —_

Apabila dalatn
ranglva klarifilcasi
dan verifiltasd
dokumen
prrsyaratan teknis
dinyatakan wkh
mementhi
persyaratan f
hum memenuhi
persyeratan seknis,
mekea permohonan
diternsken

kepada Kepaln
Dvnas untuk
mendapat
persetujuan [
pemalokan
Rrkomendlasi
Teknis yang
diseriai dengan
Benika Acarp,




- __n.wﬁuF Dinas Berila Acara l Jam | Persetujuan | Pengesahan [
Linglungan Pemeriksaan { Penclakan | Penolakan oleh
Hidup Permohonan | Kepala Dinas
mengupload Lingkungan Hidup
Surat secara clektronik
Persetujuan
Permolwonean
(Rekomendasi) | . | ey w1

.| Verifikasi dan Lein Terbit 1Jam | lzin telah Diterbitkan oleh
Validasi | Berlaku Kepala Dinas
Penerhitan [zin _ Penanaman Modal
melalui Aplikasi | dan Pelayanan
SIPENTOIL _ Terpadu Satu Pintu

= 9 Hari |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

%Eﬂﬂ NGANJUK



LAMPIRAN LI

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 9
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PRDSEDUR
SURAT IZIN FENDIRIAN BURSA KER)JA KHUSUS [BKK)

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

TN

KEFPALA DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN

| PELAYANAN

TERPADU SATU
PINTU
KABUPATEN
NGANJUK

Dasar H j.]lgl:_l_._l_t_'n:

Nomor SOP 188/ 49 /K/411.30851
. Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024

Tanggal Revisi 19 Juni 2024

Tanggal Efektl 19 jJuni 2024

Disahkan oleh

KEPALA DINAS
{AT AN MODAL DAN

i

TWO BUJORO, 5.Hut
Fembina Tingkat |
NI 196709121997031004

Mama S0P

SURAT IZIN PENDIRIAN BURSA
KERJA KHUSUS (BKK)

Kualifikasi Pelaksana:

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/SI
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;




> Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik:

6. Mampu  berkaordinasl dengan
efektdf dan efisien;

7. Memllikl kemampuan kerjasama
tim;

8. Mampu mengoperasikan
komputer;dan

9, Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khusuznya Aplikasi
Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Kekerkaltan:

Puralataaneﬂenm.

. [-ayanan bagi
MasyarakatBerkcbutuhen
Khusus;

2. Ruang Tunggu;

3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan:

4. Ruang Laktasi;

5 Tempat Ibadah/Mushola;

&, Ruang Rapar:

7. Kendaraan Gperasional;

8. Alat Komunmikasi:

2. Koneksi / jaringan intermet:

10. Pusat data server;

11.Kotak pengaduan;

1Z. Peranghat komputer, printer, dan
ACANNER;

13.Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan;

15, Lamanh/weksite (STPENTOL) dan
a-muoll:

156.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

19.Alat/Fasilitas pendukung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.

Paringatan:

Pencatatan dan Pendatsan:

Jika Swandar Operasional Prosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayvanan berikutnya belum

dapat diproses.

Disimpan szbagal data elekoronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS (BKK)

No kegiatan | Pelaksana Mutu Baku Keterangan |
; | Kepala
Tim SIPEN | Persyaratan / [
Pemohon FO : Dinas Walktu Output
. Teknis Kisehatih TOL Kelengkapan _
1 2 3 4 35 6 7 B 9 1o - | 11
| 1. | Pemohon Akun 0.5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL |
mengajukan _II_ SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui _
permohonan belum | hitips: | f perizinan.
melahu Aplikasi - _ berlaku | ganjukkab.go.id/
SIPENTOL efektil [Draft)
2. | Pemohon . _ 1. lzin yang 0,5 Jam | File dokumen & Sistem Informasi
| mengunggah o belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
_ dokumen efektif (Draft) vang telah | Usaha SIPENTOL
_ persyaratan _ 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam | laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi | https:/ / perizinan.n
| SIPENTOL ranjukkabygo. i/
| 3. | Front Office . Dokumen 1.Jam | Hasil a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
kelengkapan Persyaratan kelengkapan | persvaratan
berkas | berkas dinyatakan
permohonan lengkap,
permohonan
diteruskan kepada
Tim Tcknis;
b. Apabila
dokumen
_ persvaratan
_ . _ i . . . | dinvatakan tidak




| T Teknas Verifkesi BHarl | Benila Acara | Apabila daiam

e nve rilllon si kelengkapan Fermerksaan | rangka klarifikesi
PerSyaratan berkas dan veribkasi

wknis dokumen
persyaratan tehonis
dinyatakar telah
11 LI
persyaratan |




5 | Kepala Dinas ‘Berita Acara l.Jam | Persetujuan | Pengesahan [
Kesehatan Pemeriksaan J Penolakan | Penolakan oleh
mengupload Permohonan | Kepala Dinas _
sSurat | Kesehatan secara
Persetujuan elekironik |
Permohonan
[Rekomendasi)

Verifikasi dan Izin Terbit 1.Jam lzin telah Diterbitkan oleh

Validasi Berlaku Kepala Dinas

Penerbitan lzin Penanaman Modal

melalui Aplikasi dan Pelayanan

SIPENTOL Terpadu Satu Pintu |
3 Hari

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

Eﬁ 1_1____:..__.: TERPADU SATU PINTU

__.:_u H.wmﬂuﬂu.m 1997031004



LAMPIRAN LII

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 3
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

. ———

B Nomor SOP 188/ Y7 /K/411.308.52 |
A Tanggal Pembuatan | 19 juni 2024 =
@3 | Tanpgal Revisi | 19 Juni 2024 ===l
- Tanggal Efektif | 19 juni 2024

Disahkan oleh HEF&M‘EINHS

KEPALA DINAS
FPENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
FPINTU
KABUPATEN
NGANJUK

PEHAHM'L&H MODAL DAN

' ﬂmhma.fﬂngknt I
NIP=18&709121997031004

‘Nama S0P

Dazar Hukum:

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SWASTA

| Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang |
Nomor 11 Tahun Z0Z0 tentang Cipta | 4,

Kerja
3. Undang-Undang Nemor 06 Tahun

1. Kualifikasi Pendidikan DIL/DIV/S] |
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun); |

|3. Menguasai Standar Operasional |
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;
Memiliki  pengetahuan tentang
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;




2023 tentang Penetapan Perppu  |5. Mampu berkomunikasi hsan dan
Namor 02 Tentang Cipta Kerja tertuliz dengan baik;
Menjadi Undang-Undang 6. Mampu  berkonrdinasi  dengan
. PP No. 4 Tahun 2022 temtang Perubahan | , ﬂ:ﬂﬂ:?“&ﬁ;ﬂ’ o Kert
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun [ ©* |~ pua Flasama
2021 rentang Standar Nazivnal Pendidikan; (g Mampu mengoperasikan
. Peraturan Pemerintah Noemor 5 Tahun kom puter;dan
2021 tentang Penyelenggaraan 9. Memahami penggunaan aplikasi
Perizinan Bervsaha Berbasis Rlsiko pelayanan khususnya  Aplikasi
. Peratucan Pemerintah Nomor 6 Tahun| Pregram Pelayanan Perlzinan Non
2021 centang Penyefenggaraan Usaha SIPENTOL.
Perizinan Berusaha di Daerah
- Peraturan Pemerintah Nemeor 7 tahun
2021 rentang Kemudahan,
Pelindungan, dah Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah
Peraturan Fresiden Nomor 10 Tahun
202 1Lrentang Bidang Usaha
Penanaman Modal
. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 138 Tahbun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Fintu Daerah.
10, Peraturan Bupad Nganjuk Nomor:
43 Tahun 2023 tentang Pendelegasia
Wewenang Penyelenggaraan
Perizinan dan Nonperizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Madal dan
PelayananTerpadu Satu Pinbn
Kabupaten Mganjuk
. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
183/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Apararur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
Hganjuk
Ketericaltan: j Peralatan/Perlengkapan:
1. Layanamn hapgi
MasyarakatBerkebutohan
Khusus;
2. Ruang Tungpu;
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
4. Ruang Laktasi;
5. Tempat 1badah/Mushola;
. Ruang Repat;
7. Kendaraan Operasional;
B. Alar Xomunlkask;
0. Koneksi [ jaringan internet; N




10. Pusar data server:

11.Kotak pengaduan;

12.Perangkat komputer, printer, dan
SEanmer:

13. Mesin antrian;

14.Alat pengukur kepuasan layanan;

15.Laman/website {SIPENTOL} dan
e-mafk;

16.Alat Tulis Kantor

17.Brosur:

18.Banner dan

19 Alat/fazilitas  pendukung
lainnyasesuai dengan kebutwhan,

Peringatan:

Pancatatan dan Pendataan:

Hka Standar Operasional Prosedur inl
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan barfkutnyva balbum
dapat diproses.

Disimpan sebagal data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN FPENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
T s | T Ty | rmeianey
Pemobon | FO | popn, bergie | TOL | Kelengkapan ool I o
2 3 4 5 B 7 B 9 10 11
1. | Pemohon . _ Akun 0,5 Jam | lzin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajukan | 4 7 SIPENTOL Usaha vang | diakses melalui
_ permohonan . - belum hitpes: )/ [/ perizinan. n
| melalui Aplikasi _ berlaku ganjukkah. go, i/
i | SIPENTOL _ elektif (Draft]
| |
_ 2. | Pemohon = i S B r 1. lzinyang | 0,5Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengunggah 4 T : belum berlaku persyaratan | Perizinan Non
dokumen efektil (Draft) vang telah Usaha SIFENTOL
persvaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melahai Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi bitps:/ / perizinan. o
SIPENTOL. panjukkab. go. id [
3. | Front Office | Dokumen 1Jam | Hasil ' a. Apabila
memverifikasi Pemenuhan verifikasi | dokumen
- kelenghkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
berkas Av berkas ' dinyatakan
| permohonan | lengkap,
permohonan
_ diteruskan kepada
| Tim Teknis;
b. Apabila
dokumen
persyaratan
| | B B | dinyatakan tidak




Iengkup,
permohonat
dimlak den
dikembalikamn
kepada pemohon _
diserta dengan
alasan penolakan
witn diberikan
fasilitasi pelayahan
guna mencukuapi
kekurangan

PeERYATA AN,

'4. 1§ Ttm Teknis Verifiknsl & Hari Berita, Acara | Apabile datam

mémverifikegi . kekngkapan Pemeriksaan | mogka klarifilragi
persyaratan berkas dan vergfilegsd
elnis dolon e
porayamtan telinds
dinyatakan telah
e e Mg
persyaratan /
Belup nosmenuhi
persyaratan teknis,
_ meks permohonan
. diteruskan

_ kepada Kepala
Dinas untuk
merdapat
persetujuan f
penolakan
Rekonmendasi

Telnin yang
+ disertai dengan
Berita Acara.




Kepala Dinas
Pendidikan
mengupload
LTt
Fersetujuan
Permohanan
{Rekomendasi)

Verifikasi dan
Validasi
Penerhitan Izin
melahii Aplikasi
SIPENTOL

Berita Acara 1 Jam Persetujuan | Pengesahan [
Pemeriksaan { Penolakan | Penolakan olch
Permohonan | Kepala Dinas
Keschatan secara
elekironik
lzin Terbit 1Jam | lzin telah Diterbitkan oleh
Berlaku Kepala Dinas
_ Penanaman Modal
' dan Pelayanan
| Terpadu Satu Pintu
9 Hari

-

KEPALA DINAS FENANAMAN MODAL DAN




LAMPIRAN LIII
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
FPELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188, 49
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERFPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

L "0

KEPALA DIMNAS
| PENANAMAN
| MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTLU
KABUPATEN
NGANJUK

Dasar Hukum:

| MomorSOP | 188/ Y9 /K/411.308.53 =
 Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 |
Tanggal Revisi 19 Juni 2024 '
Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS

~PENANAMAN MODAL DAN

a Tingkat 1
96709121997031004

Mama SOP

SURAT I1ZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN DASAR SWASTA

Kerja

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayvanan Publik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 20020 tentang Cipta

3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 02 Tentang Cipta Kerja

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/SI
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik [(senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun};

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayvanan perizinan Non |
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

| 5. Mampu berkomunikasi lisan dan

tentang




Menjadi Undang-Pndang

FF Mo. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan

atas Persturan FPemerinmah Momor 87

Tahun 2021 tentang Standar Nastonzl

Fendidikan:

5 Feraturan Femerintah Momor 5 Tahun

20%Z1 tentang Fenyelenggaraan

Ferizinan Berusaha Berbasis Rizike

Peraturan Femerintah Nomor & Talun

£0Z21 rentang Penyelenggaraan

Parizinan Beruzaha di Daerah

7. Paraturan Pem<rincah Nomor 7 tahun
2021 tentang Kemudahan,
Pelinduwngan, dan PFemberdayaan
Koperasidan Usaha Mikro, Kecil, dan

tertulis dengan baik;

0. Mampu  berkoardinasi
efektif dan efisien;

7. Memiliki kemampuan kerjasama
tigm;

dengan

3. Mampu mengoperasikan
komputer;:dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan Khususnya  Aplikasi

Program Pelayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

Menengah
B. Perzturan Presiden Momor 19 Tahun
Z0Z 1entang Bidang Usaha
Fenahatnan Modsl
S Peraturan Menieti Dalam Negerl
Moynor 130 Tahun 2017 tentang
Fenyelenggaraan felayanan Terpadu
Satu Plntu Daerah.
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor: 43
Tahun 2423 tentang Pendebegasian
Wewenang Panyelenggaraan Perlzinan
dan Nonperizinan kapada Kepala Dinas
Penanaman Moadal dan Pelayanan
Terpadu 5atu Pinta Kabupaten
Nganjuk
11. Keputusan Bupat Mganjuk NMomor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Edk Aparatur Sipil Negara di
Lmgkungan DPMPTSPE Kabupaten
Nganjuk
Keterkakan: Peralatan/Perlengkapan: 4
1. Layenan bapi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus:
2. Ruang Tunpgw
3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
4, Ruang Laktasi;
% Tempat Ibadah/Muzhola;
4. Huang Rapat;
7. Kendaraan Operasional;
3. Alat Komunikasi;

W

. Koneksi / jaringan interhet;
10.Pusac data server,

11. Kotak pengaduan:

12.Perangkat komputer, printay, dan

SCanner;




—_—

L3.Mesin antrian;

14. Alat pengukur kepuasan ayanan;

15.Laman fwebsite {SIPENTOL) dan
o-rmail;

16 Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

19 Alatffasilitas pendukung
lainnyasesuai dengsen kebutuhan,

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

[ika Standar Operasional Prosedur ind
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berkutnya belum
dapat diprosas.

Disimpan sebagai data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA

_No|  Kegiatan Pelaksana Mutu Baku_ Keterangan
_ ) Kepala
Tim SIPEN | Persvaratan f
Permnohon Teknis _U_EW%E«. | oL Relengl | Wakitu Output
m 2 3 | & (i 7 8 9 10 11
1. | Pemohon | Akun | 0,5 Jam | Izin Non Aplikasi SIPENTOL
mengajikan _ SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan -._II__ belum https: / / penzinun, n _
melalui Aplilasi i m berlaku ganjukkab. go.id/ |
| SIFENTOL _ . cfektif (Draft) |
| 2. | Pemohon 1. lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
| mengunggah - belum berlaku persyaratan | Periginan Non
dokumen _ efekul {Draft) vang telah Usaha SIPENTOL
persyAratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi _ dokumen dalam laman
SIFENTOL persyaratan Aplikasi https: / / perizinan.n
_ SIPENTOL ganjukdcab.go.wd/
. ! _
J. | Front Office _ Dokumen 1 Jam Hasil a. Apahila
- memverifikasi Pemenuhan verifikasi dokumen
_ kelengkapan — _ Persyaratan kelengkapan | persyaratan
_ berkas _ berkas - dinyatakan
permohonan lengkap,
permohonan
| diteruskan kepada
Tim Teknis;
b. Apabila
_ dokumen
persyaratan

dinyatakan tidak |



;_..u__nﬁ“_uu
permolionan
ditolak dam
dikembalikan

kepads pemohon
disertad dengan
alasan penolakan
serta diberikan
fasilitasi pelayanan
putia mencukup
kekurangan
persyarotan.

.| Tim Tebois Verilicas 2 Hari Berita Acara | Apabila dalam

memverifiloagi kckengkapan Pemeriksann | ranglca klarifikesd
PECAYAra T berkas dan verdileasi
teknis dokutnen

persyaratan teknls
dinyatakan telah
memenuhi
persyaratan f

belum mementuli
persyaratan tekmnis,
maka permehonan
diteruskan

kepade Hepals,
Dinas untuk
mendapat
persetujuan [
penolakan
Rekomendassi
Teknis yang
shisertal dengan
Berita Acara,




Kepala Dinas
Pendidikan

| mengupload

| Surat

| Persetujuan
Permohonan
(Rekomendasi

Verifikasi dan
WValidasi
Penerbitan lzin
melalui Aplikasi
SIPFENTOL

Berita Acara
Pemeriksaan

| Lzin Terbit

1 Jam Persetujuan Pengesaban J

J Penolakan | Penolakan oleh
Permohonan | Kepala Dinas
Pendidilkkan secara
elektronik

1 Jam Izin telah Diterhitkan aleh
Berlaku Kepala Dinas
Penanaman Maodal
dan Pelayanan

- Terpadu Satu Piniu |

9 Han |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

wmrﬂ_.mﬂa__ ERPADU SATU PINTU
. ; |

JUK

NIP. H_ﬂ_m__..___ (9121997031004



LAMFIRAN LIV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
FK/411.308 /2024

TAHUN Z0DZ4

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAM PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

T

Nomor SOP | 188/ Y5 /K/411.308.54

| Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024

| Tanggal Revisi 19 Juni 2024 -

s _ Tanggal Efekrtif 19 Juni 2024
N it ' Disahkan oleh KEPALA DINAS
PENANAMAN “EE AMAN MODAL DAN
MODAL DAN ¥
PELAYANAN ' .
TERPADU SATU P‘f*_'_'l
Syl it nﬁﬂg UIONO, S.Hut
Perfibina Tisgkat |

NGANJUK NIP. 196709121997031004

' Mama S0P

‘Dasar Hukum:

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
KURsSUS

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-lUndang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun Z0Z20 tentang Cipta |
Kerja

Undang-Undang Nomor (06 Tahun
2023 tentang Penctapan FPerppu

R

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;
Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun});
Menguasai Standar Operasional
Prozedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publik:

Z.

3.

tentang

dan




Nomor 0 Tentang Clpta Kerja 3. Mampu berkomunikasi lisan dan
Menjadl Undang-Undang rertulis dengan baik;
4. PP No. 4 Tabun 2022 tentang Perubahan | 6. Mampu  berkoordinasi  dengan
atas Peramuran Pemerintah Nomor 57|  efektifdan efisien;
Tahun 2021 tentang Standar Nasiomal | - H"I‘““iki kemampuan  ker]asama
Pendidikan; 8. :-r;.'n u mengaperasikan
. Paraturan Perperintah Homot 5 Tahun knm]ﬁ!ter;dan gape
2021 rentang Penyelenggaraan 9. Memahami panggunaan aplikasi
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pelavanan  khususnya Aplikasi
6, Feraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun Program Pelayanan Perizinan Non
20Z1 centang Penyelenggaraan Usaha SIPENTOCL.
Fecizinan Berusaha 4i Daerah
7. Peraturan Permerintah Nomor 7 tahun
2011 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan PFemberdayaan
Koperasidan Usaha Mikea, Kedil, dan
Menengah
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun
2021tentang Bidang Uzaha
FPenanaman Modal
9, Peraturan Menteri Dalam Megeri
Momaor 138 Tabhum 2017 tentang
Penyelenggarsan Pelayanan Terpadu
Satu Piptu Daecah.
10. Pevaturan Bupat! Hganjuk Hoimor @ 43
Tahan 2023 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyebengparaan Ferizinan
dan Nonperrzinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Moadal dan Pelayanan
Terpadu Sate Pintu Kabupaten
MNganjuk
11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018 tentang
Kode Etik Aparatur Slpit Negara di
Lingkungan DPMPTSF Kabupaten
Nganjuk
Keterkaltan: Paralatan/Perlengiapan:
1. Layanan bagi
MasyarakatBerkeburuhan
Khusus:
2. Ruang Tungguw;
3. Ruaopg Konsuwitazl dan Pengaduan;
4. Ruang Laktasl;
S. Tempat Ibadah /Mushola;
4. Ruang Rapat;
7. Kendaraan Operaszional;
8. Alat Komunikasi;
9. Konels! / jaringan internet;
1. Pusat data server;
11.Kokak pengaduan;
12.Parangkat komputer, printer, dan




SCANNET;

13.Mesin antrian;

14 Alat penpukur kepuasan layanan:

15.Laman/website (SIPENTOL) dan
2«moil

10G.Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

19. Alatffasilitas pendokung
lainmyasesuai dengan kebutuhan.

Peringatan:

Pancatatan dan Pendacaan:

lika Standar Operasional Prosedur ini
tidak dilakzanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikumya belum
dapat diproses.

Disimpan scbagai data elekaonik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

| No Kegiatan _ Pelaksana . Mutu Baku Keterangan
3 Kepala o
Tim SIPEN | Persyaratan |
Pemohon FO . Dinas Waktu Output
Teknis | , i | TOL | Kelengkapan S5 =

EdN 2 3 4 | 5 | b 7 8 9 10 11

1. | Pemohon _ _ Adoun 0.5 Jam | Izin Mon Aplikasi SIPENTOL
mengajukan _ 4 7 SIPENTOL Usaha yang | diakses melalui
permohonan I > belum hitps:/ /perizrinan.n
melahui Aplikasi — “ _ . berlaku warjulchkab. g, id /
SIFENTOL efektil (Draft)

2, | Pemchon 1. Izin yang 0,5 Jam | File dokumen | Sistem Informasi
mengungah 4 _ - belum berlaku persyaratan | Perizinan Non

| dokumen efektil (Draf) yang telah Usaha SIPENTOL
| persyaratan 2. Berkas diunggah ke | diakses melalui
melalui Aplikasi dokumen dalam laman
SIPENTOL persyaratan Aplikasi hitps:/ /perizinan.n
SIPENTOL ganjubkkab. go.id /

3 Front Office Dokumen 1.Jam Hasil a. Apabila
memverifikea si Pemenuhan werililoasi dokumen
kelenghkapan Persvaratan kelengkapan _ poravaratan
berkas berkas dinvatakan
permohonan lengkap,

permohonan
diteruskan kepada
. Tim Tekmnis,
' b. Apabila
dokumen
7 persyvaratan
. dinvatakan tidak




| lengkap,
m permphonan

diwolak dan
dikembalikan
kepada pemshon
disertai dengan
alasan penalakan
merta diberikean
fasilitmsl pelayanan
Funa meneukup
ke RITATLE R

peTsYAratan.

.| Tim Tekmus
memvetiflkeani
persyaratan

teknis

Verifikansi
kel nghapnn

Bapita Acarg |
Permeriksaan

Apablla dalam

» ranglka klaridiloasd

dan verifikasi
dolkumen
perayaratan scknis
dinystakan tcleh
memenibil
persyaratan f
belum memennhd
perayaratan teknis,
maka permohsnan
diteruskan

kepada Kepals
Dixas untuk
mendapal
persetujiian [
pennlakan
Eekomendeasi
Teknis yang
dastrtnd dengen
Beritn Acora.




Kepala Dinas
Pendidikan
menguplogad

| Sural
Persetujuan
Permohonan
(Rekomendasi

| Berita Acara _ 1 Jam | Persetujusn

Pemeriksaan / Penolakan
_ Permohonan

| Penpgesahan /
' Penolakan oleh

 Kepala Dinas
_ Pendidikan secarm
| elektronik

PEFEE LR

Verifikasi dan
Validasi
Penerbitan lzin
melalui Aplikasi
SIPENTOL

nl

| lzin Terbit 1 Jam lzin telah
Berlaku

Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayvanan
Terpadu Satu Plnta

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

CABUPATEN NGAN|UK

| PEMBINA TING KAT I
NP, 196709121997031004




LAMPIRAN LV
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADILI
SATUPINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ ‘:E,I
JK/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERFPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT [ZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP 188/ vy /K/411.308.55
 Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
Tanggal Revisi 19 Juni 2024
a Tanggal Efeltif |19 Juni 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS
KEPALA DINAS '
S RATEAMAN PE_{"-IAMAN MODAL DAN
MODAL DAN i
PELAYANAN WP
TERPADU SATU | - ’
PINTU - JJONO, S.Hut
KABUPATEN A fha Tingkat |
NGANJUK NP 198709121997031004

Mama SOP

—_—

Dasar Hukum:

E L L—— L

SURAT IZIN PENYELENGCARAAN
REKLAME

L e e —

Kualifikasi Pelaksana:

e ——ry

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 02 Tentang Cipta Kerja

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV/SI
linear dengan hidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasal 5Standar Operasional

Prosedur pelayanan perizinan Non

Usaha:

Memiliki pengetahuan

perundang-undangan

terkait standar pelayanan dan

informasi publik;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan

tentang

tertulis dengan bail;




10.

11.

12,

13,

Menjad! Undang-Undang
Feraturan Femerintah Mamor 5
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Ferizinan Berusaha
Berbasis Rislko

Peraturan Pemerintah Nomor &
Tahun 2021 tentang
Penyelanggaraan Perizinan
Berusaha dl Daerah

Peraturan Pemerintah Momor 7
tahum 2021 tentang Kemudahan.
Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah

Faraturan Prasiden Nomor 10 Tahun
2021rentang Bidang Usaha
Penanaman Modal

Peraturan Menteri Dalam Negerd
Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Fenyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Draerah.

Faraturan Menteri PUFPR  Nomor
Z0/PRT/M/2010 rentang Pedoman
Femanfaatan dan Penggunaan
Bagian-Bagian |alan.

Peraturan Daerah Kabupaven HWganjuk
Nomor & Tahun 2023 tentang Pajak
D2erab dan Retribusi Daerah;

Pevatwran Bupati MNgenjuk MNomor 31
Tahun 2023 entang Tata Carm
Penyelenggaraan Rekdame;

Peramran Bupati Nganjuk Nomor :
43 Tahun 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Ferizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satw Pintu Kabupaten

Nganjuk
Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
18B/46/K/411.308/2018  tentang

Kode Etik Aparatur Sipll Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupatren
Nganjuk,

B Mampu berkoordinasi
efektif dan efisien:
Memiliki kemampuan ketrjasama
tirn;

dengan

7.

2. Mampu mengoperasikan
homputer;dan

9. Memahami penggunaan aplikasi
pelayanan khususnya  Aplilaci

Program Pelayanan Perizinan Mon
Uszha SIPENTOL.

Keterkaltan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Layanan hagi
MazyarakatBerkebutuhan
Khusus,




Euang Tunggu:

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;

Fuang Laktasy;

Tempat [badah fMushola;

Buang Rapat;

Kendaraan Operasional;

d. Alat Komunikasi:

0, Koneks! / jaringen interner;

143, Pusat data server;

11 Katak pengaduan;

12, Perangkat komputer, grioter, dan
scanner;

13.Masin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan:

15 Laman/webzite {SIPENTOL) dan
&-mall;

16.Alac Tulis Kantor

17.Brosur;

18 Banner dan

19, Alac/fasititas pendukung

laitnyasesusl dengan kebutuhan,

o IR ~a B L TV K

reringatan:

PFencatatan dan Fendataan:

[ika Standar Operasional Prosedur ini
ridak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelavanan beriktutnya belum
dapat dlproscs.

DHsimpan sebagai data elektronik
danmanual




B FLOW CHART SURAT [ZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

_ Palaksana Muty Baku
No | Keglatan Ferno | FO | Tim | Kepala | Persyaratan/ | Waldu | Ouepint Ketarangan
hon Telmiz | Dina= | Kelengkapan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Femohon mengajukan Akun Sistem 0.5 Jam | Tsian Form Sistern Informasi Perizinan diakses
permchonan melalui Informasi Fermohonan melalui lJaman
Sigtemn Informasd Perizinan Raklamea perizinannganjuldesh gi id
Perizinan SIPENTOL
Z | Pemohon  mengunggah 1. Islan Form | 0.5 [am | File dokumen
dakurnen persyaratan Permaohonan persyaratan
melalui Sistem Informasi 2. Berkas
Perizlnan SIPENTOL r dokumen
persyaratan
2 | Front Office menverifilasi Dokummen 0.5 Jarn § 1lasil . Apablla dinyatalmn lengkap,
keiengkapan berkas Pemenuban verifkasi permohonan diverushan kepada
peTmohonan Komionmen kelengka pan Tim T=knts;
berkas . Apabila dokuman persyaratan
dinyatakan tidak lengkap,
permahonan dibelak dan
dikambalikan kepada pemohon
disertai alasan pendlakan Jerta
diberikcan fasilitasi  pelavanan
guna mencukupi  Kelturangan
pecIyaraton,




—

E——

1 2 (& I 8 9 10

4 | Tim Teknis memverifikasi h Verifikasi 22 Jam | Rekomendasi |a. Apabila dokumen persyaratan
persyaratan teknis kelengkapan Teknis/ Berita dinyatakan telah memenuhi

berkas Acara persyaratan teknis, permohonan
Pemeriksaan diteruskan kepada Kepala Dinas
untuk mendapat persetujuan;

b. Apabila dokumen persyaratan
dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan teknis, diterhitkan
Rekomendazi Penolakan
dan/atau dengan dilampiriBerita
Acara Pemeriksaan  disertai
alasan penclakan.

5 | Kepala Dinas Rekomendasi 1Jam | Izin/Nonizin Penerhitan Izin/Nonizin/Surat
memverifikasi, Teknis atau Surat Penolakan oleh Kepala Dinas secara
menerhitkan lzin/Nonizin & dan/atau Penolakan elaldtronil, Pemohomn biza
atau Surat Penolakan Berita Acara Reklame mengunduh melalui Sistem
Heklame Pemeriksaan [nformasi Perizinan

3 Harl |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU FINTU

KaBU

VEEN NGANUK

« Ceptiitwo BUJOYO, 5 Hut
. PEMBINATINGKAT I
NP 196709121997031004



LAMPIRAN LVI
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 44.
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU S5ATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PEMAKAIAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH DAERAH

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP

1BB/ Y9 /K/411.308.56

Tanggal Pembuatan

19 Juni 2024

SR\
ggg’

19 Juni 023

: Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS

KEPALA DINAS : AMAN MODAL DAN
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN ;
TERPADU SATU .
PINTU 0 BUIND, S.Hut
KABUPATEN
NGANJUK 96709121997031004

‘Nama SOP

SURAT IZIN PEMAKAIAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH DAERAH

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun Z020 tentang
Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 02 Tentang Cipta Kerja

1. Kualifikasi Pendidikan DII/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);:

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayvanan perizinan Non
Usaha;

4, Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publil;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

tentang




Menjadi Undang-Undang

6. Mampu berkoordinasi  dengan

4. Peranuwan Pemerintah Nomor S efektif dan efisian;
Tahun 2021 tentang 7. :emiliki kemampuan kerjasama
m;
z]:::i?:ﬁamn Perizinan Berusaha 8. Mampu mehgoparasikan
‘ % Risiko komputer;dan
5. Peraturan Pemerintah Nemor 6 9, Memahami penggunaan aplikasi
Tahun 2621 tentang pelayanan  khususnya Aplikasi
Penyelenggaraan Parlzinan Pregram Pelayapan Perizinan Non
Berusaha di Daerah Usaha SIPENTOL.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7
tahun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro. Kecil.
dan Menengah
7. Peraturan Preziden Mamar 10 Tahun
2021tentang Bidang U<aha
Penanaman Modal
8. Peraturan Menteyi Dalam Negerl
Nomar 138 Tahun 2017 kentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.
9. Peraouran Daersh Kabupaten HNganjuk
Nomor & Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Perawuran Bupati Nganjuk Nomor :
43 Tahun 20232 tentang
Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizihan dan
Nonperizlnan kepada Kepala Dinas
Fenanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinta Kabupaten
MNeganjuk
11. Kapuiusan Bupat Nganjuk Nomor
188/46/K/411.308/2018 rtentang
Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaten
Nganjuk.
Keterkaian: Peralatan /Periengkopan:
1. Lavanan hagi
MasvarakatBerkebutuhan
Khusus;
Z. Ruang Tunggu;
3. Ruang Konsullasi dun Pengaduan;
4. Ruang Lakrasi;
5. Tempat Ibadah/Mushola;
6. Ruang Rapat;
7. Kendaraan Qperasional;
8. Alat Komunilkaal;




2. Koneksi { arngan inksrnet;

14 Pusat data server;

11.Kotak peqgaduan:

12 Peranglat komputer, printer, dan
SCATHET;

13.Mesin antrian;

14. Alat pengukur kepuasan layanan;

15. Laman/website (SIPENTOL) dan
e-mail:

16, Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

1B.Banner dan

19.Alat/fasilitas pendukung
lainnyasesuai dengan kebutuhan.

Peringatan:

FPencataran dan Pandataan:

Jlika Standar Operasional Proscdur imd
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelavanan berikutnya belum
| dapat diproses.

Dizimpan sebagai data elektronik
danmanual




E. FLOW CHART SURAT IZIN FEMAKAIAN GEDUNG MILIK FEMERINTAH DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
Mo | Keglatan Permy | FO Tim | Kepala | Persyaratan, Wakiu | Cwepur Ketarangan
hon Telnis | Dinas | Kelengkapan
1 2 3 4 5 B 7 g O o 10 3
1 | Pemchon mengaiukan Akun Sistem 0.5 Jam | Isian Form Sistem Informasi Perizinan diakses
permchonan melalui Informasi Permnhonian melalal laman
Listemn Informasi Perizinan parizinan.nganjukkab.go.id
Perizinan SIPENTOL
2 {Pemohon  menpunggah 3. Isian Form | 0.5 Jam | File dokumen
dokurnen persyaratan Permohonan pErSYaratan
melalai Sistem Informasi 4. Barkas )
Perizinan STPENTOL dekumen
persyaratan
3 | Front Ofice mervwerilikas] Dolumean .5 Jarn | Hasil €. Apabila dinyatakan lengkap.
kelengkapan bertcs Pemenuhan Verifikasi permohonan diteruskan kepada
permchonan _— Komitmen kelenglapan Tim Taknis;
berkas d. Apabila dolumen persyaratan
dinyatakan tidak le=ngkap,
permohonan ditclak dan

dikembalikan kepada permohon
disertai alasan pemclakan sarta
diberikan fsilitazi  pelayanan
guna  menmukupi | KeRurangan
persyaratan.




—

2

Ly

4 = 7 B 9 10

4 | Tim Teknis memverifikasi _ "~ |'Werifikasi 22 [am | Rekomendasi ¢ Apabila dokomen persyaratan

persyaratan teknis | | kelengkapan Teknis/ Berita | dinyatakan telah  memenuhi
berkas Acara persyaratan teknis, permohonan
Pemeriksaan diteruskan kepada Kepala Dinas

| untuk mendapat persetujuan;

d. Apabila dokumen persyaratan
dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan teknis, diterbitkan
Rekomendasi Penolakan
dan/atau dengan dilampiriBerita
Acara  Pemeriksaan disertai

_ alasan penolakan.

5 | Kepala Dinas Rekomendasi 1 Jam Izin /MNonizin Penerbitan Izin/Nonizin/Surat
memverifikasi, Teknis atau Surat Penolakan aleh Kepala Dinas secara
menerhitkan lzin/Nonizin b dan/atau Penclakan elektronik, Pemohaon bisa
atau 5urat Penolakan Berita Acara mengunduh melalui Sistem

Pemeriksaan Infarmasi Perizinan
3 Hari | o

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

_.m_m.?ﬂ#z TERPADU SATU PINTU




LAMPIRAN LVI|
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR  PELAYANAN
PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SURAT IZIN PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

o Nomor SOP | 188/ 49 /K/411.308.57
/e Nas _Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024 N
i . Tanggal Revisi 19 Juni 2024
Rs. o Tanggal Efektif 19 Juni 2024 o
Disahkan eleh KEPALA DINAS
KEPALA DINAS s "L
PENANAMAN PEH&_EAM MODAL DAN
MODAL DAN I l .
PELAYANAN
TERPADU SATU |
;LNETUUPATEN k. BEHOMNO, S.Hut
Pemgbima Pingkat |
NGANJUK H#-196709121997031004
Nama SOP SURAT IZIN PEMAKAIAN SARANA

OLAH RAGA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah bebherapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 02 Tentang Cipta Kerja

1. Kualifikasi Pendidikan DIII/DIV /5]
linear dengan hidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,

' salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasal Standar Operasional
Prosedur pelayvanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan dan
informasi publik;

5. Mampu berkomunikasi lisan dan
tertulis dengan baik;

tentang




g, Pergturatt Daerab

11 B

11.

Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemetintah Nomor 5
Tabhun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

Peraturar Pemerintah Momor &
Tabun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan
Beruzaha di Daerah

Peraturan Pemerinkah Nomer 7
tehun 2021 tentang Kemudahan,
Pelindungan, dan Pemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecll,
dan Menengah

Peraturan Presiden Memer 10 Tahun
2021 entang Bidang Usaha
Penanaman Modal

Paraturan Menter] Dalam Meger|
MNomor 138 Tahun 2017 tentang
Panyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

Kabupaten Nganpk
Momor & Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;
Paraturan Bupati Mganjuk Nomor ¢

43 Tahum 2023 tentang
Pendelegasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan kepada Hepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Neganjuk

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor
1BA/46/K/411.308/2018 teantang
Kode Etik Aparatur Sipil Nepgara di
Lingkungan DPMPTSP Kabupaton
Mganjuk.

B.

7.

Mampu berkeordinasi
efektif dan ailzien;

Memiliki kemampuan kerjasama
am:

dengan

Mampu meongopoerasikan
kemputer;dan

Memahaml penggunaan aplikasi
polavanan khususznya Aplikasi

Pragram Pelayanan Perizinan Mon
Usaha SIPENTOL.

Keterkaltan:

Peralatan/Perlenglapan:

1.

PN

@5

Layanan bagi
MasyarakatBerkebutuhan
Khusus;

Ruang Tunggw;

Ruang Konsultasi dan Pengaduan;
Ruang Laktasl;

Tempat lbadah/Mushela;

Ruang Rapat;

Kendaraan Qperasional;

Alat Komunllcasi:




—_—

10 Pusat data zerver:

11. Katak pengaduan;

12. Perangkat komputer, princer, dan
scanner;

13.Mez=in antrian;

14. Alat pengukur kepuatan layanan;

15. Laman/fwebsite {SIPENTOL) dan
e-mail:

16, Alat Tulis Kantor

17.Brosur;

18.Banner dan

19_AkatMHazilleas  pendukung
lainnyazesuai dengan kebutuhan.

| Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

lika Standar QOperasional Presedur ini
Hdak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pclayanan berikutnya belum
dapat diproses.

Disimpan sebapai data elektronik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT [ZIN PEMAKAIAN SARANA CLAH RAGA

_ Pelaksana Mutu Baku
No | Kegiatan Peme | FO Timt | Kepala | Fersyaratan/ Waktu | Oupput Keterangan
o hon Teknis | Dinas | Kelengkapan
1 L 3 4 5 & 7 8 G 16
1 | Femghon  mengajukan Akun Sistem 0,5 Jam | Istan Form Sistern Informasl Perizinan diakses
ﬁ..maﬂqraaun Em_n_n., Informasi Permohonan melalui Laman
m.n_“.m.:.. Informasgi Fenizinan perizinan. nganjukkab.go.id
Perizinan SIPEMTOL.
£ | Parmohon  menpunggah 5. Isian Form | 0.5 Jam | File dokanwen
dekumen parsyaratan Perrnohonan persyaratan
melalui Sigtem Informas) . Berkas
Perizinan SIPENTOL dokumen
persyaratan
3 | Front Office memverifikas) i Dokumen 0.5 Jam | Hasil _ Apabila  dinyemkan  lengkap,
kelengkapan berkas \ Pamenuhan Verifilasi permchonan diteruskan kepada
permechonan _— Komitmen Lalengleapan Tim Telnis;
berkas . Apabila delumen persyaratan

dinyvatakan tldak lengkap.
permohonan ditolak dan
dikembalikan kepada pemohon
disertai alasan penclaken serta
diberikan fasilitasi p=layanan
gutia mencukupl  kekurangan
petsyaratan.




- 5 : 2 6 7 i) 9 10

4 | Tim Teknis memverifikasi Verifikasi 22 Jam | Rekomendasi |e. Apabila dokumen persyaratan
persyaratan teknis kelengkapan Teknis/ Berita dinyatakan telah memenuhi

berkas Acara persyaratan teknis, permohonan
Pemeriksaan diteruskan kepada Kepala Dinas
untuk mendapat persetujuan;

. Apabila dokumen persyaratan
dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan teknis, diterbitkan
Rekomendasi Penolakan
dan/atau dengan dilampiriBerita
Acara  Pemeriksaan disertai
alasan penolakan.

5 | Kepala Dinas Rekomendasi 1 jam | Izin/Nonizin Penerbitan lzin/Nonizin/Surat
memverifikasi, Teknis atau Surat Penolakan oleh Kepala Dinas secara
menerbitkan lzin/Nonizin L dan/atau Penalakan elektronil, Pemohon bisa
atau Surat Penolakan Berita Acara mengunduh melalui Sistem

Pemeriksaan Informasi Perizinan
- 3 Hari =

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

.,.H__..

TERPADU SATU PINTU

PINGKAT |
.ﬂu b 709121997031004



LAMPIRAN LVIT1
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 49
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
FADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

e Nomor SOP 188/ 49 /K/411.308.58
TN Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024
3 Tanggal Revisi 19 Juni 2024
R | Tanggal Efektif 19 Juni 2024
Disahkan oleh KEPALA DINAS
| KEPALA DINAS
AL _PENANAMAN MODAL DAN
MODAL DAN ;
PELAYANAN
TERPADU SATU :
PINTU : \
. w-:] ONO, S.Hut
KABUPATEN | Pa E#Lw. .
NGANJUK NIP=126709121997031004
Nama SOP | PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Dasar Hu I:T.tm:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja

lUIndang-Undang Nomor 06 Tahun

2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 02 Tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang

1. Kualifikasi Pendidikan DI1I/DIV/SI
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik (senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan
perundang-undangan
terkait standar pelayanan
informasi publik;

tentang

dan

' 5. Mampu berkomunikasi lisan dan

tertulis dengan baik;
Eu Mampu berkoordinasi

dengan
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11.

12,

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang
Fenyelenggaraan Perizinan Berasaha
Berbasis Risiko

PFeraturan Pemerintah Namor 6
Tahun 2021 tentang
Penvelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7
tabun 2021 tentang Kemudahan,
FPelindungan, dan FPemberdayaan
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menangah

Feraturan Pemerintah Nomor 1% Tahun
2021 Tantang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Umlang Nomor 28 Tahun 2002
tantang Bangunan Geduung

Peraturan Fresiden Nomor 10 Tahun
202 1tentang Bidang Usaha
Penanaman Maodal

Peraturan Menteri Dalam Nageri
Momar 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggarazn Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dacrah.

Peraturan Menteri Pekeriaan Umnum dan
Perumahan Rakyat Nomer 2 Tahun 2020
rentang Perubahan Kedwa atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Homor 05/PRT/M /2016 tentang
Perseiujuan Bangunan Gedung Gedung

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Momor € Tahun 2023 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor :

43 Tahun 2023 tentang
Pendelegacian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Sarg Pintu Kabupaten

Nganjuk
KEeputusan Bupati Nganjuk Nomor
188 /46/K/411.208/2018 wntang

Kode Etik Aparatur Sipll Negara di
Lingkungan DPMFTSP Kabupaten

Mepanjuk.

efelxif dan efisien:

7. Memiliki kemampuan kerazama
tim;

8 Mampu
kemputer;dan

9, Memahami penggunazan aplikasi
pelayanan khusosnya  Aplikasi
Mrogram SIMDBG,

mengoperasikan




Keterkaitan:

Peralatanf Perlengkapan:

. Layanan bagi
MasvarakatBerkebutuban
Khusus;

2. Ruang Tunggu;

3. Ruang Konsuitasi dan Pengaduar;

4. Ruang Laktasi:

5. Tempat Ibadah/Muzhola;

&, Ruang Rapal;

7. Kendaraan Opsrasional;

8. Alat Komunikasi:

0. Konekszi f jarimgan ntermet;

10.Pusat data =erver:

11. Kotak pengaduan;

12.Perangkat kemputer, printer, dan

SCANILET

13.Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan;

15. Larman /website {SIMBG} dan e-
maif:

16. Alat Tulis Kantor

17.Bro=ur;

1H.Banner dan

19 Alac/fasilitas pendukung
lainnyasesual dengan kebutuhan.

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

[ika 5tandar ©Operasiomnal Prosedur tni
tidak dlaksanakan akan berdampak
padatabap pelayanan berikutnya belum
dapat diproses.

Disimpan sebagal daca elekoronik
dan manual




B. FLOW CHART PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

No Kegialan u_lmrﬂh._.__.ﬂ a Mutu Baku Keterangan
Kepaln Perayaralan |
Paochon | FO Teknis | Dinas PUER SIMBG Kelengkapan Waktu Qutput
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. | Pemohon Alun SIMBG | 0,5 Jam | PBG yang Aplikasi SIMBO
Enﬂmﬂ_g_...”ﬂ: . behum dinkses neelalai
permohonan berlaku https:/ fsim id
. melalui SIMBG _l_ elelstif {Draft) ___,“#E b pge
2. | Pemchon 1. lzin yang 0,5 Jam | File dokumen | Siatemn Informasi
mengungEak belum berlalku perayaratan | Perizinan SIMBG
doknmen efelcof (Diraft) yang telah diakaea melalai
_uﬂ_.m.u_ﬁ._.._lnﬂh_ — _.- —— 2, Berkan ._m.m..ubﬁﬂﬁ._u ke laman
melahii Aplikasi doloumen dalam hopes- £ b pugo.id
SIMDG peTsyaratan Aplikam £
SIMBG
3. | Front OfBce . Dolmume 1 Jam Hasil n, Apabala
memvrerifikeas) Pemenuhon verilibas dokuraen
kelenghkapan Persyaratan kelengkapan | persyaratan
barkes berkan dinyatakan
permohonan lengkap,
pPermohonan
titemuskan kepada
Tim Telctus;
b. Apebila
dokumen
peTsyaratan
dinyatakan tidak
lengkap,
permchonan |




. | Tim ._.nEm

] Verifikkasi 27 Hari | Berita Acara
memvétiftkasi kelrngkapan Pemeriksaan
PETSYTATALAT berkan

tekmis




. | Kepala Dinas Berita Acara 1 .Jam Persetujuan | Pengesahan

PUPR Pemeriksaan / Penclakan | Penolakan oleh
menguplond p Permohonan | Kepala Dinas

Surat secara elektronik
Persetujuan

Permohonan

[Rekomendasi)

. | Verifikasi dan lzin Terhit 1 Jam | ldn telah Dhiterbitkan oleh
Validasi ﬁ””Hu Berlaku Kepala Dinas
Penerbitan lzin Penanaman Modal
SIMBG Terpadu Satu Pintu

2B Hari

KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(| o -Hﬂ-._ i . ” .l
W T /
= ATINGKAT |

NIF19670912 1997031004




LAMPIRAN LIX
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS FENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 43
/K/411.308 /2024

TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR  OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN

PERIZINAN NON USAHA
PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU  SATU  PINTU
KABUPATEN NGANJUK

DOKUMEN S5TANDAR OPERASIONAL PROSEDIUR

SURAT [ZIN PENYELENGGARAA

N REKLAME NON PERMANEN

A. DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Nomor SOP 1188/ 49 /K/411.308.59

Tanggal Pembuatan | 19 Juni 2024

Tanggal Revisi [ 19 Juni 2024

Tanggal Eﬁ!ktif 19 Juni 2024

Disahkan oleh KEPALA DINAS
PENANAMAN i
MODAL DAN i
PELAYANAN < UW
TERPADU SATU
PINTU 4 0. S.Hut
KABUPATEN 1:-".. kat |
NGANJUK wfﬂﬁ?nezzlawﬂalum

Nama 50P SURAT [ZIN PENYELENGGARAAN

REKLAME NON PERMANEN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1,

Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang
Momor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 06 Tahun
2023 tentang Penetapan Perppu
Nomor 02 Tentang Cipta Kerja

1. Kualifikasi Pendidikan DIL/DIV /5]
linear dengan bidang tugas;

2. Berpenampilan menarik [senyum,
salam, sapa, sopan, dan santun);

3. Menguasai Standar Operasional
Prosedur pelayanan perizinan Non
Usaha;

4. Memiliki pengetahuan

perundang-undangan

terkait standar pelayanan dan

informasi publik;

Mampu berkomunikas! lisan dan

tertulis dengan baik;

tentang

5.

=l




10,

11.

12,

13.

Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 entang
Penyclenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Rislko

Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tenktang
Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerzh

Peraturan Pemerintah Nomor 7
tahun 2021 tentang Kemudahan,
Palindungan, dan Pembardayaan
KEoperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah

FPeraturan Pregiden Nomor 10 Tahun
2021rentang Bldang Usaha
Fenanaman Modal

Peraturan Menteri Dalam Negerl
Nomaor 138 Tehun 2017 tentang
Penyelenpgaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

Feraturan Menteri PUPR Nomor
20/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan
Bagian-Bagian [alan.

Peraturan Daerah Kabupatsn Nganjuk
Nomer & Tahun 2023 temtang Pajak
[raerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bapati Ngapjuk Nomot 31
Tehurr 2023 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Reklame;
Peraturan Bupati Nganjuk Nomar:

43 Tahun 2023 tentang
Pendelepasian Wewenang
Penyelenggaraan Perizinan dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satit Pintu Kabupaten
MNganjuk

Keputusap Bupati Nganjuk Nomaor
188/46/K/411 30872018 rentang

Kode Etik Aparatur Sipil Negara df
Lingkungan DPMPTSF  Kabupaten

Nganjuk.

6. Mampu berkoordinasi
efelttif dan afigien;
Memiliki kemampuan kerjasams
timmn;

Mampu
komputer;dan
Memaham! penggunaan aplikasi
pelayanan KkKhususnya  Aplikasi
Pregram Pzlayanan Perizinan Non
Usaha SIPENTOL.

dengan
7.

A mengoperasikcan

‘Keterkaitan:

Peralatany/Perlengkapan:

1. Lavanan bagi
MasyarakatBerkebutuhan

Khusus;




Buang Tungpa,

Ruang Konsuitasi dan Pengaduan:

Ruang Laitasi;

Tempat Ibadah/Mushaola;

Ruang Rapal;

Kendaraan Operasional;

Alat Komunikasi;

. Koneksi / faringan internet;

10. Pusat data server:

11.Kotak pengaduan,

12.Perangkat komputer, printer, dan
ECARMNET,

13.Mesin antrian;

14 Alat pengukur kepuasan layanan;

15. Laman /fwebsite (SIPENTAL) dan
e-maif;

1460, Alac Tulis Kanbar

17.Brosur;

18.Banner dan

19.Alar/fasilitas  pendukung

lainnyasesnal dengan kebutuhan,

S ewN

0 £

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

lika 5Standar Operasional Frosedur ini
tidak dilaksanakan akan berdampak
padatahap pelayanan berikuthya belum
dapat diproszes,

Dizimpan sebagal data elekironik
danmanual




B. FLOW CHART SURAT 1ZIN PENYELENGGARAAN REKLAME NON PERMANEN

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan Perms | FO Tim | Kepala | Peravaratan/ Walttu | Dutput Keterangan
vy Tekniz | Dinas | Kelengkapan
5 3 T 13 2 G 5 g - . 10
Pemohon mengajukan Akun Sictem 0.5 Jam | Istan Form sistern Informasi Perdzinan diakses
wﬁn:ﬂﬁp : melalui _ _ Informasci Permohonan onelalui Taman
m nformasi Perizinan Reklama Mon arkzinan nganjukkab.go.id
Petirinan SIPENTOL Parmanen ¥ _ =
Pemahon mengunggah 7. Isian Farm | D)5 Jam | Fie dokumen
dokumen parsyaratan Fermohonan persyaratan
melalui Sistem [nformas] 8. Derkas
Ferizlran SIPENTOL 3 dokumen
Persydratan
Froas Office memverifikasi Dokumean 0.5 Jam | Hasil Apabila  di ka 1
I ] g Apabi nyatabkan  lengkap,
kelengkapan beras .\\ Pemenuhan verifikasi pertiohenan diteruskon kepada
parmohonan Kamitmen kalengkapan Tim Teknks;
berkas h. Apablla dolumen persyaratan
dinyacakan tidak lengkap,
permohonan ditokak dan
dikembalikan kepada pemohon
disertai alasan panalakan serta
diberikan fsilitast pelayvanan
guna mencukupi  kekurangan
pErsyaratan




2

- S| (] 7 a8 9 10
Tim Teknis memverifikasi Verifikasi 22 J]am | Rekomendasi |g. Apabila dokumen persyaratan
persyaratan teknis kelengkapan Teknis/ Berita dinyatakan telah memenuhi
berkas Acara persyaratan teknis, permohonan
Pemeriksaan diteruskan kepada Kepala Dinas
untuk mendapat persetujuan;

h. Apabila dokumen persyaratan
dinyatalkan tidak memenuhi
persyaratan teknis, diterbitkan
Rekomendasi Penolakan
danfatau dengan dilampiriBerita
Acara Pemeriksaan disertai
dlasan penolakan,

Kepala Dinas Rekomendasi | 1Jam | lzin/Nonizin | Penerbitan Izin/Nonizin/Surat |
memverifikasi, Teknis atau Surat Penolakan oleh Kepala Dinas secara
menerbitkan lzin/Nonizin L dan/atau Penolakan elektronik, Pemohon bisa
atau Surat Penolakan Berita Acara mengunduh melalul Sistem
Pemeriksaan Informasi Perizinan
3 Harni

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

P 196709121997031004




